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ABSTRAK

Nama : Tosa Narindra _ ‘
Program Studi : Pasca Satjana llmu Hubungan Internasional
Judul : Kebijakan Indonesia terhadap International Capital Movement

Studi Kasus: Perbankan Indonesia

Tesis ini membeahas tentang mengapa mode! peraturan aliran modal yang berjalan di
Indonesia lebih ke arah progresif dan bagaimanakah respon kebijakan pemerintah
terhadap lalulintas moda) internasional. Teori yang digunakan untuk menjawab
pertanyaan penelitian tersebut adalah teori infernational capital movement. Teori
International capital movement ini dapat mengimplementasikan hasil kebijakan-
kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai regulasi kehadiran
bank asing melalui pergerakan modal intemnasional. Sebagai negara yang menitik
beratkan pembangunannya di bidang perbankan, model peraturan Indonesia yang berjalan
ke arah progresif merupakan langkah awal kebijakan yang membawa Indonesia menuju
ke arah liberalisasi khususnya dibidang perbankan. Sehingga kebutuhan akan aliran
moda! interhasional ini menjadi suvatu kebutuban pokok wuntuk memperbaiki
perekonomian Indonesia seiring dengan perkembangan perekonomian.

Kata Kunci ;
Liberalisasi, Aliran Modal Internasional, Perbankan, Model Progresif
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ABSTRACT

Name : Tosa Narindra o
Study Program: Postgraduate of International Relations
Title : The Indonesian Policy towards International Capital Movement

Case Study: Indonesian Banking

This thesis discusscs why the modc! of regulation of capital flows that is running in
Indonesia more progressive direction, and how government policy response to the traffic
flows of international capital. The theory used to answer research questions is the theory
of international capital movements. International capital movement theory can implement
the polieies that have been condueted by the Indonesian government on the regulation of
foreign bank presence through international capital movements. As the country focuses
its development in the banking sector, Indonesia's current regulatory model number is the
first step toward progressive policies that brought Indonesia to the direction of
liberalization, partieularly in banking. Thus the need for international capital flows has
become a necessity to improve the Indonesian economy in line with economic
development.

Key Word:
Liberalization, Intetnationzl Capital Movemerit, Banking, the Progressive Model.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kurun waktu 1950-an, pemerintah masih memperlihatkan kuatnya
pandangan bahwa penanaman modal asing akan dapat menghambat tingkat
perekonomian negeri ini. Pemerintah Indonesia secara bertahap mengurangi
dominasi perusahaan-perusahaan asing dan sekaligus mendorong munculnya
pengusahe-pengusaha pribumi.’

Hasilnya pada sektor perbankan tahun 1953 pemerintah Indonesia melakukan
tindakan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank (DJB) dan menjadikannya sebagai
Bank Indonesia dengan cara pembelian saham-saham oleh pemerintah.” PT
Escomptobank dinasionalisasi pada tanggal 1 April 1960.> Kepengurusan
Nederlandsche Handel Maatschapij N.V. (NHM) di Indonesia diambil alih oleh
BPBB Pusat pada tanggal 21 November 1960 berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan No.246037/B.U.M. 11 tertanggal 8 November 1960.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1959°, pemerintah tidak hanya
menpasionslisasi . bank-bank Belanda, tetapi juga melakukan penutupan terhadap
sejumliah bank-bank asing. Pada masa 1950-an pemerintah menyatakan penutupan
beberapa bank asing (bukan Belanda). Tujuan dilekukan penutupen ini adalah untuk
memperkuat peranan bank-bank nasional. Selain itu, agar Indonesia lebih dapat
mandiri dan menuju masyarakat yang makmur.

! Bondan Kanumoyoso; Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia (Cet. 1), Jakarta
: Pustaka Sinar Harapan, 2001, h. 28,
2 Ibid, h. 34. Proses nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) secara resmi ditandai dengan
diumumkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi DJB pada tanggal 15 Desember 1951, lthat
Lembaran Negdra RI takin 1951 No, 120, Penaivaran pémbeélian saham DJB iglah diunitimkan pada
tanggal 3 Agustus 1951, dalam waktu dua bulan saja hampir selurubk jumlah saham telak dibeli oleh
pemerintab, dengan nilai f 8,95 juta. Dengan penguasaan saham tersebut maka pada tanggal 1 Juli
1953 petneriitah wengumuntkan berdirinya Bank Indonestt (Oey; 1991: 249250);

Ibid., h. 13
4 Ibid,, h.12. Pada tanggal 8 Desember 1957 melalui pengumuman Menteri Keuangan dan Surat
Keputusan KSAD No. Kpts/MP/080/1957, pemerintah mensahkan pembentukan Badan Pengawasan
Bank-Bank (BPBEB). Tujuan pembentukannya untuk menjaga nasicnalisasi dapat terkendali dengan
baik dan mencegsah terjadinya rus, sabotase, pengamanan terhadap devisa negara, serts kelangsungan
?ank-bank Belanda yang masih beroperasi di Indonesia.

1bid, .3

1 Universitas Indoneslia

Kebijakan Indonesia..., Tosa Narindra, FISIP Ul, 2010.




Berjayanya bank-bank nasional di Indonesia, membuat perekonomian Indonesia
berjalan dengan baik. Namun, perjalanan tersebut menemui beberapa kejanggalan.
Kejanggalan perekonomian Indonesia mulai marak terjadi pada peristiwa 30
September 1965. Sistem perekonomian pada saat itu mulai terhenti karena tejadinya
pemberontakan politik pada masanya. Pemberontakan politik tersebut, membuat
pemerintahan yang berkuasa pada saat itu mundur dari kekuasaannya dan digantikan
dengan pemerintahan orde baru. Pergantian orde lama menjadi orde baruz merupakan
langkah awal perombakan perekonomian yang mengikut sertakan perekonomian
perbankan di Indonesia yang memegang peranan penting dan strategis dalam
mendukung pembangunan nasional, Masa orde baru ini menginginkan adanya
program stabilisasi dan rehabilitasi yang menitik beratkan pembangunan ekonomi
dengan target trilogi pembangunan, maka arah kebijakan pengawasan bank juga
tertuju untuk mendukung pencapaian target itu.®

Pada tahun 1967, sistem perbankan mulai ditata kembali melalui Undang-Undang
(UU) No. 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan tanggal 30 Desember 1967 dan
penataan kembali Bank Indonesia melalui UU No. 13/1968 tentang bank sentral
tanggal 7 Desember 1968. Untuk menyiasatinya, Pemerintah pada tabhun 1967
menjelang kelahiran UU Perbankan 1967 membentuk Badan Musyawarah Perbankan
(BMP). Tujuan dari badan ini untuk membantu pemerintah dalam merumuskan
ketentuan tentang tata cara pendinian bank, konsep peraturan Kliring baru, dan
pendekatan guna penyelesaian permasalahan perdata dalam perbankan.” Rumusan ini
dibuat karena kondisi perbankan Indonesia yang masih sangat memprihatinkan
keberadaannya.

Untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia pada
tahun 1975 mulai melihat bahwa perkembangan tingkat kesehatan suatu bank dapat
ditinjau dari berbagai segi. Bank Indonesia dalam upaya perkembangan ini,
mengharapkan pimpinan bank tersebut dapat melihat tingkat kesehatan dan
perkembangan bank-nya. Pokok-pokok tata cara penilaian tingkat kesehatan bank
didasarkan pada dua unsur, yaitu keadaan keuangan bank dan tata kerja bank.

¢ Unit Khusus Museum Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia : Perbankan Periode 1966-1983, h,
Jffwerw.bi, go.id/NR/rd 1F 74004 A358021A4596387C20A/826/SejarghPerb
eriode 83.pdf,
? Ibid.

Unilversitas Indonesla
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Dengan mulai berkembangnya pasar modal di Indonesia, Bank Indonesia
memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan permodalan bank-bank
melalvi penjualan saham-saham kepada masyarakat. Untuk itu, ditetapkan
persyaratan bagi bank umum swasta nasional yang akan memasarkan saham-
sahamnya di pasar modal di samping persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam.®
Penetapan ini diharapkan mampu meningkatkan permodalan tidak hanya dari dalam
negeri tetapi juga berasal dari luar melalui pergerakan modal internasional

Sebagai negara pemanfaat aliran modal internasional, Pemerintah Indonesia
melakukan [liberalisasi terhadap penggerak perekonmomiannya terutama sektor
perbankan. Pada masa reformasi, penerimaan investasi langsung modal internasional
ke Indonesia mengalami perkembangan dari US$11 milyar pada tahun 1999 sampai
US$15 milyar pada tahun 2000. Kenaikan modal sebesar 37% ini semakin meningkat
sampai US$5 milyar pada paruh tahun 2001 atau naik sebesar 114%.° Penerimaan
modal investasi ini mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, meskipun
terfjadi penurunan di tahun-tahun tertentu (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1.1
Pertumbuhan Aliran Modal Internasional ke Indonesia, 2003 — 2009
(Juta USD)
e
2003 -N/A- 135,401
2004 1,896 137,024
2005 8,338 130,652
2006 4,914 128,736
2007 6,929 136,640
2008 8,699 149,141
2009** 2,480 150,009

*  Sumber berasal dari BI yang didapat dari internet'®
** Tahun 1999 : Investasi Langsung sampai dengan kuartal 1, untuk Pinjaman Luar Negeri
sampai dengan Kuartal 2

Pergerakan modal ini membawa keuntungan tersendiri bagi negara penerima
mavput nepara pemberi modal: Bapi negara penerima modal gkan lebih diuntungkan

* Ibid,h. 8

* 8. Majumder, FDJ confidence: While ASEAN revives, India struggles, Business line-Financial Dily
from The Hindu Group Publications, (July, 2002), http://www.thehindubusinessline.com/
2002/07/29/stories/ 2002072900090800.hitm,

®Bank Indonesia, http: /fwww.bi.go.id/seki/tabel TABELS 18.pdf; hitp://www.bi.po.id/seki/tabel/
TABEL§_1.pdf, diakses tanggal 7 Januari 2010.
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dengan banyaknya arus modal masuk digunakan untuk membangun perekonomian
negaranya, sedangkan bagi negara yang memberikan modalnya akan diuntungkan
dengan keuntungan yang didapat dari penanaman modal yang diberikan. Bebasnya
perfumbuhan pergerakan modal intemasional ini juga membawa dampak negatif
terhadap kestabilan perekonomian internasional. Ketidakstabilan tersebut muncul
akibat adanya aliran dana jumlah besar dan mempengaruhi perekonomian dumia.
Bentuknya seperti sistem respirasi, dengan arus modal besar masuk ke pusat(barat)
dan kemudian disalurkan ke negara-negara berkembang.!! Untuk mencegah
ketidakstabilan tersebut, dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur pergerakan
modal agar berjalan seiringan dengan perkembangan perckonomian internasional. 2

Dalam buku Paul R Krugman, Maurice Obstfcld yang berjudul “Ekonomi
Internasional; Teori dan Kebijakan” dan Lim Hua Sing yang berjudul “Peranan
Jepang di Asia” penulis menemukan beberapa hal mengenai peran pemerintah dalam
pergerakan modal internasional. Pada bagian ini penulis membaginya kedalam 2
bagian yaitu progresif dan konservatif (lihat Tabel 1.2).

Pada masa reformasi ini, Indonesia telah mengalami tiga kali pergantian
pemerintahan, Setiap pemerintahan yang berjalan mengeluarkan kebijakannya
masing-masing dan merevisi kebijakan yang sudah berjalan. Ketiga kepala
pemerintahan tersebut mengeluarkan perbedaan dalam pengembangan perekonomian
dan dalam menyikapi pergerakan modat yang lalu lalang kelvar masuk ke Indonesia.
Terutama yang terjadi pada perbankan di Indonesia. Sebagai negara yang juga
menitik beratkan pembangunannya lewat perbankan sebagai wadah penghimpun
dana pembangunan, Indonesia mengalami perubahan sektor perbankan dari

nasionalisasi menjadi privatisasi.

!! Tempo Online; Ramalan Bank Dunia dan George Soros, (Desesember; 1998), http://majalah.tempo
Elzllerakﬁf.gmﬁdfarsipf 1998/12/08/EB/mbm. 1998 1208.EB98068.id hitml, :
Ibid,
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Tabel 1.2

Model Peran Pemermtah terhad ap Ahran Modal Internasmnal

® Kebljak&n

pergerakan modal beredar menjadi
lebih besar;

e Kebijakannya  menuju
perekonomian terbuka.

kearah

e Kebijakannya secara sepihak, hanya

pergerakan modal
internasional ke arsh pembentukan | keuntunpgan negara sendin tanpa melihat
masyarakat  liberal yang lebih | kepada negara lain.
menitikberatkan kepada pasar bebas.  |e Kebijakannya sangat ketat sehingga
Kebijakan |® Kebijakannya dipermudah agar | terjadi pembatasan permodalan

dengan melihat kepentingan dari
negara saja.

e Kebijakannya  menuju
perekonomian tertutup

kearah

kestabilan
ke arsh

¢ Penyeimbang
perckonomian berpikir
internal dan eksternal,

e Sebagai regulator atan penentu

¢ Penyeimbang kestabilan
perekonomian memusatkan kepada
faktor internal,

e Sebagai regulator atau penentu

Fungsi kebijakan dalam perekonomian | kebijakan dalam perekonomian
negara. negara.
® Sebagai pengawas dalam |e Sebagai pengawas dan pengendali
pérgerakan modal internasional dalam petgerdkan modal
internasional
Sistem  |é Pengkajian  dan pen¢tapan |& Pengkajian dan penétapan pedoman
Informasi | pedoman tata cara pengembangan | tata cara pembangunan dan
sistem informasi penanaman modal pengembangan sistem informasi
skila initetiiasional. skala nasional.
e Pembangunan dan pengembangan |e Pembangunan dan pengembangan
sistem informasi dengan sistem | sistem informasi yang cenderung
informasi pasar bebas terpusat
¥ Suinber Pail R krugman dan Maurice Obstfeld; Lim Hud Sim™

Pada masa Abdurrahman Wahid, pemerintahan memandang rekapitalisasi'®

sektor perbankan sargat dipeflukan. Pegbaikart ini dilakukan menginigat Itidonesia

13 Model pengawasan tersebut didspat oleh penulis dari serangkaian tulisan yang terdapat pada buku
Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld yang berjudul Ekonomi Internasional-Teori dan Kebijakan
Edisi ke-5. Untuk halaman yang digunskan oleh penulis terdiri dari bal 287, 311,360, 425,450,451.
Penulis juga mendapatkannyn dari buku Lim Hua Sim yang berjudul Peranan Jepang di Asia, Edisi
ketiga, hal : 140-151, Béberapa péngérfian fulizan {ersebif peniilis bagi Kédalam dua bagian yailu
konservatif dan progresif. Istilah Progresif dan konservatif ditentukan sendiri oleh penulis. Untuk
1sﬂla.h progresﬂ‘ juga digunakan oleb penulls yang bernama Um Sagena Hasyim dalam mhsa.nnya
Hasyun ini tldak dlpaparlmn dengan Jelas

¥ Rekapitalisasi adalah program pemerintah untuk meningkatkan permodalan bank umum dalam
usaha memenuhi permodalan yang cukup. Tertera pada PP Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998
teptang Program Rcknprtahsas1 Bank Umum pada tanggal 31 Desember 1998,
http://www.b i ukum/pp/1998/084-98.
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adalah negara yang menitik beratkan pembangunannya di sektor perbankan. Oleh
sebab itu, masa awal pemerintahannya yang konservatif membentuk sebuah komite
dibidang sektor keuangan. Komite tersebut adalah Komite Kebijakan Sektor
Keuangan (KKSK) dengan bentuk pengesahannnya adalah Keppres 177/1999.
Tujuan dari pembentukan komite ini agar dapat memberikan pedoman kebijakan
bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam menjalankan tugasnya.
BPPN berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998, tugasnya adalah menyehatkan
dunia perbankan dan mengembalikan dana negara serta mengelola aset-aset yang
diambil alih pemerintah."*

Masa pemerintahan Abdurahman Wahid sangat menunjukkan usahanya untuk
bersaing menghadapi perkembangan perekonomian global. Presiden Abdurahman
Wahid melakukan peninjauan ulang terhadap Keputusan Presiden No. 96 Tahun
1998 tentang daftar usaha yang ferfutup bagi penanaman modal. Tujuan
dilakukannya ini adalah untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di
Indonesia serta mewujudkan struktur perekonomian nasionat yang kokoh. Hasil yang
dikeluarkan dari peninjauan ulang ini berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia
nomor 96 tahun 2000 mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang
terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal di Inodnesia.'®

Pada era Megawati, kondisi perckonomian Indonesia kurang mendapatkan
kepercayaan oleh dunia internasional. Hilangnya kepercayaan dunia ini disebabkan
dengan banyaknya isu KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dan juga beberapa wilayah
di negara ini yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Pemerintahan Megawati
melihat permasalaban ini langsung melakukan perombakan kebijakan
perekonomiannya.  Perombakan  kebijakan perckonomian ini, membuat
pemerintahanan era Megawati membutubhkan modal asmg masuk ke Indonesia untuk
melakukan pertumbuhan perekonomian. Dengan banyakmya tekanan yang masuk
dalam pemerintahan ini, memaksa pemerintahan yang berjalan ini bergerak kearah
progresif. Pergerakan progresif berjalan dengan mengeluarkan kebijakan untuk

s Dena negara adalah penyertaan modal negara dalam bank yang sedang mengikuti program
rekapitalisasi pemerintah dalam peningkatan permodalan yang cukup. Tertera pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum
Pasal 5 tanggal 31 Desember 1998, httpy/www._bpkp.go.id/Amit/hukum/pp/1998/084-98 pdf,

¥ Répiifisan Présidén Reépublik Tidedésia Nomor 96 Takiufi 2000 Tenting Bidang Usaha yaiig
Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Pensnam Modal tanggal 20 Juli 2000,
http://portal.dimbp.esdm.go, id/sijh/kp-96-2000.pdf.
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membuka beberapa sektor industri yang sebelumnya dikuasai oleh negara mulai
dilepas ke pasar bebas. Terbukanya beberapa sektor industri ini ditandainya dengan
dikeluarkannya UU nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.'’

Terbukanya sektor-sektor industri ini melahirkan kebijakan di bidang
perekonomian dengan cara memberikan kebebasan berinvestasi terutama para
investor asing. Kebebasan berinvestasi terlihat melalui penjualan saham-saham
dalam negeri dengan harga yang cukup murah. Penjualan saham yang murah ini
melahirkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri karena
harus menurunkan harga sahamnya. Penurunan harga saham dalam negeri ini,
membuat liberalisasi terhadap badan-badan usaha miitk negara dilakukan untuk
menarik kepercayaan dunia asing terhadap negara Indonesia dan mewujudkan
pembangunan nasional. 18

Untuk mendukung perwujudan pembangunan nasional dan membangun sistem
keuangan dengan melibat ke arah internasional, pemerintahan ini mengeluarkan
undang-undang nomor 3 tahun 2004 untuk meyempurnakan undang-undang Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berusaha menjelaskan
tatanan . hubupgan yang selaras antara independensi Bank Indonesia dalam
melaksanakan tugas dan v.'ewur"enemgnya."j

Liberalisasi besar-besaran yang dilakukan pada era Megawati, membuat
perbankan Indonesia terjadi perubahan secara drastis, yakmi dari sistem perbankan
yang didominasi pemerintah menjadi sistem perbankan yang di dominasi oleh pihak
asing. Adanya perubahan sistem membuat pemikiran pihak asing lebih suka
memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan menggeser pihak local.?®
Dengan permasalahan selama 3 tahun- ini membuat BI -berpikir keras mengenai

17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
tanggal 19 Juni 2003, hitp-/f/www.bpkp.go.id/unithukum/uw/2003/19-03.pdf,

1 Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan (Cet. Maret 2009), Jakarta : Fokus Media, 2009, h.
229-231.

'* Ibid.

% Siaren Pers BIL, Delapan Ketentuan Baru di Bidang Perbankan, http/fwww.bi.go.id/web/id/
Rueng+Media/Siaran+Pers/sp 090407, htmn. Pada bagian C.5 yang tertulis: “Bank Indonesia akan
mengeluntkah pandiat yang dkay mematidu bank millk asing unruk berperarn tebil optimal dalafii
proses intermediasi dan mengeluarkan kebijakan khusus pembatasan tenapa kerja asing di
level middle management serta kewajiban melaksanakan fransfer of knowledge. Tenaga kerja asing
akan kami batasi hanya sampai 2 (dua) tingkat dibawah direksi kecuali untuk bidang-bidang yang
tidak mampu diisi oleb TK domestik. Untuk bidang-bidang khusus tersebut, bank asing diberi waktu 3
(tiga) tehun untuk melaksanakan rransfer of knowledge”.
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pembatasan TKA sampai dua level dibawa direktur. Untuk menjaga itu semua, BI
mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 9/8/PBI/2007 tentang pemanfaatan
tenaga kerja asing di sektor perbankan.”!

Perubahan kebijakan di era pemerintahan Megawati dengan meliberalisasi
perbankan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan modal pembangunan melalui
pergerakan modal internasional, tidak berhenti pada masa kepemerintahannya saja.
Untuk membuat kepercayaan dunia menjadi stabil, masa pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono berupaya progresif dengan berusaha mempercepat
pembangunan ekonomi nasional dengan peningkatan penanaman modal untuk
mengolah potensi ekonomi. Modal yang diggunakan bisa berasal dari dari dalam
negeri maupun dari luar negeri. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai
kerja sama internasional, pemerintahan ini menciptakan iklim penanaman modal
yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan
tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional,?2 Wujud nyata dari keinginan
pemerintahan ini adalah ditetapkannya undang-undang RI nomor 25 tahun 2007
mengganti undang-undang sebelumnya, karena sesuai dengan yang terdapat pada
pertimbangan UU RI nomor 25 tahun 2007 dianggap tidak sesuai dengan usaha
percepatan pembangunan perekonomian saat itu, khususnya di bidang permodalan.

Peranan sektor perbankan sangat dibutuhkan dalam memperlancar pergerakan
modal internasional dan sebagai penghimpun dana, terutama bagi negara yang
berupaya meningkatkan pembangunannya setelah masa krisis. Bank Indonesia pada
bagian ini memainkan perannya untuk mengawasi dan memeriksa kegiatan
perbankan yang ada di Indonesia. Pengawasan perekonomian ini, menghindarkan
Indonesia dari adanya modal fiktif ataupun praktik yang tidak wajar. Modal fiktif
dan pratik tidak wajar tersebut dapat membuat sektor perekonomian dan perbankan

*! Peraturan Bank Indonesia Nomer: 9/8/Pbi/2007 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan
Program Alih Pengetahnan Di Sektor Perbanknn, hitp:/fwww.bi.go.id/NR/rdonlyres/B247A615-18D4-

40B4-9D9D-SEIAC0476A24/1 1886/phi 090807r.pdf.
# Undang-Undang Republik Indonesiz, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

BHpY/AWAAY. b g6.1d/NR/Fd6ilyrés/C7402D01 AG30454 ABC759858774DFR52/17683/UU25 Takiiik 200
1PenanamanModal.pdf.
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menjadi tidak sehat. Bentuk dari pengawasan tersebut diwnjudkan dalam bentuk
deregulasi di sektor keuangan yang mencakup bidang moneter dan perbankan.”

Dengan besamnya tekanan perekonomian yang dialami, Pemerintah Indonesia
mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuju ke arah mekanisme pasar terbuka.
Kebijakan yang diambil, dilakukan untuk mendorong kemandirian dunia perbankan.
Kebijakan tersebut merupakan awal deregulasi untuk meletakkan landasan yang
kokoh bagi perkembangan perbankan yang lebih sehat di masa mendatang.
Kebijakan-kebijakan perbankan yang ditetapkan tersebut, ditujukan untuk
mendorong optimalisasi aliran modal internasional yang masuk. Kebijakan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perbanken dan sekaligus
memberikan atwran yang baik dalam memilih jenis-jenis penanaman modal yang
baik.

1.2 Pertanyaan Penelitian
Melihat pesatnya aliran modal internasional yang beredar antar negara (terutama
negara Indonesia) tersebut sangat menarik untuk dikaji. Dengan pesatnya aliran
modal yang masuk ke suatu negara, maka dibutuhkan suatu peran pemerintah yang
baik agar aliran modal tersebut tidak membuat perekonomian negara tersebut
menjadi lemah. Penulis melibat peran pemerintah tersebut terdiri dari kebijakan,
fungsi dan sistem informasi yang mengatur keluar masuknya aliran modal tersebut
dengan pengpguna aliran modainya. Berdasarkan pemikiran itu, pertanyaan yang
ingin dijawab dari penelitian ini adalah :
1. Mengapa model peraturan atiran modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah
progresif?
2. Bagaimanakah respon kebijakan pemerintah terhadap lalulintas modal

internasional?

1.3 Konsep Utama Penelitian
Konsep utama dari penelitian ini adalah memberikan analisis mengenai
kepentingan nasional dalam hubungan antar negara yang dijalankan melalui

B Bank Indonesm, Sejamh Ba:nk Indonesm Perbankan Periode 1953-1959 (http/fwww . bi.go.id
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perpindahan modal internasional. Penetapan pergerakan modal internasional sebagai
konsep utama menjadikan tesis sebagai bagian dari konstruksi liberalisasi perbankan
di Indonesia tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia.

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa diketahui bagaimana peran pemerintah
dalam suatu negara dalam melakukan pengaturan pergerakan modal internasional
dalam rengka memenuhi kepentingan nasionalnya. Selain itu juga, bagaimana
peranan dari aliran modal internasional dalam memberikan pengaruh terhadap
kebijakan suatu negara.

1.4 Tinjauan Pustaka
Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis berasal dari buku-buku dan jurnal
akademis yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini.
Sumber-sumber tersebut dapat digunakan untuk mendukung analisa mengenai peran
pemerintah terhadap kebijakan internasional capital movement di Indonesia
khususnya sektor perbankan,
Sumber-sumber yang digunakan untuk konsep utama penelitian adalah sebagai
berikut : _
1.4.1 Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan®
Buku ini menuliskan mengenai perkembangan-perkembangan perubahan
undang-undang moneter dan perbankan Indonesia. Tentunya pada buku ini juga
terdapat penjelasan yang sedetil-detilnya agar dalam pelaksanaannya dapat
dijalankan dengan baik dan benar.
1.4.2 Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia®®
Berisikan perubahan sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
yang merupakan masalah pokok dan buku ini. Pusat perhatian dar buku inj
adalah penasionalisasian perusahaar-perusaehaan Belanda di Indonesia.
Penasionalisasian ini merubah sistem perkonomian Indonesia yang semula
menjadi kolonial menjadi nasionalisasi. Seiring dengan perkembangan jaman,
sistem kolonial tersebut berubah kembali menjadi sistem perekonomian liberal.

% Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan (Cet. Maret 2009), Jakarta: Fokus Media, 2009,
¥ Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia (Cet. 1),
Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan, 2001.
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Sistem ini diakibatkan oleh tuntukan perkembangan perekonomian internasional
yang berjalan melalui pergerakan modal internasional.
1.43 The Case against Capital Controls Financial Flows, Crises, and the Flip
Side of the Free-Trade Argumenf’®
Jurnal ini menuliskan mengenai perlunya pengontrolan terhadap aliran
modal internasional. Kontrol yang dimaksudkan disini adalah untuk menjaga
kestabilan perekonomian agar dapat {ebih berkembang. Karena pada umumnya
negara berkembang lebih banyak menghadapi kekacavan dibidang keuangan.
Jumnal ini menerangkan bagaimana sebaiknya negara berkembang memperbaiki
sistem perbankan mereka agar dapat lehih bersaing, selain itu juga lebih mampu
untuk membuat bank sentral lebih mandiri.
1.4.4 Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijak.m:ﬁ
Buku ini memaparkan bidang studi perdagangan dan kevangan
intemasional yang sering menjadi kontroversial dalam kehidupan dewasa ini.
Dengan berkembangan perekonomian ini membuat dunja semakin tidak stabil.
Dengan ketidakstabilan perekonomian dunia, perlu dibuatnya suatu kebijakan-
kehijakan mengenai perekonomian yang ada. Buku ini menjelaskan mengenai
hal-hal yang dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian internasional yang
dikembangkan dari sebuah teori dalam perekonomian internasional.
1.4.5 Global Political Economy: Understanding The International Economic
Order”®
Buku ini menjelaskan mengenai teori ekonomi internasional yang sudah
mengalami perubahan fundamental. Dari kemenangan demokrasi kapitalisme
yang mengandalkan komunisme otoriternya. Kemudahan informasi hingga
kemenangan neo-liberal, dimana pasar lebih mengorientasikan kepada ideologi
ekonomi teknologi yang mementingkan kemudahan telekomunikasi, transportasi
dan teknologi informasi secara signifikan. Hubungan ini yang membuat ilmu
ekonomi nasional menjadi saling ketergantungan antara yang satu dan lainnya

% Christopher A: Hartwell, The Case against Capital Conirols Financial Flows, Crises, and the
th Side of the Free-Trade Argument, Washington, D.C: Cato Institute, 2601,
Z paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonom/ Infernasional; Teori dan Kebijakan (Ed. 5),
Teljemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta; PT. Indeks, 2005, h, 404.

% Rabert Gilpin, Global Political Economy; Understanding The Im‘emahonal Economie Order, NeW

Jersey: Princeton, 2001,
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1.5 Kerangka Teori Penelitian

Teori International Capital Movement (pergerakan modal internasional) sebagai
konsep utama dalam tesis ini, teori ini menjadi bagian dari konstruksi teori
liberalisasi perbankan di Indonesia tentang kebijakan-kebijakan yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terhadap perbankan Indonesia. Dengan
hadimya teori ini diharapkan dapat mengimplementasikan hasil kebijakan-kebijakan
yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai regulasi kehadiran bank
asing melalui pergerakan modal internasional.

Alan V, Deardorff (2009) mendefinisikan pergerakan modal internasional
sebagai pengambilalihan atau penjualan asset, keuangan atau riil yang dimiliki oleh
suatu organisasi atau badan yang melewati batas negara. Ukuran pengalihan usaha
ini dapat dilihat dari rekening keuangan dan juga neraca pembayaran. “The
acquisition or sale of assets, financial or real, across international borders.
Measured in the financial account of the balance of payments.”

Pergerakan modal intemasional dapat diartikan sebagai perpindaban modal lintas
negara yang tegadi karena adanya kemudahan teknologi, teknologt komunikasi
sebagai contohnya., Komunikasi dapat memudahkan informasi-informasi untuk
keluar masuknya modal tersebut yang tujuannya untuk meningkatkan
perekonomiannya dan mendapatkan keuntungan bagi negara atau badan yang ingin
menanamkan modalnya.

Pergerakan modal internasional mulai berkembang pada saat terjadi revolusi
keuangan tahun 1970. Menurut Robert Gilpin revolusi keuangan ini merupakan
perkembangan perekonomian internasional pasca perang. Pengontrolan pergerakan
modal menuntun perekonomian internasional ke arah kebebasan. Kebebasan modal
ini menghasilkan pasar modal nasional secara hebat. Pergerakan modal ini membust
kemudahan dalam mendapatkan modal untuk perkembangan perekonomian nasional.
Akan tetapi perpindahan modal ini disisi lain juga dapat berakibat ketidakstabilan
perekonomian international. Ketidakstabilan ini menciptakan sistem keuangan
intemasional yang cenderung labil dan mengarah kedalam bentuk krisis.

»The Financial Revolution of the 1970 was a major development in the post war
international economy. Removal of capital control by leading economies and the
consegquent freedom of capital movement resulted in increased integration of
national capital market and creation of a global financial system. Emergence of
an international financial market has greaily facilitated efficient use of the

Unlversitas Indonesia

Kebijakan Indonesia..., Tosa Narindra, FISIP Ul, 2010.




13

world’s scarce capital resource and has enable capital poor LDCs to borrow

funds for economic development. On the other hand, international capital flows

have increased the instability of the international economy. The international

Sfinancial system itself is in herenly unstable and subject to serious crises. Despite

its importance, the nature and the extent of the global integration of financial

matters are 2‘gvoorly understood outside the economics and financial
communities.

Pergerakan modal intemasional dapat membangun hubungan—hubungan
internasional lebih berjalan bebas. Pergerakan modal internasional ini dapat mengikis
benteng-benteng yang menghambat perekonomian untuk lebihk berkembang.
Penghambat pergerakan modal ini biasanya datang dar kebijakan-kebijakan yang
dibuat oleh pemerintahanan-pemerintahan yang tidak berjalan searah perkembangan
perekonomian internasional yang sudah-menuju kearah masyarakat liberal. Liberal
komit kepada kesetaraan dan kemerdekaan perseorangan.’® Masyarakat liberal
sendiri dalam melakukan hubungan intemasionalnya cenderung bersifat ekonomistik.
Mereka lebih memilih untuk menguntungkan pasar bebas atas masalah-masalah
konflik internasional yang terjadi dan secara umum dilihat sebagai politik.j'

Pasar bebas pada dasamya adalah bentuk yang diciptakan oleh masyarakat
liberal untuk melakukan hubungan internasional melalui perdagangan. Perdagangan
pada pasar bebas dijadikan sarana yang baik untuk menciptakan perdamaian yang
dapat meningkatkan pertumbuhan pereckonomian, Masyarakat ini menyakini dengan
adanya saling ketergantungan perekonomian gkan menciptakan hubungan yang baik
bagi masyarakat, karena didalamnya terdapat keuntungan yang didapat. Keuntungan
yang didapat bukan hanya dari segi modalnya saja, tetapi juga dari segi ilmu dan
teknologi yang dapat memacu perkembangan masyar&a\l-:at.ji Masyarakat libera!
melihat hal yang paling baik dalam melakukan perkembangan perekonomian adalah

? Robert Gilpin, Global Political Economy; Understanding The International Economic Order, New
Jersey: Princeton, 2001, h, 281,

% Robert Gilpin, The Poltrical Economy of International Relations, New Jersey: Princeton, 1987, h.
27. -

3! Martin Staniland, Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebush Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya
(Cet. 1), Terjemahan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003, h. 151-153. Dalam buku ini John Odell memberikan penjelasan mengenai ekonomi
internasional dipandang sebagai hal dominan dalam pembentukan keseluruhan pola-pola hubungan
internasional dan kebijakan negara-negara tertentu den dalam menyodorkan perubahan-perubahan darj
keduanya tanpa bergannmg pada polittk domestik, ideologi, keterampilan pare penguasa atau
dominasi-dominasi pemerintah-pemerintah asing.

2 Robert Gilpiy The Poliiesl Beonomy of Inernational Relations; New Jetsey: Princeton; 1987, b
171-172,
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melalui keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi.*® Keterbukaan
terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi membuat peran dari pergerakan
modal internasional menjadi penting keberadaannya.

Pergerakan modal internasional yang bergerak bebas ini membutuhkan
pengawasan yang kuat. Ketidakteraturan pergerakan modal intemasional secara
perlahan akan mengganggu kestabilan sistem perekonomian intemasional yang
berakibat pada ambruknya perekonomian dunia’! Bertambahnya kebebasan
pergerakan modal internasional ini tidak akan terlihat dengan jelas akan
mengintegrasi sistem keuangan internasional sampai ada kejadian yang membuat
perekonomian dunia menurun, sebagai salah satu contoh adalah ketidakstabilan
ekonomi tahun 1998, Ketidakstabilan tersebut muncul akibat adanya aliran dana
global dalam jumlah besar yang mempengaruhi perekonomian dunia. Aliran dana
tersebut mengalir seperti sistem respirasi, dengan arus modal besar masuk ke barat
dan kemudian disalurkan ke negara-negara berkembang.js

Martin Feldstein dan Charles Horioka dalam buku Robert Gilpin menyatakan:
“An important study by Martin Feldstein and Charles Horioka found that increased
Jreedom of capital movement has not integrated international finance as much as
many believe"”. 3 : "

Robert Gilpin (2001) menjelaskan adanya pergerakan modal ini dikarenakan
permasalahan sistem keuangan yang kurang stabil, sistem keuangan ini tidak stabil
dikarenakan dilemma terhadap 3 (tiga) hal yang disebut dengan trilemma atau
disebut juga dengan irreconcilable .'rr'nig».l Trilemma pertama adalah permasalahan
nilai tukar yang setiap negara sangat menginginkannya untuk mengurangi
ketidaktentuan perekonomian bangsanya. Trilemma kedua lebib kepada keinginan
negara yang selalu ingin bebas menentukan kebijakan keuangannnya untuk

* Martin Staniland, Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya
(Cet. 1), Tejemahan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003, h. 151-153. Dalam buku ini John Odell memberikan penjelasan mengenai ekonomi
internasional dipandang sebagai hal dominen dalam pembentukan keselvruhan pola-pola hubungan
internasional dan kebijakan. Negara-negara tertentu dan dalam menyodorkan perubshan-perubahan
dari keduanya, “tanpa bergantung pada politk domestic, ideology atau keteramplian pare penguasa
atan dominesi-dominasi pemerintah-pemerintrah asing.
?" Tempo Online, Ramalan Bank Dunia dan George Soros, (Desesember, 1998), hitp:/maialsh,
3_tg_l]];g',g, interakiif.com /id/ereip/ 1998/12/08/EB/mbm., 19981208 EBIR06.id m],

Ibid. Co
% Robert Gilpin, Global Political Economy; Understanding The International Economic Order, New
Jersey: Princeton, 2001, h, 262,
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memajukan pertumbuhan ekonominya dan juga mengemudikan ekonomi mereka
pada saat terjadi inflasi. Trilemma yang ketiga adalah keinginan pemerintah untuk
memacu mobiltas modal melalui adanya pergerakan modal yang bebas untuk
memenuhi kebutuhan suatu negara dalam memfasilitasi pengadaan perdagangan
(falicitate the conduct of trade), memperiancar kegiatan bisnis internasional.
(international business activities), dan mendapatkan investasi modal asing (foreign
investment). Y’

Sementara itu Paul R Krugmar dan Maurice Obstfeld dalam bukunya
menjelaskan bahwa adanya semacam “trilemma” dalam menetukan kebijakan.
disebut frilema karena terdapat 3 masalah, yakni kurs bakuw, kebijakan moneter yang
diorientasikan ke sasaran-sasaran domestik dan pergerakan modal internasional yang
bebas. Salah satu faktor pendorong munculnya frilema adalah banyaknya negara-
negara yang sudah mulai menghapuskan hambatan arus permodalan swasta yang
melintasi perbatasan nasional 38

Penghapusan hambatan ini menyebabkan pergerakan modal internasional ini bisa
dianggap baik dan juga bisa dianggap tidak baik. Pergerakan ini bisa dianggap baik
karena pergerakan modal internasional yang berjalar tanpa batas ini dapat dijadikan
sebagai sumber penghasilan yang lebih efisien dan meningkatkan pendapatan.jé
Pergerakan modal internasional ini bisa dianggap tidak baik karena pergerakan
modal intemasional ini terkadang tidak menghiraukan pemerintah sebagai pembuat
kebijakan.*°

7 Ibid; h: 248-249:. Ini merupakan pengembangan dari model The Mundell-Fieming yang
dikembangkan oleh Roberts Munde!l dan Jhon Flemming pada tahun 1960-an, Sebelumnyz Roberts
Mundell mengembangkan teori perkembangan (Development Theory). Analisis yang didapat untuk
pengembangan model ini oleh Mundel dan Fleeming adalah: Integrasi modal internasional bergerak
déngan Faktor lainnya urituk menénfikan permintdan dan hasil, Perkémbangan ini nienibuat apa yang
sudah dikenal dengan makro-ilmu ekonomi terbuka terdapat banyak perbedaan diantara para ekonom
!Jada tahun 1960,

® Paiil R: Kiuginit diis Mautice Obstfeld, Ekonomi Internagional; Teorl don Kebifokan (Bd: 5)
Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta : PT Indeks, 2005, h. 412,

% Hali J. Edison, Michael W. Klein, Luce Antonio Ricci, and Torsten Slok, Capital Account
Liberalization and Economic Performance: Swrvey and Synthesis, Palgrave Macmillan Journals on
behalf of the Intemational Monetary Fund, h. 220, diekses pada tanggal 2 Cktober 2009,

% Kim,Hongkee, The Optimal Cwrrent Account in the presence of Capital Control and Excessive,
Seoul Journal of economics, 15:4, (Winter, 2002), h. 556.
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Kebijakan suatu negara tentunya akan sangat mempengaruhi perekonomian
negara yang satu dan negara yang lainnya.* Kebijakan yang mempengaruhi tingkat
inflasi tersebut membandingkan antara pihak asing dan domestik yang sama-sama
mengeluarkan kebijakan, apabila salah satunya mengeluarkan kebijakan yang sangat
ketat, maka pihak yang mengeluarkan kebijakan tidak ketat akan dirugikan.
Sedangkan apabila kedua negara sama-sama mengeluarkan kebijakan yang sangat
ketat maka kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sama akan
tetapi keuntungan tersebut tidak terlalu maksimal, sedangkan apabila kedua negara
sama-sama mengeluarkan kebijakan yang tidak terlalu ketat, maka kedua negara
tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimal yang sama.*?

Paul R. Krugman dan Maurice Obstfel membagi pergerakan modal internasional
ini kedalam 2 instrumen, yakni instrumen hutang dan instrtumen modal. Yang masuk
kedalam instrumen hutang adalah ohligasi, pinjaman bank dan pinjaman resmi
(bantuan resmi). Obligasi merupakan surat berharga atau surat pengakuan hutang
kepada pihak swasta di luar negeri, pinjaman bank biasa disebut juga dengan kredit
bank yang dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang sejak awal 19708

Pinjaman resmi (bantuan resmi) biasanya didapat dari lembaga-lembaga
internasional seperti IMF atau juga bisa dari pemerintahan negara maju. Pemberian
pinjaman resmi (bantuan resmi) dari IMF ini biasanya diberikan kepada negara
anggota yang tengah dililit kesulitan berupa defisit transaksi begalan dan tidak
mampu mengatasinya dengan kebijakan fiskal atan moneter*, sedangkan bantuan
dari pemerintahan negara maju diberikan atas dasar konsensional yang
memungkinkan si pemberi pinjaman memperoleh laba atas dana yang dipinjamkan.**

Instrumen modal terdiri dari investasi langsung (FDI) dan Investasi portfolio.
FDI merupakan sumber keuangan eksternal yang sangat penting bagi negara-negara
berkembang. Investasi portfolio adalah investasi untuk kepemilikan perusahaan
dengan cara membeli saham-saham (surat berharga) badan usaha atau perusahaan
milik negara atau pemerintah oleh perusahaan asing. Pembelian surat-surat berharga

4 Paul R, Krugman dan Maurice Obstfeld; Ekonomi Internasional; Teori dan Kebijakan (Ed: 5);
Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 359-361.

€ 1bid., h. 359-361.

® 1bid., h. 458.

4 mid., b 751,

5 Ibid., h. 458,
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sudah terjadi sejak awal 1990-an, saat para investor di negara-negara maju mulai
banyak membeli saham-saham di negara berkembang sehingga mendorong
privatisasi (swastanisasi) di negara berkembang.*®

Sarana yang digunakan untuk melakukan transaksi ini adalah pasar modal
internasional (international capital market), karena pasar modal nternasional adalah
suatu pasar tempat penduduk dari berbagai negara memperdagangkan aset tersebut.
Pasar ini tidak berupa sebuah pasar tunggal saja, melainkan gabungan pasar modal
diseluruh dunia yang membentuk mata rantai raksasa tempat segala macam aset
international diperjual-belikan. Pasar ini tidak hanya memperdagangkan aset saja,
akan tetapi perdagangan valuta internasional juga berlangsung di. pasar ini dan
bahkan merupakan komponen utamanya.*’

Berdasarkan penjelasan kerangka teori tersebut, penulis memilih teori yang
dikembangkan oleh Paul Kmigman sebagail kerangka teori yang dapat digunakan
dalam penelitian ini. Penulis mempertimbangkan bahwa untuk mencari alasan
mengapa model peraturan pergerakan modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah
progresif dan bagaimanakah respon kebijakan pemerintab terhadap lalulintas
pergerakan modal internasional.

Untuk mengalisa peran pemerintah yang progresif terhadap Inrernasional Capital
Movement, penulis menggunakan paradigma liberal sebagai variabel independen.
Paradigma liberal ini membentuk 3 (tiga) indikator yang melahirkan model peran
pemerintah terhadap pergerakan modal internasional. Ketipa indikator tersebut
adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, fungsi pemerintah dalam pengaturan
kebijakan dan yang terakhir adalah sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah
dalam kelancaran pengembangan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap

Internasional Capital Movement.

1.6 Rumusan Hipotesa Penelitian

Peranan scbuah bank dalam memainkan sistem perekonomian suatu negara
menjadi kunci pembangunan bagi negara Indonesia. Sistem ekonomi yang
didasarkan kepada institusinya, menciptakan struktur yang efektif untuk

4 Ibid.; h: 459:
4 1bid., h. 404,
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mendapatkan keuntungan yang banyak dan keleluasaan pasar internasional.’® Dengan
keleluasaan pasar internasional membawa masyarakat lebih mandiri untuk
pemenuhan kebutuhannya sendiri.

Program sistem perekonomian ini mulai diwujudkan pada tashun 1983. Tahun
1983 pemerintah mulai mengeluarkan serangkaian program penyesusian yang
diawali dengan penghematan anggaran dan peningkatan pemasukan domestik
melalui reformasi perpajakan. Program penyesuaian seperti ini kemudian dikenal
sebagai deregulasi. Pada sisi perdagangan deregulasi difokuskan pada pengurangan
hambatan tarif dan non tarif. Aktivitas penanaman modal asing dan domestik juga
dipermudah, sementara sektor keuangan diliberalkan sejak Juni 1983. Liberalisasi ini
menjadi momentum awal yang berdampak sangat panjang dalam pembangunan
ekonomi Indonesia.®®

Keleluasaan magsyarakat untuk masuk kepada pasar internasional, membentuk
masyarakat liberal. Liberalisme sendiri berusaha untuk menuju ke arah kesejahteraan
masyarakat, sechingga masyarakat tersebut mendapatkan hak otonominya dan
individu tersebut dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. %
Sebagai negara yang perekonomiannya berbasiskan kepada perbankan, sangat
bergantung pada kelangsungan hidup perbankan sebagai sumber pembiayaan.
Pemerintah dalam hal ini berupaya melakukan penyehatan industri perbankan
dengan memperkuat sistemn perbankan yang sehat, efisien dan bermanfaat bagi
perekonomian yang dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga
keberlangsungen pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah dalam membentuk sistem.perbankan yang sehat dibutuhkan modal
yang sangat besar. Salah satu cara untuk mendapatkan modal yang besar adalah
dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor
perbankan, Perubahan terhadap kebijakan pemerintah ini ditujukan untuk menarik
pergerakan modal internasional (infernational capital movement) masuk ke
Indonesia dan berfungsi dalam menunjang penyehatan perekonomian di sektor

“ Christopher A: Hartwall, The Case against Capiial Controls Financial Flows; Crises; and the Flip
Side of the Free-Trade Argument, Washington D.C: Cato Institute, 2001, h, 10.

“ Yan Horas V. Purba, Dampak Liberalisasi Finansial terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi
Komparasi Indonesia dan Korea Selatan, b. 5.

# Robert Gilpin, The Polifical Economy of Internalional Relalions, Néw Jérsey: Princefor, 1987, k.
171,
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perbankan. Kebijakan tersebut lebih kepada kemudahan bagi investor asing agar
tidak terlalu terbatasi dan tidak menjadikan ancaman dalam mengembangkan
usahanya untuk berinvestasi.”

Perubahan kebijakan sektor perbankan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
terhadap pergerakan modal internasional dalam memasuki bank-bank yang ada di
Indonesia, ditata dengan sebaik-baiknya agar tidak menyimpang dari apa yang sudah
ditetapkan dan tidak mengganggu kestabilan perekonomian dunia’’ Kondisi
perekonomian dunia yang tidak stabil dapat disebabkan oleh derasnya arus lalu lintas
modal internasional yang berjalan.”

Kestabilan perekonomian dunia akibat arus lalu lintas modal internasional
tersebut dapat terganggu karena kebijakan negara yang satu dan negara yang lainnya
saling mempengaruhi.’* Keterkaitan kebijakan tersebut membuat pemerintah berhati-
hati dalam membuat kebijakan agar tidak menggangu kestabilan perekonomian dunia
dan sesuai dengan tujuan semula untuk kebutuhan peningkatan perckonomian pada
sektor perbankan dan lancarnya pergerakan modal international yang masuk ke
Indonesia.

Pergerakan modat internasional yang masuk ke Indonesia, menjadikan industri
perbankan yang ada di Indonesia menjadi [ebih liberal. Beberapa bank yang terdapat
di Indonesia mulai beralih kepemilikannya menjadi milik asing. Kepemilikan bank
yang berpindah tangan kepada pihak asing mecmbuat perkembangannya kurang dapat
diawasi dengan baik.”® Karena undang-undang yang di buat No.l4 tahun 1967

! Jan Horas V. Purba, Dampak Liberalisasi Finansial terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi
komparasi Indonesia dan Korea Selatan, h. 16. Memurut Christopher A. Hartwell, usaha umtuk
membatasi pergerekan modal untuk bergerak bebas merupakan ancaman terhadap kebebasan individu
untuk berkembang

2 Psul Krugman, The Confidence Game; How Washington Worsened Asia’s Crash, The New
Republic, {October, 1998), hitp://www pkarchive.org/crises/krugman} html. Paul Krugman dalam
The Confidence Game memberiken pendapat: “D1perlukan atmran kebijakan-kebijakan perekonomian
terhadap aliran modal. Kebjjakan aliran modal ini sangat diperlukan untuk pertumbuhan
?erekonomlan yang lebih baik.”

Tempo Online, Ramalan Bank Dunia dan George Soros, (Desember, 1598), diakses dari
hitp://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/[998/12/08/EB/mbm. 19981208 EB98068.id.htm}. George
Soros berdiggapun; sistent il Jintas drus Modal yang besar dapat thettipetigarubl pergerikan
ckonomi dunia apabila sistem tersebut tidek segera diatur dan diperbaiki. Soros juga berpendapat
tidak diperlukan pengawasan dan pengaturan terhadap latu lintags modal yang berpindah tempat sangat
cepat secara sepihak, yang perlu dilakukan adalah penstabilan ams dana secara bersama,

* Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasionol; Teori dan Kebijakan (Ed. 5),
Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 359.

* David C. Cole, Slade, and Betty F, Building a Modarn Financial Sysiem; The Indonesian
ExpéFidiicé, Jourhil of Southieast Asiafi Studies, 30:2, (Septeiibér, 1990, H.371-373,
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membuat Bank Indonesia kurang memiliki independensi dan tidak mampu
mengambil tindakan yang tegas terhadap bank-bank yang terkait erat dengan politisi
(penguasa).*®

Perkembangan barck yang kurang bisa diawasi secara baik dapat mengakibatkan
krisis. Pengawasan ini jelas membutuhkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter
yang independen untuk memainkan perannya dalam mengawasi perkembangan bank
dengan baik. Ketidakpastian Bank Indonesia dalam memainkan perannya dalam
mengawasi perkembangan bank yang ada di negara Indonesia akan mengakibatkan
Bank Indonesia dapat kehilangan wibawanya dalam mengawasi kondisi dan praktek
kegiatan ekonomi keuangan secara keseluruhan.?’ Oleh sebab itu perlu adanya suatu
aturan mengenai pergerakan modal yang masuk ke dalam negeri ini melalui peran
pemerintah. Dengan pergerakan modal internasional ini, industri perbankan di
Indonesia akan semakin berkompetitif dan perfumbuhannya akan javh lebih baik,

1.7 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Dalam tesis ini, ada tiga konsep utama yang dipergunakan. Model progresive
peran pemerintah dalam pergerakan modal intemasional merupakan variabel
dependen. Variabel independennya adalah paradigma liberal yang membentuk
terjadinya keprogresifan peran pemerintah Indonesia untuk mendukung kebijakan
Indonesia terhadap international capital movement.

Berikut bagan operasionalisasi konsep (lihat Bagan 1-1):

* Sukarela Batunanggar, Indonesia’s Banking Crisis Resolution, (December, 2002), h. 5. Lihat Cole
dan Slade, (1998) serta Aziz (1999), Cole dan Slade berkata bahwa “Meningkatoya politisasi invetasi-
investasi besar dan keputnsan-keputusan keuangan mempertinggi tingkat risiko. Umumnya sisterm
keuangan mengalami krisis keuangan cepat atau lambat, dan Indonesia tidak terkecuali. Jika dan bila
krisis trsebiif férjadi, akan rienglji sébérapa Kuaf Kelahafian dari StRIKRF sisTem kéuangan yang (élah
dibangun”. Diakses dari http//www.bi.go.id/NR/rdonl 80464450F84 1 AAEE92502FA
AA/13371/iber0212.pdf.

" Gegtie Soray; TRe New Paradign for Fiagnetal Muarkets, United States: Perseus Books Group;
2008, h. 96. Liberalizasi terkadang minimbulkan krisis dunia. Krisis dunia ini biasanya timbul atau
berasal dari perkembangan suatu bank atau pasar yaog tidak baik sehingga membahayakan stabilitas
sistem keuangan intemasional,

Unlvarsitas Indonesta

Kebijakan Indonesia..., Tosa Narindra, FISIP Ul, 2010.

———— _— e e e e




21

Bagan 1-1
Bagan dari operasionalisasi konsep
Variabel Independen
Paradigma Liberal
*  Kebijakai
International Capital . Yariabel Dependen
Movement Fungsi Model Progresif
—*| Sistem Informasi
1.8 Metode Penelitian

Usaha Pemerintah Indonesia membuat kebijakan, untuk mewujudkan sistem
perbankan Indonesia menjadi lebih mandiri dan maju lagi. Seiiring dengan
perkembangan pasar modal Indonesia, merupakan kesempatan bagi bank-bank di
Indonesia untuk memingkatkan kemampuan permodalannya bagi bank swasta

. nasional. Pasar modal ini adalah cara yang baik untuk meningkatkan perekonomian
Indonesia, sehingga usaha mencapai stabilisasi dan rehabilitasi perbankan Indonesia.
mencapai pada titik temunya. Masuknya modal asing ke dalam perbankan Indonesia
dapat merubah perbankan indonesia lebih mandiri.

Penelitian ini memfokuskan kepada situasi tertentu dan penekanannya pada
makna yang ditafsirkan berdasarkan temuan-temuan dari sumber-sumber yang
digunakan, pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti adalah
permasalahan perckonomian yang bersifat pragmatis, yaitu kebijakan yang mengarah
kepada stabilitasi dan rehabilitasi perekonomian Indonesia.

Penelitian ini berupaya menjelaskan respon kebijakan pemerintah terhadap lalu
lintas modal internasional yang telah dikaji pada Undang-Undang Moneter
Indonesia. Untuk dimensi waktunya, peneliti telah menentukan dari tahun 1999
sampai dengan tahun 2009. Alasan pemiliban jangka waktu tersebut dikarenakan
adanya perubahan-perubashan kebijakan dari pergantian pemerintahan yang ada. Dari
pergantian pemerintahan yang ada tersebut, diharapkan peneliti dapat menganalisa
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perbedaan dan persamaan kebijakan aliran modal internasional ke Indonesia yang di
lakukan pemerintah menuju liberalisasi perbankan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang memfokuskan kepada
studi dokumen, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data mengenai kebijakan-
kebijakan pergerakan modal internasional oleh pemerintah Indonesia serta dokumen-
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dokumen sekunder yang
berisikan penilaian-penilaian para ahli yang membahas mengenai kebijakan
pemerintah mengenai perbankan Indonesia. Sumber data seckunder dalam penelitian
int, didapatkan melalui buku, dokumen resmi, jurnal nasional dan internasional, serta
publikasi media masa. Data-data yang berhasil dikumpulkan tersebut akan dianalisis
sehingga pada akhimya dapat ditarik snatu kesimpulan.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika ini diajukan agar penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan
sistematis. Penyusupan penelitian ini akan dibagi kedalam lima bagiansebagai
berikut:

BAB 1 merupakan bagian pendahuluan dari tesis ini yang berisikan latar
belakang permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, konsep utama penelitian,
tinjauan pustaka, kerangka teori penelitian, rumusan hipotesa penelitian,
operasionalisasi konsep penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 merupakan uraian lebih lanjut contch peran pemerintah yang konservatif
dan progresif menurut model peran pemerintahannya terhadap aliran modal
internasional. Peran pemerintah ini dibutubkan untuk menjaga stabilitas sistem
kevangan nasional yang dapat mempengaruhi . stabilitas sistem keuangan
internasional.

BAB 3 Pada bab ini penulis akan membahas mengenai paradigma liberal sebagai
variable independen yang membentuk terjadinya keprogresifan peren pemerintah
Indonesia yang mendukung kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Infernational
Capital Movemenys. Penulis juga memberikan memaparkan tentang kebijakan fiskal
dan moneter, karena kedua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang
berkuasa sangat mempengaruhi tethadap berjalannya pergerakan modal internasional
yang berjalan di Indonesia.
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BAB 4 Pada bab ini penulis akan menguraikan lebib lanjut mengenai lalu jintas
modal internasional yang masuk ke Indonesia dan mempengarvhi perbankan
Indonesia. Pengaruh modal internasional ini membuat peran pemerintsh Indonesia
bergerak ke arah progresif dari segi kebijakan, fungsi dan sistem informasi yang
diterapkan.

BAB 5 Merupakan analisis terhadap permasalahan penelitian yaitu paradigma
liberal yang membentuk terjadinya keprogresifan peran pemerintzh Indonesia untuk
mendukung kebijakan Indonesia terhadap JInternational Capital Movement. Pada
bhab ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yaitu
mengapa model peraturan aliran modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah
progresif dan bagaimanakah respon kebijakan pemerintah terhadap lalulintas modal
internasioneal

BAB 6 Merupakan bagian penutup yang akan menyampaikan kesimpulan akhir
dari analisis dan dapat memberikan rekomendasi bagi mereka yang berminat untuk
melakukan analisa lebib lanjut mengenai penelitian yang sama atau serupa maupun
bagi para pembuat keputusan yang berhubungan dengan peran pemerintah Indonesia
terhadap International Capital Movement.
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BABII
POLA TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP
GERAKAN MODAL INTERNASIONAL

Pada bagian ini penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai contoh peran
pemerintah yang konservatif dan progresif menurut model peran pemerintahannya
terhadap aliran modal intemasional. Peran pemerintah terhadap aliran modal
internasional ini sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan
nasional yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan internasional. Penulis
mengambil contoh Negara Jepang dalam penjabaran peran pemerintahannya dan
indikasinya adalah yang terdapat pada bab I table 1.2 yaitu model peran pemerintah
terhadap aliran modal internasional.

Penjabaran tersebut terdiri dari progresif dan konservatif yang dilihat kedalam
tiga hal yaitu kebijakan pemerintah yang berjalan, fungsi atau peran pemerintah dan
yang terakhir adalah sistem informasi dari pemerintahan tersebut dalam menjalankan
pergerakan modal intemasional. Kebijakan Pemerintah yang konservatif adalah
kebijakannya secara sepihak, hanya keuntungan negara sendiri tanpa melihat kepada
kepentingan negara lain, Peraturannya sangat ketat sehingga terjadi pembatasan
permodalan dengan melihat kepentingan dari negara saja dan kebijakannya lebih
kepada arzh perekonomian tertutup.

Kebijakan yang progresif adalah kebijakan yang mengandung unsur kebijakan
pergerakan modal internasional ke arah kebebasan pasar, lebih mengutamakan
kepada pengurangan hambatan yang terjadi pada arus modal intemmasional.
Kebijakannya lebih dipermudah agar pergerakan modal beredar menjadi lebih besar
dan menuju kearah perekonomian terbuka.

Peran pemerintah dilihat dari fungsinya, untuk pemerintah yang konservatif akan
lebih mengutamakan keseimbangan pada kestabilan perekonomian dan memusatkan
kepada faktor internal Pemerintahnya berfungsi sebagai regulator atau penentu
kebjjakan perekonomian negara dan bertindak sebagai pengawas yang juga
mengendalikan pergerakan modal internasional. Peran pemerintzh yang progresif
akan lebih menyeimbangkan kestabilan perekonomian bukan hanya ke arah internal
saja, akan tetapi juga kearah eksternal Sebagai regulator atau penentu kebijakan
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dalam perekonomian negara. Terakhir peran pemerintabnya hanya sebagai pengawas
dan bukan sebagai pengendali dalam pergerakan modal intemasional.

Sistem informasi yang diterapkan pada pemerintahan konservatif akan
berpedoman pada tata cara pembangunan dan pengembangan sistcm informasi
penanaman modal skala nasional. Pembangunan dan pengembangan sistem
informasi penanaman modal yang cenderung sentralistik. Untuk sistem informasi
yang diterapkan pada pemerintahan progresif akan berpedoman pada tata cara
pengembangan sisttmm informasi penanaman modal skala internasional.
Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang

terintegrasi dengan sistem informasi pasar bebas.

2.1 Peran Pemerintahan Jepang yang Konservatif

Jepang adalah salah satu negara yang tclah mengubah peran pemerintahannya
dalam pergerakan modal internasional dari konservatif menjadi progresif. Sejak
berakhimya perang dunia kedua hingga pertengahan 1970-an, Jepang mengeluarkan
kebijakan yang konservatif. Kebijakan konservatif Jepang ini lebih dikenal sebagai
negara yang mempraktekkan sistem ekonomi tertutup dan terisolasi dari dunia luar.
Kebijakan yang terisolir ini indentik dengan negara besar dan kukuh secara ekonomi
tetapi sering dianggap lamban dan reaktif terhadap lingkungan global.’i'

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang untuk menguntungkan
negaranya adalah melakukan strategi penyesuaian struktural (structural adjustment).
Dalam strategi penyesuaian seperti ini, pemerintah berupaya membuat kebijakan-
kebijakan yang menguntungkan negaranya sendiri sambil menyesuaikarmya dengan
keinginan pasar yang sesuai dengan tuntutan negara lain yang lebih besar.*

Kebijakan yang konservatif ini bisa dilihat dari adanya adanya kekawatiran dari
Pemerintzhan Jepang mengenai perusahaan asing yang masuk kenegaranya dapat
memperburuk ekonomi negaranya. Kebijakan Pemerintah Jepang ini berangkat dari
toleransi kebijakannya sebelumnya yang membuka kebijakan dibeberapa sektor.
Pembukaan kebijakan beberapa sektor tersebut membuat perusahan-perusahan asing
lebih menguasai perkonomian dibanding negaranya sendiri. Melihat perkembangan

* Uni Sagena Hasym:l, Ga!arsu da!am Perkembmgm Koh:.sa:ka Jepang, hitpJfunisky wordpress.
com/2009/3/04 suzdalam-perkembangan-kokusaikazjepang/, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.
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perusahaan asing, Jepang mulai menghidupkan kembali perekonomiannya dengan
jalan Jepang mengambil kebijakan untuk membatasi investasi asing.sd Kebijakan
pembatasan investasi asing tersebut dirancang untuk membatasi pergerakan pihak
asing dalam berpartisipasi dalam berbagat industri yang terdapat di negara Jepang
untuk kepentingan negaranya sendiri.®’

Pembatasan investasi esing oleh pemerintahan Jepang dilanjutkan dengan
mengedepankan  teknologi dan mengembangkan perusahaan  nasional.
Pengembangan perusahaan nasional ini dilakukan dengan mengedepankan
kedaulatan negara Jepang atas perencanaan ekonomi di negaranya. Kebijakan yang
konservatif ini diambil untuk menjaga kestabilan negaranya dan membuat negara
Jepang untuk dapat lebih maju dan berkembang.®?

Kekonservatifan ini bisa dilibat pada sistem keuangan jcpang sangat diregulasi
oleh pemerintahannya pada kurun waktu itu. Regulesi kebijakan yang terjadi tidak
hanya secara internal saja, hubungan perdagangan dengan pasar-pasar modal yang
berada di luar negerl juga mendapatkan regulasi yang sangat ketat. Beberapa hal
spesifik regulasi tersebut diantaranya adalah sektor-sektor usaha penggerak
perekonomian negara yang masib tertutup bagi pihak asing yang ingin menanamkan
mcodalnya.‘53

Ketatnya regulasi oleh pemerintahan Jepang ini bisa dilihat dari peraturan Jepang
terhadap sangat ketat sehingga terjadi pembatasan permodalannya. Kebijakan di
bidang kepemilikan aset di pasar modal bagi masyarakat Jepang, pergerakan jual beli
aset di pasar modal masih mendapatkan keterbatasan dengan tidak dimungkinkannya
bagi penduduk Jepang untuk dapat membeli aset-aset negara asing. Bukan penduduk
saja yang akan susah untuk mendapatkan aset-aset di luar negert, tetapi juga bagi
pihak esing yang mendapatkan pembatasan terhadap pengeluaran obligasinya di
.Icpa::ug.'s‘i

® Mark Mason, United States Direct Investment in Japan: Studies in Government Policy and
gorpora:e Strategy, United States: Harvard University.

Ibid.
€ Amstrong Sembiring, Perusahaan Multinasional, hitp:/ferwrw amstrongsembiring.com/index.php

Toption=com_content&task=viewdkid=133&ltemid=435, diakses pada tanggal 26 Juni 20{9.
® Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed.5),

Eeljemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.
Ibid,
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Pembatasan ini juga diikuti oleh kebijakan pemerintah yang melarang perusahan
asing untuk mendaftarkan namanya di bursa saham Tokyo. Kebijakan untuk bank-
bank yang beroperasi di Jepang baik itu bank Jepang maupun bank asing, harus
mengikuti kebijakan yang ketat dengan mewajibkan mereka dalam beroperasi dapat
memisahkan bisnis domestik di Jepang dan bisnisnya di luar negeri.%®

Ketatnya kebijakan Pemerintah Jepang yang membuat perwujudan liberalisi
menjadi tidak berjalan akibat dari sifat proteksionis Pemerintah Jepang melalui
sistem perekonomian yang teroganisir terhadap impor produk dan jasa asing serta
modal asing (FDI). Sifat proteksionis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang
membuat ekspor Jepang menjadi sangat luas dan responsif. Luasnya ekspor Jepang
berbanding terbalik dengan impor Jepang, khususnya dibanding Amerika Serikat dan
negara Eropa lainnya yang memasukkan produknya ke Jepang dengan jumlah yang
relatif kecil. &

Jepang tidak hanya membanjiri pasar-pasar di Eropa dan Amerika Serikat, akan
tetapi barang-barang buatan Jepang yang kualitasnya relatif baik dan harganya cukup
bersaing juga membanjiri pasar-pasar di ASEAN. Surplus ekspor Jepang ke negara
Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tahun 1993 masing-masing mencapai
US$21 iiliar dan US$10,1 iniliar. Surpius ini dikarenakan sifat pasar Jepang yang
tertutup dan mengutip contoh-contoh ekspor produk daging dan kelautan yang
diminta untuk sesuai dengan dengan standar kesehatan Jepang dan ekspor barang-
barang manufaktur harus memenuhi standar industri Jepang sebagai hambatan-
hambatan non tarif Jepang untuk membatasi impor dari nepgara-negara lainnya.‘gi

Michael B. Lehmann, seorang profesor ekonomi Universitas San Fransisco
memberikan pernyataan bahwa Jepang telah melakukan sesuatu hal yang tidak adil
dengan menyulitkan akses bagi perusahaan Amerika Serikat untuk dapat
meningkatkan penjuslannya dengan memasarkan produknya ke pasar Jepang,

% Paul R, Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5),
Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425

% Uni Sagena Hasylm, Gaiatsu a‘a!am Perkembangau Kohumka Jepang, http:/Aunisku.wordpress.
diakses pada tanggal 6 Maret 2009,
Liiit Hid Sk, Peranan Jqoang d; Asia (Ed. 3), Jakara: PT, Giaiédia Pilstaka Uraiia, 2001, b,
140-151,

Universitas Indonesla

Kebijakan Indonesia..., Tosa Narindra, FISIP Ul, 2010.




28

meskipun produk dari Amerika Serikat lebih baik mutunya dan juga harga yang
bersaing.ﬁé

Jumlah yang relative kecil ini membuat kondisi persaingan dan juga mitra
dagang Jepang tidak puas atas apa yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dan
menganggap Jepang inelakukan kecurangan dan tidak sepenuhnya mau menjalankan
perannya dalam kerjasama internasionalnya. Melihat permasalahan ini, para mitra
dagang menginginkan Pemerintah Jepang dapat meningkatkan impornya atas
produk, jasa dan serta modal asing (FDI) agar terjadi keseimbangan dalam neraca
perdagangan mereka.®’

2.2 Perubahan Peran Pemerintah Jepang menjadi Progresif

Pada pertengahan tahun 1960an, liberalisasi mengenai kebijakan masuknya
investasi asing menimbulkan debat keras antara birokrasi dalam pemerintah Jepang
dengan masyarakat pelaku bisnis. Perdebatan liberalisasi ini menjadi masalah
nasional yang utama bagi Jepang.’® Liberalisasi ini belum dapat diwujudkan oleh
Pemerintah Jepang karena masih adanya keinginan untuk memperkuat kestabilan
perkonomian negaranya.”*

Akhir 1970-an dibawah tekanan Amerika, Jepang mulai meliberalisasi neraca
modalnya dengan menghapuskan pembatasan-pembatasan pembelian pihak asing
terhadap aset-aset domestik.”” Keberadaan Amerika untuk mendekatkan diri dan
menekan jepang dalam melakukan liberalisasi adalah anggapan dari Pemerintahan
Amerika bahwa Negara Jepang merupakan ancaman non-militer paling penting bagi
kepentingan nasional Amerika. Kekuatan ckonomi negara Jepang semakin
menguatkan asumsi bahwa Amerika Serikat sesungguhnya tidak menginginkan
Jepang (dan Asia) muncul sebagai penguasa ekonomi di Abad 21. Kemuneulan

*® Uni SagenaHasyim, Gaiarsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang, gpﬂumsku,wgrgnress‘
=dal 5

Itemjd==d dmksas p&da tanggal 26 Juni 2009

7 Su-ategl ekono:m dek:ade 1670-an dan i980-an, khususnya perdagangan internasional yang
dlterapkan oleh pemerintahnya bersifat proteksionis terhadap impor produk dan jasa asing serta modal
asing (Uni Sagena Hasyim, Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang, http:/funisku,
wordisress £ot/2009/03/06 gglamu-dnlam-ﬂembangan-kukusuika-jega_ng{, diakses pada WhEpEl 6
Maret 2009),

7 panl R. Krugman dan Maunoe Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5),
Terjemahan oleh Faisal H, Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425,

Untversitas indonesla

Kebijakan Indonesia..., Tosa Narindra, FISIP Ul, 2010.




29

Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global dipandang sebagai akibat dari
tekanan Amerika Serikat yang ketika itu memegang kendali perekonomian dunia.”

Negara-negara di kawasan ASEAN sendiri melakukan kritikan terbadap sifat
pasar Jepang yang tertutup. Kritikan tersebut juga diikuti dengan melakukan
beberapa pendekatan persuasif terhadap Pemerintah Jepang dengan meminta untuk
mengurangi hambatan-hambatan dan keberatan-keberatan yang dikenakan terhadap
impor dari negara-negara ASEAN."™

Puncaknya pada bulan Mei 1984 pengaruh liberalisasi yang sangat besar tersebut
tidak dapat dihindarkan kembali. Kementerian Keuangan AS dan Jepang
menyepakati serangkaian liberalisasi, mempromosikan penciptaan pasar-pasar
finansial yang iebih bebas dan berbagai instrumen keuangan yang baru. Mereka juga
telah mencapai kemajuan pesat dalam mengintegrasikan pasar keuangan jepang
dengan pasar-pasar uvang lainnya di dunia. Liberalisasi ini merubah peran
pemerintahan Jepang yang konservatif menjadi progresif dengan dirubahnya
regulasi-regulasi Jepang agar pergerakan modal beredar menjadi lebih besar.™

Perubahan yang dilakukan Negara Jepang ini sedikit demi sedikit mulai
menghapus batasan-batasan dan hambatan-hambatan yang ada pada negaranya
terhadap negara lain. Penghapusan batasan dan hambatan terhadap pergerakan modal
internasional ini akan membnat batas-batas suatu negare semakin memudar, Dengan
memudarnya batasan dan hambatan suatu negara ini akan membuat pasar semakin
kompetitif dengan kekuatan yang seimbang dan saling berkaitan antara
perekonomian nasional dengan perekonomian internasional.™®

Liberalisasi yang dilakukan ini memang terkadang minimbulkan krisis dunia.
Krisis dunia ini biasanya timbul atau berasal dari perkembangan suatu bank atau
pasar yang tidak baik sehingga membahayakan stabilitas sistem keuangan
internasional. ¥ Untuk mengatasinya perle adanya pengaturan yang baik atas

P Uni Segens Hasyim; Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang, httpi//unisku.wordpress,
com/2005/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-fepang/, diakses pada tanggal 6 Maret 2009,
™ Lim Hua Sim, Peranan Jepang di Asia (Ed. 3), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 140-
151.

% panl R. Krugiidi dath Mauricé Obstfeld, Ekonomi Inlernasional: Teori dan Kebijakan (B4.5).
“Terjemshan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425,

™ George Soros, The New Paradigm for Financial Markets, United States: The Perseus Books Group,
2008; 1, 96,

7 Pid.
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kebijakan-kebijakan yang ada.”® Langkah kebijakan yang diambil adalah dengan
meninggalkan kebijakan proteksionisme untuk membuka pasar domestik Jepang bagi
jasa dan barang-barang asing, manajemen kebijakan moneter yang fleksibel dan
melakukan liberalisasi pasar uang yang diintensifkan sedemikian rupa
(restrukturisasi bidang fiskal).”

Beberapa hal yang spesifik dari rangkaian liberalisasi tersebut adalah pembukaan
berbagai sektor perekonomian yang berada di Jepang bagi penanam modal asing.
Rangkaian liberalisasi tersebut juga membawa dampak keuntungan bagi penduduk
Jepang. Penduduk Jepang sangat dimungkinkan untuk dapat lebih bebas membeli
aset-aset asing. Pemerintah Jepang pada kurun waktu yang sama, melakukan
penghapusan kebijakan mengenai batasan penerbitan obligasi oleh pihak asing di
Jepan g‘so

Pada akhir februari 1986 untuk pertama kalinya kebijakan terhadap perusahaan
asing dapat terdaftar di bursa saham Tokyo, dimana bank-bank Jepang maupun asing
dapat beroperasi dengan baik di Jepang. Beroperasinya bank-bank ini tetap harus
mengikuti ketentuan agar mereka tetap ketat dalam memisahkan bisnis domestik di
Jepang dan bisnisnya di luar negeri.®!

Besarnya tekanan yang diterima. oleh Pemerintah Jepang dari pihak luar juga
sama dengan besarnya tekanan yang diterima oleh pihak Jepang dari dalam
negerinya sendiri. Tekanan dari dalam negerinya sendiri diberikan oleh masyarakat
Jepang terutama yang berada pada kelas menengah. Tekanan yang diberikan oleh
masyarakat Jepang adalah tuntutan kepada pemerintah untuk segera mengambil
tindakan dari terjadinya resesi ekonomi yang melanda Negara Jepang akibat adanya
lonjakan mata uang Jepang (Yen) secara drastis. Lonjakan mata uang Jepang
merupakan hasil intervensi penggabungan dari bank Jepang yakmi Bank of Japan

™ Tempo Online, Ramalan Bank Dunia dan George Soros, (Desember, 1998), diakses dari
hitp://maialah.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/12/08/EB/mbm. 19981208 EB98068.id. html.George
Soros berpendapat bahwa sistem lalu lintas arus modal yang besar dapat mempengnmhl pergerakan
ekonomi dunia apabila sistem tersebut tidak segera diatur dan deerbaikl. Soros juga berpendspat
tidak dipérlukan péngawasah dési péi gaturan {erbadap lalii liritas modal yang berpindah lemipat Sangal
cepat secara sepihak, yang perlu dilakukan adalah penstabilan arus dana secara bersama.

® Uni Sagena Hasyum, Galatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang, htipJ/funisku.wordpress.
Com/2009/03/06/gaistsii-dal aim-perkembangan-kokusalka-[epang/; dlakaes puda tngga] 6 Maret 2009:
% Pau] R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5,
;l;cqe?ahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.

Tbid,
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(BoJ) dan Pemerintah Federal AS.® Penggabungan ini dapat menyebabkan
perkembangan suatu bank dan pasar yang kurang baik dan membahayakan stabilitas
keuangan internasional dan menyebabkan krisis.*

Masyarakat memandang adanya lonjakan mata uang Jepang yang sangat drastis
menjadi penyebab tidak suksesnya pembangunan ekonomi Jepang. Melihat adanya
tuntutan dari masyarakat Jepang sendiri. Pemerintah Jepang mengambil tindakan
dengan menjalankan kebijakan yang sudah direkomendasikan oleh Komisi
Maekawa. Komisi Maekawa ini yang menjadi titik tolak dari reformasi ekonomi
Jepang yang menunjukkan perubahan signifikan pemerintahan Jepang yang
sebelumnya bersifat konservatif menjadi progresif dengan beberapa gagasan
internasionalisasi Jepang yang lebih liberal.*

Gagasan tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah Jepang. Beberapa kebijakan tersebut adalah %:

1. Pemerintahan Jepang melakukan perluasan akses terhadap pasar-pasar Jepang
dan meningkatkan impor manufaktur.

2. Pemerintahan Jepang menganggap perlu melakukan perluasan permintaan
domestik (domestic demand) yang dijalankan melalui kebijaksanaan perumahan
dan pembangunan kembali daerah perkotaan, serta merangsang konsumsi rumah
tangga antara Jain melalui pengurangan jam keﬁa, dan meningkatkan investasi
dalam prasarana sosial oleh pemerintah lokal, restrukturasi industri melalui
transformasi struktur industri dan penyesuaian industri untuk meningkatkan
pembagian Kerja internasional.

3. Pemerintaban Jepang mendorong warga negaranya untuk dapat melakukan
penanaman modal bagi produksi di luar negeri, serta mengembangkan

. kebijaksanaannya dengan tujuan untuk meningkatkan impor barang-barang
pertanian secara bertahap kecuali untuk produksi beras.

% Pau} R, Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5)
Teuemahan oleh Faisal H, Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.
® George Soros, The New Paradigm for Financial Markets, United States: The Perseus Books Group,
2008, h. 96,
% Ui Sagéna Haayun, Galaisu dalam Perkembangan Kohtsmka Jepang, HHEPHAIISK WoFdpIass.
/03/06/] u-dalam- -ko diakses pada tanggal 6 Maret 2009,

Unlversitas Indonesla

Kebijakan Indonesia..., Tosa Narindra, FISIP Ul, 2010.




32

4. Pemerintahan Jepang melakukan pemisahan kebijakan manajemen fiskal dari
peraturan anggaran berimbang secara tegas, pemisahan ini termasuk kepada
reformasi perpajakan.

5. Pemerintahan Jepang lebih melihat kepada stabilisasi nilai tukar dan liberalisast
pasar finansial dan pasar modal.

6. Pemerintah Jepang mengembangkan kerjasama pembangunan melalui
peningkatan impor barang manufaktur dari npegara berkembang dan
meningkatkan sumbangan Jepang bagi ekonomi dunia sesuai dengan kedudukan
internasionalnya, meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik serta program
pertukaran sistem informasi internasional di bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi dan kebudayaan.

Ichirc Ozawa menyatakan pendapatnya mengenai pergeseran yang terjadi pada
kebijakan Jepang atau reformasi ekonomi-politik tetap harus dilakukan oleh Jepang.
Jepang sebagai negara yang mempunyai kekuatan ckonomi yang besar barus
menanggung peran dan konstribusi internasional yang besar. Menurut Ichiro Ozawa,
Jepang mempunyai andil yang cukup kuat, juga turut bersalah dan bertanggung
jawab atas kehancuran sistem perdagangan pasar internasional yang bcbas pasca
perang dingin akibat kebijakannya yang proteksionis.'i6

Kesalahan Jepang tersebut membuat Jepang melakukan reformasi terhadap
kebijakannya, reformasi itu dimaksudkan untuk menghadapi gelombang globalisasi
yang semakin deras sehingga Jepang tanggap pada dunia yang berubah dengan cepat
di sekitarn],ra.Eﬁ Globalisasi di bidang perekonomian yang marak terjadi, merupakan

- proses kegiatan perckonomian dirnana setiap negara diseluruh dunia menjadi satu
kekuatan pasar tanpa ada rintangan atau hambatan batasan antar negara.in‘3 Globalisasi
perckonomian ini membuat Pemerintahan negara Jepang mulai untuk mengurangi
hambatan-hambatan yang terjadi pada arus modal internasional seperti yang pada

umumnya dilakukan oleh negara maju.®’

% Uni Sagens Hasyim, Gaiatss dalam Perkembangan Kokusaika Jepang; http:/funisku,wordpress;

com/2009/03/06/paiatsu-dalam-perkembangan-kekusaika-jepang/, diakses pada tanggal 6 Maret 2009,
Ibid,

% George Soros, The New Paradigm for Financial Markets, United States: The Perseus Books Group,
2008, b 95 .
® Ibid,
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Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Jepang dihadapkan kepada gelombang
globalisasi, gelombang globalisasi ini mengarah kepada sistem keuangan
internasional dibawah kontrol seperkongsian keuangan yang mengarah kepada
negara maju.% Gelombang globalisasi membuat kebijakan Pemerintah Jepang
menuju ke arah pembentukan masyarakat liberal yang lebih menitikberatkan kepada
pasar bebas. Liberalisasi terkadang minimbulkan krisis dunia yang biasanya berasal
dari perkembangan suatu bank atau pasar yang kurang baik sehingga membahayakan
stabilitas sistem keuangan internasional.!

Melihat kepada perkembangan perekonomian dunia yang sedang berjalan pada
saat ini, pemerintah Jepang mengambil langkah melakukan liberalisasi dengan
memulai melakukan perombakan terhadap kebijakan-kebijakannya menpjadi lebih
liberal 2 Kebijakan ini yang liberal ini sedikit membuat batas-batas suatu negara
menjadi hilang keberadaannya dengan perckonomian imternasional yang kuat,
sehingga globalisasi ini membuka peluang pergerakan modal internasional secara
kompetitif.”® Penulis memberikan pengertian perubahan peran pemerintah Jepang
yang dilakukan adalah perubahan kebijakan yang sebelumnya berperan sebagai
pemerintahan yang konservatif menjadi pemgrintahan yang progresif dalam
memainkan perannya.

Peran kebijakan Pemerintahan Jepang yang hanya menguntungkan satu pihak
saja dengan mengarah kepada keuntungan negara sendiri tanpa melihat kepada
kepentingan negara lain dinilai kurang menguntungkan. Globalisasi memaksa
Pemerintahan Jepang merubah menjad: kebijakan yang mengarah kepada unsur
kebijakan pergeraken “modal intermasional ke arah pasar bebas dan lebih
mengutamakan kepada pengurangan hambatan yang terjadi pada aliran modal
internasional.”*

* Ibid.

o Ibid., h. 96

% Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5),
Tejemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425,

* Ibid., b. 412.

™ Ichiro Ozawa menyatakan bahwa pergeseran kebijakan atau reformasi ekonomi-politik memang
harus dilakukan Jepungkarena Jepang negara dengan kekuatan ekonomi yang besar harus
menanggung peran dan konstribusi internasional yang besar. Jepang juga bersalah dan bertanggung
Jjawab atas kebancuran sistem perdagangan bebas global Pax Americana pasca Perang Dingin dengan
kebijakan yeng proteksionis. Karenanya, reformasi dimeksudkan untuk menghadapi gelombang
globalisasi yang semakin deras sehingga Jepang tanggap pada dunia yang berubeh dengan cepat di
sekitariya (Ui Sagens Hasyln, Galumy dalom  Perkembangan Kokwsaikd  Jepang,
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Aliran modal internasional raksasa yang masuk ke asia timur melalui pasar-pasar
baru (emerging markets) dianggap menjadi sumber krisis yang terjadi pada masa ini.
Aliran modal raksasa ini dianggap dapat mengganggu nilai tukar dan manajemen
ekonomi dalam negeri yang pada dasarnya dunia saat ini sedang kelebihan
likuiditas®. Dengan semakin derasnya pergerakan modal ini akan berakibat terhadap
ketidakstabilan perekonomian international. Ketidakstabilan ini membuat sistem
keuangan internasional bergerak labil dan mengarah kedalam bentuk krisis*. Sistem
keuangan global akan berjalan dengan apa adanya dan tidak akan berakhir dengan
sendirinya dengan adanya struktur kelembagaan yang berkembang untuk
memudahkan pergerakan modal internasional®’.

Adanya straktur kelembagaan yang memudahken pergerakan modal internasional
Perubahan kebijakan ini mulai terjadi pada akhir 1970-an. Pada akhir tahun 1970-an
Jepang mulai melakukan liberalisasi neraca modainya dengan menghapuskan
berbagai pembatasan-pembatasan pembelian pihak asing terhadap aset-aset domestik
Jepang. Penghapusan pembatasan ini memungkinkan plhak asing untuk dapat
. membeli lebih banyak aset-aset yang menguntungkan di Jepang®®.

Kebijakan ini juga diikuti oleh kebijakan pemerintah Jepang untuk menciptakan
dan mempromosikan pasar-pasar finansial yang lebih fiberal dan berbagai instrumen
keuangan yang baru. Penciptaan dan promosi ini dapat tercapai dengan baik,
tercapainya pasar-pasar finansial yang liberal diikuti dengan kemajuan pesat Jepang
dalam mengintegrasikan pasar keuangan Jepang dengan pasar-pasar uang lainnya di

dunia®.

2.3 Matriks Pemerintahan Jepang
Mclihat dari perkembangan yang ada maka penulis menyimpulkan mengenai
Pemcrinthan Jepang yang konservatif dan progresif sebagai berikut:

http:/unisku. wordpress. com/2009/03/06/gajatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/, diakses
Eada tanggal 6 Maret 2009)
Hadi Scegiastro; (Agustiis; 2007); diskses di hupy//www.esis. ofid/seholars Opinion_ view.B4pPo
id=630&id --14&lnb-l
% Robert Gilpin, Global Political Economy; Understanding The International Economic Order, New
Jersey: Princeton, 2001, h. 261.
57 Alan Greenspan, ﬂxe Globalization of Finance, The Cato Journal, 17:3, (Okt, 1997), hitp://fwww.
cato.o bs/joumal/cji7n3-1,html
% Paul R Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Intermasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5),
ge;]emahan oléh Faisal H. Basr, Jakart: PT Indeks, 2005, b. 425.
Tbid,
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2.3.1 Pemerintahan Jepang yang Konservatif
2.3.1.1 Dilihat dari Kebijakan

Negara yang kebijakan dan peratuarnnya konservatif biasanya
mempunyai peraturannnya sangat ketat sehingga menimbulkan pembatasan
permodalan yang hendak masuk dari negaranya sendiri. Pembatasan ini
bukan berarti tidak ada modal asing yang masuk ke dalam negerinya, akan
tetapi pembatasan ini dilakukan untuk melihat kepentingan dari negaranya
sendiri. Jepang pada bagian ini tetap melakukan pembukaan kebijakan
beberapa sektor tersebut dengan jalan mengambil kebijakan untuk
membatasi investasi asing. Kebijakan pembatasan investasi asing tersebut
dilakukan untuk membatasi pergerakan pihak asing dalam industri rumah
tangga.nya.m Pembatasan pergerakan ini seperti menetapkan standar bagi
barang-barang yang akan masuk ke negaranya yang harus memenuhi
standar industri Jepang sendiri.'"

Kebijakan yang konservatif juga melihat pergerakan modal
internasional ke arah keuntungan negara sendiri tanpa melihat kepada
negara lain. Pada bagian ini Jepang mengeluarkan kebijakan dengan
melakukan strategi penyesuaian struktural (sfructural adjustment), Dalam
strategi penyesuaian seperti ini, pemerintah berapaya membuat kebijakan-
kebijakan yang menguntungkan negara sendiri sambil menyesuaikannya
dengan keinginan pasar yang sesuai dengan tuntutan negara lain yang lebih
besar.iéi

Kebijakannya menuju kearah perekonomian tertutup dimana Jepang
Iebih dikenal sebagai negara yang mempraktekkan sistem ekonomi tertutup
dan terisolasi dari dunia luar. Kebijakan ini dianggap kebijakan yang
terisolir namun kukuh secara ekonomi tetapi sering dianggap lamban dan
reaktif terhadap lingkungan global. Kebijakan Jepang ini mengarah kepada

'% Mark Mason, United States Direct Investment in Japan: Studies in Government Policy and
Corporate Strategy, United States: Harvard University.

1% Lim Hua Sim, Peranan Jepang di Asia (Ed. 3), Jakarta: PT. Gramedia Pustake Utama, 2001, h.
140-151.

1% Uni Sagena Hasyim, Goiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang, http:/funisku.wordpress.

com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/, diakses pads tanggal & Maret
2009. '
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sifat pasar yang tertutup. Sifat pasar yang tertutup mempunyai standar
tersendiri, standar untuk memasukkan barang seperti makanan dan juga
ekspor barang-barang manufaktur yang harus memenuhi standar industri
Jepang untuk membatasi impor dari negara-negara laiml},'a.m3

2.3.1.2 Dilihat dari Fungsinya

Keseimbangan kestabilan perekonomian Jepang memusatkan
kepada faktor internal. Seperti pada paragraph sebelumnya tentang adanya
standar barang-barang yang akan masuk ke Jepang sampai kepada
pembatasan investasi yang akan masuk ke Negara Jepang Tujuan dari
pembatasan investasi ini untuk menghidupkan perekonomiannya.'®
Kebijakan pembatasan investasi asing tersebut dirancang untuk membatasi
pergerakan pihak asing dalam berpartisipasi dalam berbagai industri yang
terdapat di negara Jepang untuk kepentingan negaranya sendiri.'%

Sebagai regulator atau penentu kebijakan dalam perekonomian
negaranya, Jepang melakukan pembatasan investasi asing yang dilanjutkan
dengan mengedepankan teknologi dan mengembangkan perusahzan
nasional. Pengembangan perusahaan nasional ini dilakukan dengan
mengedepankan kedaulatan negara Jepang atas perencanaan ekonomi di
negaranya. Kebijakan ini diambil untuk kestabilan dan membuat Jepang
lebih maju dan berkembang'%. Ketatnya kebijakan Pemerintah Jepang lebih
menparah kepada sifat proteksionis yang menghambat perwujudan
liberalisasi. Sifat proteksionis ini berjalan melalui sistem perekonomnian
yang teroganisir terhadap impor produk dan jasa asing serta modal asing
(FDI). Sifat proteksionis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang

membuat ekspor Jepang menjadi sangat luas.!”’

¥ Lim Hua Sim; Peranan Jepang di Asia (Ed: 3); Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h.

151,

™ Mark Mason, Unifed States Direct Investment in Japan: Studies in Government Policy and

Corporate Strategy, United States: Harvard University,

1% Ibid.

1% Amstrong Sembiring, Perusahgan Multinasional, (Juni, 2009), diakses di http//www.amstrong

sembiring.com/index.php?option=com content&task=view&id=123&ltemid=45,

T Ui Saggis Huyir; Gaittsy dalam Perkembangan Kokusaiky Jepaps; hpyrmlsku wordpress:
/03/06/gaiatsu-dalam-perken -kokusaika-j diakses pada tanggal 6 Maret 2009.
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Sifat proteksionis Jepang, membuat tidakan pemerintah Jepang
dalam mengawasi dan menenentukan pergerakan modal internasional
sangat keras. Pemerintah Jepang menentukan pembatasan arus modal asing
yang diikuti oleh kebijakan pemerintah yang melarang perusahan asing
untuk mendafiarkan namanya di bursa sahamnya. Kebijakan untuk bank-
bank yang beroperasi di Jepang baik itu bank Jepang maupun bank asing,
harus mengikuti kebijakan yang ketat dengan mewajibkan mereka dalam
beroperasi dapat memisahkan bisnis domestik di Jepang dan bisnisnya di
lvar negeri'®.
2.3.1.3 Dilihat dari Sistem Informasinya

Sistem perekonomian yang tertutup dan sifat proteksionis yang
dikeluarkan Pemerintah Jepang, membuat terjadinya pembatasan investasi
asing dan tidak adanya perusahan-perusahaag asing yang terdafiar di husar
saham Jepang dan terjadinya penibatasan obligasi. Selain perusahaan-
perusahiaan yang tidak terdaftar dalam bursa di Jepang, juga adanya
pembatasan terhadap gerak-gerik perbankan yang asing dapat bergerak
dengan leluasa. Bank-bank asing tersebut harus beroperasi dengan
mengikuti ketentuan pemerintah Jepang dan harus dapat memisahkan bisnis
domestik di Jepang dan bisnisnya di luar negeri.!™

Pembatasan investasi asing oleh pemerintahan Jepang dilanjutkan
dengan mengembangkan tehnologi dan perusashaan nasional.
Pengembangan perusahaan nasional ini dilakukan dengan mengedepankan
kedaulatan negara Jepang atas perencanaan ckonomi di negaranya.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga kestabilan negaranya dan membuat
negara Jepang untuk dapat lebih maju dan berkembang, '

Perwujudan kestabilan tersebut diwujudkan dengan menjalankan
sistem informasi yang terpusat. Sistem informasi ini membuat pemikiran
yang dilakukan oleh Jepang sangatlah tidak adil dan menyulitkan akses

1% payl R. Krugman dan Maurice Obstfeld;, Ekonomi Internasional: Teori dam Ke!-;ﬁakan (Ed: 5);
Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425,

10 Amstrong Sembiring, Perusahaan Multinasional, (Juni, 2009), diskses di http//www.amstrong
biring.com/ind foption=com_conten: =view&id=123&ltemid=435.
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bagi perusahan negara asing yang ingin melakukan transaksi di Negara
Jepang'!'. Ketatnya kebijakan Pemerintah Jepang dan sifat proteksionis
Pemerintah Jepang melalui sistem perekonomian yang teroganisir terhadap
impor produk dan jasa asing serta modal asing (FDI) membuat pihak asing
sangat sulit untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat dalam
melakukan pengembangan usahanya''?,
2.3.1.4 Pola Peran Permerintah Jepang yang Konservatif

Pola Pemerintah Jepang yang konservatif ini dibuat oleh penulis
untuk mendapatkan gambaran dari ringkasan yang penulis berikan
mengenai peran pemerintah yang konservatif dan berusaha untuk dapat

menjaga perekonomiannya dari adanya campur tangan pemerintah asing.

Matriks II-1
Matriks Pemerintahan Jepang yang Konservatif

pme————
.......

.,

e ’ i’adsgangm Intemasional *-,

Barang dan Jasa, Investasj
{modal Internasional) I
Perekonomian RN = TN
Jepang Eemamedi N
- Pasar Modal et —_— .
Jepng &N e 2 Negara .
e e | # y  Asing :
i S /.'
T —
+“ Pasar Modal N,
: Intemasional "
" L

T e e ——

2.3.2 Pemerintahan Jepang yang Progresif
2.3.2.1 Diliha¢ dari Kebijakan
Kebijakan yang terjadi disini adalah ke arah pembentukan
masyarakat liberal dengan menitikberatkan kepada pasar bebas. Perubahan
kebijkan ini terjadi dengan pengaruh dari pihak asing terutama negara

" Uni Sagena Hasyim, Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang, http:/Amisku.wordpress.
com/2009/03/06/gaiatsu-dalam: perkembangan-kokusaila-jepang/, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.
Ibid,
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Amerika Serikat. Pengaruh pihak asing ini merubah kebijakan Pemerintah
Jepang untuk menciptakan pasar-pasar financial yang lebih bebas dan
instrumen keuangan yang lebth baik. Kebijakan yang dikeluarkan juga
berusaha untuk membuat pergerakan modal menjadi lebih besar.'
Kebijakan liberal yang dibuat pemerintah Jepang, mulai menghapuskan
hambatan yang ada dan menciptakan pasar yang semakin kompetitif,'**

Penghapusan hambatan ini diwujudkan dengan perubahan beberapa
kebijakannya yang dipermudah agar pergerakan modal beredar menjadi
lebih besar. Langkah kebijakan yang diambil adalah dengan meninggalkan
kebijakan proteksionisme yang sudah berjalan sebelumnya. Hilangnya
kebijakan proteksionisme ini membuka peluang pasar domestik Jepang dan
merubah manajemen kebijakan moneter menjadi fleksibel dan liberalisasi
pasar uang yang intensif.'"®

Kebijakan yang fieksibel membuat Jepang menuju ke arsh
perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka ini terlihat dengan
pembukaan berbagai sektor perekonomian bagi penanaman modal asing di
Jepang. Kebebasan untuk membeli aset asing bagi warga negaranya juga
semakin lebar terbuka dan penghapusan batasan pembelian obligasi oleh
pihak asing.''® Penghapusan batasan ini memberikan keuntungan dengan
membawa ke arah pasar yang kompetitif.
2.32.2 Dilibat dari Fungsinya

Pasar yang kompetitif membuat Pemerintah Jepang memainkan
perannya sebagai penyeimbang kestabilan perekonomian ke arah internal
dan ekstemal Bukan bagian internal saja, akan tetapi Jepang juga sudah
melihat ke arsh eksternal. Peran ini diambi! oleh Pemerintah Jepang untuk
menghadapi gelombang globalisasi yang semakin deras sehingpa Jepang

"2 paul R: Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5),
Terjemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425.
" George Soros, The New Paradigm for Financial Markets, United States: The Persens Books

Group, 2008, h. 96.
" Uthi Sagena Hasyiim, Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang, HUtpi/fiiiiishii wordopieds.
co /O3 jatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-j diakses pada tanggal 6 Maret 2009,

"¢ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (E4d. 5),
Teéijémahan 6leh Faisal H, BasH, Jakarta; PT Indeks, 2005, b, 425,
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tanggap pada perubahan dunia yang cepat.''’ Globalisasi di bidang
perekonomian, merupakan kegiatan perekonomian dimana semua negara
menjadi satu kekuatan pasar tanpa ada hambatan yang dapat merusak
kcseimbangan perckonomian dunia ™ Globalisasi perekonomian ini
membuat Pemerintahan negara Jepang mulai untuk mengurangi hambatan-
hambatan yang terjadi pada arus modal internasi onalnya.“é

Sebagai regulator atau penentu kebijakan dalam perekonomian
negaranya, Jepang tetap memainkan perannya dalam mengatur pergerakan
perekonomian internasional yang bersifat global. Perngaturan yang
diterapkan oleh Jepang saat ini sudah mulai bersifat liberal, karena
Globalisasi memaksa Pemerintahan Jepang merubah kebijakannya
mengarah kepada unsur kebijakan ke arah pasar bebas.' Kebijakan yang
mengarah ke pasar bebas memungkinkan pihak asing untuk dapat membeli
lebih banyak aset-aset yang menguntungkan di Jepang.‘il Kebijekan ini
menciptakan dan mempromosikan pasar-pasar finansial Jepang yang lebih
liberal, "2
2.3.2.3 Dilihat dari Sistem Informasinya

Untuk terjun ke dalam dunia Internasional, Pemerintah Jepang
melakukan kerjasama peningkatan sistem informasi internasionalnya.
Pengembangan ini ditujukan untuk mendapatkan pengkajian dan penetapan
pedoman tata cara pengembangan sistem informasi penanaman modalnya

menjadi skala internasional. Pengembangan ini memberikan informasi-

" Uni Sagena Hasyim, Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang, http:/funisku,wordpress,
com/2009/(03/06/gaiateu~-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/, diakses pada tanggal 6 Maret 2009.
""* George Soros, The New Paradigm for Financial Markets, United States: The Perseus Books
Group, 2008, h. 95.

U rbid.

128 Ichiro Ozawa menyatakan bahwa pergeseran kebijakan atau reformasi ekonomi-politik memang
harus dilakukan Jepangkarena Jepang negara dengan kekuatan ekonomi yang beser harus
menangpung peran dan konstribusi internasional yang besar: Jepang jupa bersalah dan benanggung
jawab atas kehancuran sistem perdagangan bebas global Pax Americana pasca Perang Dingin dengan
kebijakan yang proteksionis. Karenanya, reformasi dimaksudkan untuk menghadapi gelombang
globalisasi yang semakin deras sehingga Jepang tanggap pada dunia yang berubah dengan cepat di
sekitamyn (Uni Sagena Hasyim, Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang,

http://unisku.wordpress. com/2009/03/06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/, dinkses
a tanggal 6 Maret 2009.)

2 paiil R. Kriiginan dani Matinics Obstfeld, Ekororil Tiérriasioniali Teori dini Kébijdkdri (BAL 5),
‘ll;gljemahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 425,
Ibid,
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informasi yang mengarah kepada pasar bebas, sehingga dapat
meningkatkan kerjasama internasional ekonominya dan meningkatkan
sistem informasi internasional di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dan ke}:vuda},faan.”-‘j Melalui kerjasa internasional dapat tercapai pasar-pasar
finansial yang liberal diikuti dengan kemajuan pesat Jepang dalam
mengintegrasikan pasar keuvangan Jepang dengan pasar-pasar uang lainnya
di dunia,'
2.3.2.4 Pola Peran Permerintah Jepang yang Progresif

Pola Pemerintah Jepang yang progresif ini dibuat oleh penulis untuk
mendapatkan gambaran dari ringkasan yang penulis berikan mengenai
peran pemerintah Jepang yang sudah beralih menjadi progresif dan
membuka pasamya menjadi pasar terbuka.

Matriks 11-2
Matriks Pemerintahan Jepang yang Progresif

o ———

L ~ s ——

- " —

{modal Irtemasional)

Pasir Modil ~ e
- as,ajr i . Negara \"
cpang Asing l
- Pﬂda@nm 3 /.'
Bareng N o
- Perdagangen —_—
Jasa

3 Uni Sagens Hasyim; Gaiatsu dalam Perkembangan Kokusaika Jepang, http:/Amisku.wordpress;

mmrzocgms [06/gaiatsu-dalam-perkembangan-kokusaika-jepang/, diakses pada tanggal 6 Maret 2009,
Ibid.
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2.4 Persamaan Peran Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang

Konservatif menjadi Progresif

Pemerintah Indonesia mempunyai persamaan pola tanggapan pemerintah
terhadap perannya dalam pergerakan modal internasional. Peran Pemerintahan
Indonesia yang konservatif ini dimulai dari sejarah kolonial yang dialami oleh
Negara Indonesia dan memberikan kontribusi dalam melihat peranan kekuatan
modal asing. Segera setelah berakbirnya masa kolonialisme Belanda, kurun waktu
1950-an masih memperlihatkan kuatmya pandangan bahwa penanaman modal asing
akan dapat menghambat tingkat perekonomian negeri ini.'”® Diyakini bahwa modal
asing berfujuan hanya untuk menarik keuntungan ekonomi dari Indonesia tanpa
diikuti oleh perbaikan taraf hidup rakyat secara umum. Atas dasar keyakinan seperti
ini selalu terdapat desakan terhadap pemerintah Indonesia untuk secara bertahap
mengurangi dominasi perusahaan-perusahaan asing dan sekaligus mendorong
munculnya pengusaha-pengusaha priburni.lé‘s

Hal ini dilakukan karena terdapat pandangan bahwa terdapat perbedaan antara
sistem ekonomi kolonial dengan sistem ekonomi nonkolonial'”’. Warisan sistem
ckonomi kolonial dipandang tidak mendukung tujuan dari Indonesia yang berdaulat
dan yang sudah merdeka, yaitu mencapai dan mewujudkan mayarakat yang adil dan
makmur. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi pada masa awal kemerdekaan
itu, terdapat dorongan yang sangat kuat untuk melakukan perombakan struktur
perekonomian kolonial menjadi struktur perekonomian nasional yang mandiri.'?®
Perubahan sistem ini tentu saja tidak mudah untuk dilakukan. Salah satu cara yang
telah ditempuh ketika itu adalah dengan segera menasionalisasikan perusahaan-
perusahaan yang menggunakan modal asing. Untuk itu langkah awal yang dilakukan

12 Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia (Cet. 1);
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, h. 28

26 Ibid.

'3 Forum Rektor, Ekonomi Kerakyatan:; Sistem Ekonomi Kolonial (Ed. 11 Juli 2007). Sistem
ekonomi kolonial mewariskan strukiur ekonomi yang sangat timpang. Struktur ekonomi terkait
dengan kekuasaan dan kemampuan ekonomi-politik sehingga mereka yang masuk dalam kelompok
atas meskipun jumlahnya sedikit namun menguasai dan menikmati banyak surplus perekonomian
nesional. Gambaran riil perihal siruktur ekonomi dapat diilustrasikan melalui hasil observasi Hattg
yang memetakan struktur ekonomi Indonesia pada masa kolonial Belanda ke dalam beberapa
golongan, diantaranya adalah golongan atas, yang terdiri dari bangsa Eropa (khususnya Belanda) yang
meng;:sai dan menikmati hasil penjualan komoditi pertanian dan perkebunan di negeri jajahan
mere]

12 Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia {Cet. 1),
Jakarta; Pustaka Sinar Harepan, 2001, h, 28
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adalah pada sektor agraria dengan cara mengakhiri kebijakan agraria dari zaman
kolonial melalui tindakan pengambialihan tanah-tanah yang dikuasai perkebunan-
perkebunan asing menjadi milik negara.'®

Setelah sektor agraria langkah berikutnya adalah pada sektor perbankan, Pada
tahun 1946 pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI 1946). Tujuan
awalnya adalah untuk menyaingi bank-bank komersial yang dikusai oleh Belanda
dan sekaligus diharapkan dapat berfungsi sebagai bank sirkulasi dan bank sentral.
Dalam perkembangannya, BNI ternyata tidak berkesempatan untuk
menyelenggarakan fungsinya sebagai bank sirkulasi. Penyebabnya terkait dengan
kesepakatan yang dihasilkan dari Konferensi Meja Bundar {2 November 1949.
Dalam Konferensi ini terdapat kesepakatan bahwa fungsi dan tugas bank sirkulasi
dan bank sentral diserahkan kepada De Javasche Bank (DJB).'j Y

Kesepakatan ini temyata tidak memuaskan pihsk Indonesia. Pemerintah
Indonesia setelah pertemuan itu berpendapat bahwa "..suafu bank sentral dan
sirkulasi yang bersifat swasta dan berada di tangan bangsa asing adalah
bertentangan dengan kedudukan suatu negara yang berdaulat. Suatu bank sentral
yang dinasionalisasi akan menjadi suatu tunjangan yang kuat bagi pembangunan
bank-bank nasional Indonesia.™®' Adalah atas dasar pandangan tentang pentingnya
posisi bank sentral bagi suatu negara, pemerintah Indonesia ketika itu kemudian pada
tahun 1953 melakukan tindakan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank (DJB) dan
menjadikannya sebagai Bank Indonesia dengan cara pembelian saham-saham oleh
pemerintah.'* Selain menasionalisasi De Javasche Bank (DJB), pada tahun 1951
pemerintah juga telah mendirikan Bank Industri Negara (BIN).

Untuk lebih memperkuat struktur perbankan dan mengukuhkan lahimya Bank
Indonesia sebagai bank sentral, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU)
Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. Sesuai dengan UU tersebut, ditetapkan

1% Ibid,; h: 29

13 rbid, h. 33.

B! Ibid, h. 33. Pendapat pemerintah ini dikemukakan dalam Penjelasan Tentang Undang-undang
Nasionalisasi yang dikeluarkan pada tanggat 26 September 1951, Lihat koleksi Arsip Bank Indonesia:
Stukken Inzake de Nationalisalie van De Javasche Bank, 1951-1952, No. Liiventaris? 3234.

Y2 Ibid., h. 34. Proses nasionalisasi De Javasche Bank (DJB) sccara resmi ditandai dengan
dmmmnkannya Undang-Undang tentang Nasionslisasi DJB pada tanggal 15 Desember 1951, lihat
Leifibiarin Negara R) tahun 1951 No. 120. Penawiran permbelian saliam DIB telsh diumumban padi
tanggal 3 Agustus 1951, dalam waktu dua bulan saja hampir selunih Jumlah saham telah dibeli oleh
pemerintab, dengan m]m f 8,95 juta. Dengan penguasaan saham tersebut maka pada tanggal 1 Juli
1953 pemerintah mengumumksn berdirinya Bank Indonesia (Oey, 1991: 249250).
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bahwa BI sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank yang ada di
Indonesia.'® Pada bagian ini Bank Indonesia mengawalinya dengan melakukan
pengawasan langsung terhadap perkreditan bank, terutama untuk memastikan
kepatuhan bank terhadap larangan pemberian kredit kepada sektor ekonomi tertentu
serta memastikan diterapkannya prinsip-prinsip pemberian kredit yang sebat.

Untuk lebih memperkuat peran pengawasan terhadap kredit ini Bank Indonesia
menetapkan undang-undang Pokok Bank Indonesija tahun 1953 ayat 4 dan 5 pasal 7,
yang menegaskan Bank Indonesia uptuk melakukan pengawasan urusan kredit.!*
Dengan dikeluarkan UU ini Bank Indonesia merupakan lembaga yang sangat
berkepentingan terhadap pengawasan dan pengaturan bank yang ada di Indonesia.
Agar pelaksanaan pengawasan imi dapat lebih tertata denmgan baik, pemerintah
menetapkan B mendapatkan tugas untuk melakukan pengawasan bank terhadap
semua bank yang beroperasi di Indonesia.'**

Untuk memperkuat perekonomian Indonesia yang dititik beratkan pada sektor
perbankan, peranan Bank Indonesia dalam pengawasan ini sangat penting. Bank
Indopesia mempunyai wewenang dan memiliki personel yang menguasai teknik
pengawasan dan pemeriksaan bank. Pengawasan perekonomian ini, menghindarkan
Indonesia dari adanya modal fiktif ataupun praktik yang tidak wajar. Bentuknya
adalah pemerintah mengeluarkan Keputusan Dewan Moneter No. 25/1957 yang
melarang bank-bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan.ljts

Pada tanggal 8 Desember 1957 melalui pengumuman Menteri Keuangan dan
Surat Keputusan KSAD No. KPTS/MP/080/1957"%, pemerintah mensahkan
pembentukan Badan Pengawasan Bank-Bank (BPBB) yang terdiri atas wakil
Angkatan Darat, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan. Tujuan
pembentukannya untuk menjaga nasionalisasi dapat terkendali dengan baik dan
mencegah terjadinya rush, sabotase, pengamanan terhadap devisa negara, serta

kelangsungan bank-bank Belanda yang masih beroperasi di Indonesia'*®,

%3 Unit Khusus Museum Bank Indonesia, SEJARAH BANK INDONESIA ;: PERBANKAN Periode

195321959, diakses melalni http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D1FCTFEA7A004A35B(121A4596387

C20A/824/SejarahPerbankanPeriod £19531959.pdf.
B4 1bid., h. 17

% 1bid., h. 2
B8 1bid.

57 mbid, h 12
132 1bid,
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Berjalannya BPBB yang menempatkan tim pengawas bank-bank pusat dan
daerah, menunjukkan pengawasan ini berjalan baik. Penempatan tim pengawas ini
bertujuan memastikan kegiatan operasional bank-bank Belanda tetap berjalan aman
dan normal sesuai dengan tujuan nasionalisasi.

Untuk menjaga legalitas kegiatan nasionalisasi perusahaan Belanda, pemerintah
kemudian mengeluarkan UU No. 86 tahun 1958, yang berlaku surut hingga tanggal 3
Desember 1957. Beberapa Kegiatan legalitas nasionalisasi bank-bank Belanda sesuai
dengan UU no.86 tahun 1958 diantaranya adalah:

1. Penghentian segala kegiatan lalu lintas luar negeri Nationale Handelsbank N.V.
(NHB) terhitung sejak tanggal 3 November 1958.1%

2. PT Escomptobank tidak diperkenankan lagi melakukan lalu lintas pembayaran
Iuar negeri, terhitung mulai tanggal 8 Februari 1960,

3. Kepengurusan Nederlandsche Handel Maatschapij N.V. (NHM) di Indonesia
diambil alih oleh BPBB Pusat pada tanggal 21 November 1960 berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan No.246037/B.U.M. 1I tertanggal & November
1960.14! .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1959'%2, pemerintah tidak hanya
menasionalisasi bank-bank Belanda, tetapi juga melakukan penutupan terhadap
sejumiah bank-bank asing. Pada masa 1950-an pemerintzh menyatakan penutupan
beberapa bank asing (bukan Belanda). Tujuan dilakukan penutupan ini adalah untuk
lebih memperkuat peranan bank-bank nasional. Selain itu, agar Indonesia lebih dapat
mandiri dan menuju masyarakat yang makmur.

Gerakan nasionalisasi ini merupakan langkah awal dari keberadaan bank-bank
nasional dalam sektor perbankan di Indonesia. Hal ini juga ditandai dengan adanya
sejumiah nasabah bank asing yang menutup rekeningnya dan kembali ke negara

%% Ibid,, h. 12. NHB tidak diperkenankan untuk membuat transaksi baru, NHB hanya diperkenankan
untuk melanjutkan proses transaksi luar negeri yang sebelumnya telah atau masih dijalankan sebelum
tanggal 5 November 1958. Manajemen NHB diserahkan kepada BPBB Pusat pada tanggal 20 April
1959, dan kemudian dinasionalisasi pada tanggal 10 Agustus 1959.

" 1bid,, b 13. PT Escomptobenk kemudian dinasionalisasi pada tanggal 1 April 1960. Sepuluh hari
kemudian PT Escomptobank difikuidasi pemerintah. Segala hak, kekuasaan, utang dan kewajibannya
dialibkan kepada Bank Dagang Negara (BDN).

"1 Ibid. Segala hak dan kewajiban, aset, serta usaha NHM di Indonesia dialihkan kepada Bank
Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN), yang pelaksanaan administrasinya dilaksanakan secara terpisah
dengan nama BKTN urusan ekspor impor terhitung tanggal 5 Desember 1960, Selanjutnya,NHM
dinasionalisasi pada tanggal 29 November 1960,

“2 Ibid., b 3.
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asalnya. Selain itu, banyak diantaranya warga dan perusahaan asing yang
mengalihkan kegitan perbankan mereka ke bank nasional. Akibatnya, jumlah kredit
yang dikucurkan oleh bank-bank asing menyusut drastis. Pengucuran kredit
pembangunan dan perdagangan akhirnya diambil alih oleh bank-bank nasional.'®?

Berjayanya bank-bank Nasional di Indonesia, membuat perekonomian Indonesia
berjalan dengan baik, namun perjalanan tersebut menemui beberapa kejanggalan.
Kejanggalan perekonomian Indonesia mulai marak terjadi pada peristiwa 30
September 1965 dimana sistem perekonomian pada saat itu mulai terhenti karena
tejadinya pemberontakan politik pada masanya. Pemberontakan politik tersebut
membuat terjadinya pergantian orde lama menjadi orde baru. Pergantian orde ini
merupakan langkah awal perombakan perekonomian yang menpikut sertakan
perekonomian perbankan di Indonesia yang memegang peranan penting dan strategis
dalam mendukung pembangunan nasional. Masa orde baru ini menginginkan adanya
program stabilisasi dan rehabilitasi yang menitik beratkan pembangunan ekonomi
dengan target trilogi pembangunan, maka arah kebijakan pengawasan bank juga
tertuju untuk mendukung pencapaian target itu.

Sebagai langkah awal, pada tahun 1966 era Bank Tunggal diakhiri dengan cara
dipecah-pecah menjadi bank-bank individual. Selanjutnya bank-bank milik
pemerintah, diberi misi yang terfokus pada sektor ekonomi tertentu sesuai Undang-
Undang masing-masing bank yang bersangkutan. Langkah berikutnya, peranan
perbankan didorong untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat guna
menopang pembiayaan pembangunan, sekaligus mengurangi beban Pemerintah.
Untuk itu program gerakan menabung dikerabkan secara nasional.

Pada tahun 1967, sistem perbankan mulai ditata kembali melalui Undang-
Undang (UU) No. 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan tanggal 30 Desember
1967 dan penataan kembali Bank Indonesia melalui UU No. 13/1968 tentang bank
sentral tanggal 7 Desember 1968."* Sejak saat itu Bank Tunggal atau Bank Negara
Indonesia yang dibentuk pada tahun 1965 dipecah kembali sesuai dengan kedudukan
bank seperti sebelumnya. Untuk menyiasatinya, Pemerintah pada tabun 1967

"3 Ibid., h. 13

¥ Unit Khusus Museum Baok indanesia, SEJARAH BANK INDONESIA : PERBANKAN Periode
1966-1983, diekses melalui http://www.bi.po id/NR/rdonlvies/DIFCTFE474004A35B021 44596387
C20A/826/SejarahPerbankanPerio de19661983.pdf.
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menjelang kelahiran UU Perbankan 1967 membentukan Badan Musyawarah
Perbankan (BMP). Tujuan dari badan ini untuk membantu pemerintah dalam
merumuskan ketentuan tentang tata cara pendirian bank, konsep peraturan kliring
baru, dan pendekatan guna penyelesaian permasalahan perdata dalam perbankan.”g
Hal ini dilakukan karena kondisi perbankan Indonesia yang masih sangat
memprihatinkan keberadaannya.

Pada akhimya, keprihatinan perbankan di Indonesia ada dikarenakan banyaknya
bank-bank swasta nasional yang kondisinya lemah dalam permodalan dan
manajemen. Dengan dukungan pemerintah pada tabun 1971-1972, BI melaksanakan
kebijakan program penertiban Bank swasta nasional dengan mengurangi jumlah
bank dan memperkuat bank yang dianggap baik untuk menjalankan sistem
perbankannya. Mulai tahun 1975, industri perbankan Indonesia telah menjadi
industri yang hampir seluruh aspek kegiatannya diatur oleh pemerintah dan BI.'¢

Pada periode ini, tidak satupun bank harus diawasi secara khusus karena
bermasalah atau harus dilikuidasi dikarenakan penertiban perbankan dan
menyebabkan kondisi perbankan yang stabil karena ketatmya regulasi perbankan.
Ketamya regulasi ini mengakibatkan persaingan tidak ada dan berkurangnya inisiatif
perbankan. Penertiban tersebut terfokus pada dua pokok usaha yaitu penghentian
pemberian izin baru dan penyederhanaan jumlah bank melalui merger. Langkah
tersebut berhasil mengurangi jumlah bank secara signifikan, dari 129 bank pada
akhir tahun 1971 menjadi 77 bank pada tahun 1980."

Untuk menunjang pertumbuhan perekoromian Indonesia, Bank Indonesia pada
tahun 1975 mulai melihat bahwa perkembangan tingkat kesehatan suatu bank dapat
ditinjau dari berbagai segi. Dari hal ini Bank Indonesia mengharapkan pinipinan
bank tersebut dapat melihat tingkat kesehatan dan perkembangan bank-nya. Pokok-
pokok tata cara penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada dua unsur, yaitu
keadaan keuangan bank dan tata ketja bank.'*®

Melihat tingkat kesehatan suatu bank diukur dari keaadaan keuangan dan tata
kerja bank, Bank Indonesia mulai melihat perkembang pasar modal di Indonesia.

5 Ibid,
1% fhid,
47 1bid,
M8 1bid., h. 8.
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Perkembangan pasar modal ini dilihat oleh Bank Indonesia sebagai suatu kesempatan
untuk meningkatkan kemampuan permodalan bank-bank melalui penjualan saham-
saham kepada masyarakat. Untuk itu, ditetapkan persyaratan bagi bank umum swasta
nasional yang akan memasarkan saham-sahamnya di pasar modal di samping
persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam.m Pada masa ini arah peran Pemerintah
Indonesia mulai bergeser dari konservatif menjadi progresif.

Pergeseran peran pemerintah ini mendapatkan tantangan yang sangat kuat.
Memasuki awal periode 1982/1983 perekonomian Indonesia mengalami tekanan
yang cukup berat terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak di pasaran
dunia dan berlanjutnya resesi ekonomi dunia yang berpenganth terbadap kegiatan
perekonomian dalam negeri. Untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia,
maka ditempuh beberapa kebijakan pengendalian moneter yang menuju ke arah
mekanisme pasar. Kebijakan deregulasi diambil pada sektor keuvangan dan moneter
berupa Paket Kebijakan 1 Juni 1983 dengan maksud utama untuk mendorong
kemandirian dunia perbankan.!*

Kebijakan 1 Juni 1983 atau lebih dikenal dengan PAKJUN 83 merupakan awal
deregulasi sektor moneter yang dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kokoh
bagi perkembangan perbankan yang lebih sehat di masa mendatang. Deregulasi
perbankan ini berkaitan dengan sektor perkreditan dan pengerahan dana.'"!

Dari sisi moneter, inti dari kebijakan tersebut adalah: (1) Kebebasan pada bank
pemerintash untuk menetapkan suku bunpa deposito. Sebelumnya, suku bunga
deposito ini masih diatur oleh Bank Indonesia; (2) Ketentuan pagu kredit, yang
sebelumnya digunakan sebagai salah satu instrumen intervensi langsung, dihapuskan.
Sebagai gantinya, pemerintah menggunakan instrumen tidak langsung yaitu
penentuan cadangan wajib, operasi pasar terbuka (OPT). Hasil operasi ini, selain
telah meningkatkan simpanan masyarakat di bank, Paket Juni 1983 telah
memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan moneter, yang sejak saat itu
pengendalian moneter lebih mengutamakan penggunaan instrument tidak langsung,
Bulan Februari 1984 Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter berupa
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyediakan fasilitas diskonto, SBI merupakan
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instrumen moneter tidak langsung yang diadakan untuk menyedot kelebihan uang
beredar di masyarakat jika kondisi moneter terlalu el-cspa.nsif.lsi

Deregulasi di sektor kevangan mencakup pula bidang moneter dan perbankan.
Kebijakan-kebjjakan moneter dan perbankan tersebut ditetapkan melalui Paket
Kebijakan Juni 1983 (Pakjun) yang intinya ditujukan untuk mendorong sektor swasta
melalui optimalisasi mobilisesi dana masyarakat. Deregulasi di sektor keuvangan
mencakup pula bidang moneter dan perbankan. Kebijakan-kebijakan moneter dan
perbankan tersebut ditetapkan melalui Paket Kebijakan Juni 1983 (Pakjun) yang
intinya ditujukan untuk mendorong sektor swasta melalui optimalisasi mobilisasi
dana masyarakat.'%?

Sejak Oktober 1988 guna meningkatkan efisiensi operasional perbankan dan
sekaligus memberikan fleksibilitas dalam memilih jenis-jenis penanaman dana yang
produktif. Dengan demikian maka bank sentral tidak lagi mengendalikan moneter
secara langsung. Kebijakan deregulasi tersebut kemudian disusul dengan berbagai
deregulasi lanjutan, antara lain perubahan sistem nilai tukar dari mengambang
terkendali secara ketat menjadi mengambang terkendali secara lebih fleksibel sejak
tahun 1986 dan perluasan jaringan perbankan sejak tahun 1988. Dengan berbagai
kebijakan ini, pembangunan ekonomi mencapai kemajuan yang relatif pesatis‘i

Kebijakan devisa bebas yang diterapkan sejak tahun 1970, masih berlanjut pada
periode ini. Kebijakan devisa bebas yang diterapkan sejak tahun 1970, masih
berlanjut pada periode ini. Sebagaimana telah diberlakukan sejak periode
sebelumnya, dalam periode ini setiap individu dan baden hukum pada prinsipnya
dapat melakukan transaksi dan mengelola devisa. Sementara itu kebijakan devisa
tetap diarahkan untuk memelihara kecukupan devisa guna memenuhi kebutuhan
pembayaran impor dan berbagai kewajiban kepada pihak Juar negeri. Guna
mendorong masuknya modal asing maka pada tanggal 25 Oktober 1986 pagu swap
ulang ke Bank Indonesia atas pinjaman luar negeri dihapuskan,'**

12 Ibid:
53 1pid.
B4 mbid,
155 Ibf d.
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BAB Il
PARADIGMA LIBERAL,
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai paradigma liberal sebagai
variable independen yang membentuk terjadinya keprogresifan peran pemerintah
Indonesia yang mendukung kebijakan pemerintah Indonesia terhadap International
Capital Movement. Penulis juga memberikan memaparkan tentang kebijakan fiskal
dan moneter, karena kedua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang
berkuasa sangat mempengaruhi terhadap berjalannya pergerakan modai internasional
yang berjalan di Indonesia.

Dengan hadimya teori ini, diharapkan dapat mengimplementasikan hasil
kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai
regulasi pergerakan modal internasional. Selain regulasi yang dikeluarkan oleh
pemerintah Indonesia, juga akan memberikan pengertian mengenai pengaruh
kebijakan Indonesia terhadap dunia intemnasional.

3.1 Paradigma Liberal

Liberalisme bisa diartikan suatt usaha untuk memperoleh atan melindungi
haknya sendiri. Liberalisasi juga bisa diartikan suatu usaha untuk melakukan usaha
kerjasama antara individu yang sat: dengan individu lainnya untuk memperoleh
haknya masing-masing melaiui pasar dunia. Lijberalisme menyetujui bahwa
kemajuan tersebut terdapat pada usaha masing-masing individunya. Usaha yang
dilakukan oleh masing-masibng individu tersebut akan membuahkan hasil sepanjang
kebebasan yang dilakukan oleh individu tersebut tidak menimbulkan permasalahan
terhadap individu lainnya.'*®

Liberalisme sering diartikan oleh para ahli sebagai upaya kebebasan atau
keleluasaan untuk dapat bertindak tanpa ada batasan-batasan yang menghambat.
Keleluasaan masyarakat untuk masuk kepada pasar internasional, membentuk
masyarakat liberal. Liberalisme sendiri berusaha untuk menuju ke arah kesejahteraan

1% Boyd A. Martin, Liberalism; The Western Political Quarterly, I:3 (Sep; 1948); h. 295-297.
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masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan hak otonominya dan
individu tersebut dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri,">’

Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri pada dasarnya membentuk
masyarakat liberal yang kehidupan sehari-harinya melakukan hubungan melalui
perdagangan pasar bebas. Perdagangan pada pasar bebas ini merupakan salah satu
sarana yang baik untuk menciptakan perdamaian yang fungsinya untuk
meningkatkan pereckonomian suatu negara. Penciptaan perdamaian ini dapat
terwujud dengan adanya saling ketergantungan. Ketergantungan antara masyrakat
yang satu dengan masyarakat yang lain akan menciptakan hubungan yang baik bagi
masyarakat, karena didalamnya terdapat keuntungan yang didapat. Keuntungan yang
didapat bukan hanya dari segi modalnya saja, tetapi juga dari segi ilmu dan teknologi
yang dapat memacu perkembangan masyamkat.'j 8

Masyarakat liberal melihat hal yang paling baik datam melakukan perkembangan
perekonomian adalah melalui keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan
teknologi.'* Keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi membuat
peran dari pergerakan modal internasional menjadi penting keberadaannya. Pada
dasarnya masyarakat liberal dalam melakukan hubungan intemasionalnya cendenung
bersifat ekonomistik. Mereka lebih memilih untuk menguntungkan pasar bebas atas
masalah-masalah konflik internasional yang biasanya disebut dengan politik.'*®

Melihat perkembangan perekonomian dunia melalui liberalisasi dan melihat
keadaan perekonomian Indonesia pada saat ini, Indonesia juga menjadikan kebijakan
persaingan {compeltition policy) sebagai agenda penting bagi pemerintah Indonesia
untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia dan menciptakan persaingan yang
sehat. 16!

157 Robert Gilpin; The Political Economy of International Relaions; New Jersey: Princeton; 1987; h:
171.

2 Ibid., h. 171-172

1% Martin Staniland, Apakah Ekanomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya
(CeL 1), Teijerialiad oleh Hari§ Miiaidad dai Diidy Prialaita, JAKAA! PT. Raja Giafindo Peisads,
2003, h. 151-153, Dalam buku ini John Odell memberikan penjelasan mengenal ekonomi
intemasional dipandang sebagai hal dominan dalam pembentukan keseluruhan pola-pola hubungan
iitériasional dati kebijakan Negafa-tiggard téfetitu dan dalam menyogorkat perubaluin-perubatian
dari kedua.nya, “teripa bergantung pada polmk domestik, ldeologl, keterampilan para penguasa atau
dominasi-dominasi pemerintah-pemerintah asing.

1 Ibid.,

161 Hadi Soesastro, Kebjjakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisas! den

Semua Jru, hitpdiwww, csis.or.id/working paper file/42/wpe082.pdf, diakses pada tanggal 9 Mei

2010.
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Gencamya proses liberalisasi yang sedang berjalan berkaitan dengan tujuan
Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Keuntungan ini
ditandai dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian yang dapat terlihat melalui
surplus pada neraca perdagangannya. Liberalisasi perdagangan berhubungan erat
dengan dibukanya akses pasar produk ekspor Indonesia ke dunia. Terbukanya akses
pasar dunia akan berlaku sebaliknya juga pada Indonesia. Pasar dunia juga akan akan
masuk ke Indonesia dan membuat Negara Indoesia membuka pasarnya terhadap
produk dari luar negeri, pembukaan askses pasar ini membuat semakin lancarnya
barang atau investasi masuk ke Indonesia sehingga membanjiri pasar di Indonesia. 162
3.1.1 Pengaruh Liberalisasi terbadap perekonomian suatu negara

Pengaruh liberalisasi terhadap perokonomian suatu negara dapat membuat
dvua dampak penting, yaitu dampak positf bagi perekonomiannya dan juga
dampak negatif dalam perekonomiannya. Liberalisasi yang membawa dampak
postif bagi perekonomian suatu negara dapat membawa suatu negara untuk dapat
memutuskan sendiri mengenai arah dan kebijakannya perokonomian dari suatu
negara, Kebijakan yang dibuat ini berhubungan dengan pertumbuhan
perekonomian negaranya yang semakin meningkat.'®

Liberalisasi pada sektor perekonomian yang meningkat, memberikan
jaminan kepada kebebasan bagi perekonomian setiap negara untuk dapat
menentukan pola hidup perekonomiannya. Kebebasan dalam melakukan
perdagangan dalam pasar terbuka, bukan berarti tanpa ada aturan yang berjalan.
Aturan pada liberalisme ini sendin tetap ada dengan kesepakan bersama terlebih
dahulu. Aturan ini dibuat dengan sebaik-baiknya untuk dapat mengatur dengan
baik berjalannya liberalisme ini tanpa mengurangi kebebasan orang lain dalam
bertindak.'*

Negara Indonesia masih terdapat kekhawatiran terhadap proses liberalisasi
ini. Kekhawatiran ini terjadi discbabkan masih tingginya biaya ekonomi yang
harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Salah satu biaya tinggi yang

2 Flora Susan Nongsina, Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan terhadap Laju
Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia, Jakarta: Program Pascasarjana [lmu Ekoromi FE U, 2007, h.
2.
'@ H. J. McCloskey, Liberalism, Cambridge University Press on behalf of Royal Institute of
Philosophy, 49:187 (Jan, 1974), h. 14,

1 Hadi Soesastro, Kebifakan Perssingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasl, Regionalisasi dan
Semua ftu, http:/verw esis.or.id/'workine_paper_file/42/wpe082 pdf, pada tanggal 9 Mei 2010, h. 23,
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dikeluarkan adalah biaya pekerja yang relatif tinggi, meskipun dilain hal
ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor keunggulan
komparatif. Tingginya biaya produksi yang tinggi ini tidak dapat membuat
produk dalam negeri tidak dapat bersaing di pasar terbuka. Sementara itu,
liberalisasi memaksa Indonesia untuk masuk ke dalam pasar terbuka.'®®

Terbukanya pasar di negara Indonesia membawa hal positif yaitu proses
liberalisasi yang berjalan denpan lancar. Liberalisasi yang terjadi di bidang
perdagangan, membuat terbukanya akses-akses pasar produk ekspor Indonesia ke
seluruh pasar dunia. Terbuka akses pasar produk Indonesia ke dunia, juga
membuat akses pasar domestik Indonesia juga terbuka bagi produk impor dari
negara-negara lain'%,

Pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap perkembangan ekspor
memberikan pengaruh positif yang sanpat baik terhadap perkembangan ekspor
suatu negara. Penelitian Santos-Paulino (2002) menunjukkan bahwa tarif bea
masuk -memberikan pengaruh yang sangat baik dalam mempenganthi
perkembangan impor. Besarnya kuntunpan yang didapat tersebut terpantung
kepada kebijakan dari rezim yang berkuasa pada masing-masing negara.*®’

Studi terbadap dampak kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap
perekonomian Indonesia dilakukan oleh Feridhanusetyawan dan Pangestu
(2003), memberikan hasil yang cukup baik. Kesimpulan yang didapat dari hasil
studi terbut adalah liberalisasi perdagangan dapat membust neraca perdagangan
terjadi peningkatan yang cukup baik dengan jumlah berkisar antara US$433 juta
sampai US$450 juta. Dengan kata lain, ekspor dan impor akan meningkat namun
peningkatan ekspor Indonesia meningkat sekitar 29-37% lebih besar daripada
impor. Hasil penpelitian adalah kebijakan perdagangan yang lebih liberal
meningkatkan pertumbuhan ekspor dan impor namun peningkatan pertumbuhan
impor lebih tinggi daripada ekspor.!6®

165 gy
. Ibid.

1% Flora Susan Nongsina, Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan terhadap Laju
Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia, Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FE UI, 2007, b

87 phid.
182 1bid,, h. 6.
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Kebijakan liberalisasi dalam bentuk pajak ekspor dan bea masuk akan
berpengaruh terhadap ekspor dan impor dalam jangka panjang dan pendek.
Ketika pajak ekspor dinaikkan maka ekspor akan mengalami penurunan, begitu
pula yang terjadi pada saat impor bea masuk dinaikken maka harga barang impor
lebih mahal sehingga akan mempengaruhi volume impor.'®

Kebijakan liberalisasi dibidang perekonomian bukan hanya dibidang ekspor
dan impor barang. Kebijakan liberalisasi ini juga berupa aliran modal
internasional yang dapat keluar masuk ke suatu negara dengan bebas. Aliran
modal intenasional yang bebas ini membawa keuntungan tersendiri bagi negara
yang menerima atau memberikan aliran modalnya. Aliran modal ini berbentuk
penanaman modal asing, pinjaman internasional seperti pinjaman luar negeri
ataupun bantuan luar negeri.ﬁo

Disisi lain, pengaruh liberalisasi ini juga dapat memberikan pengaruh
negatif terhadap perekonomian suatu negara. Dampak negatif yang terjadi disini
adalah adanya ketergantungan negara terhadap negara pemberi dan akibat
pmjaman modal internasional yang terlalu banyak, sehingga membuat negara
tersebut tidak dapat berkembang dengan bajk dan terbebani dengan hutang
pinjaman Juar negerinya. 71 _

Beban hutang luar negeri yang ferjadi juga akan membuat adanya turut
campur pihak luar negeri terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan
dilakukan oleh pemerintah negara tersebut, sehingga campur tangan tersebut
akan merugikan masyarakat yang bemaung kepada negara tersebut.! 72
Liberalisasi bukan hanya memudahkan aliaran modal internasional masuk ke
negara tersebut, akan tetapi juga akan memudahkan masuknya tenaga kerja asing

¥ Ibid; h: 10

TR Maxensius Tri Sambodo, Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Nasianal,
hitp://katalog.pdii.lipi.go.id/index php/searchkatalog/downloadDatabyld/2178/2179.pdf, diakses pada
tanggal tanggal 30 Mei 2010, h. 32

Ul Siarah Pérs BY, Delapan Keientuan Baru di Bidang Perbankan, diakées inélaliii KEtpi//iWwiw.bi.go
Jdd/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp 0904 07.htm. Pada bagian C.5 tertulis “Bank Indonesia ekan
mengeluarkan panduan yang akan memandu bank milik asing untuk berperan lebih optimal dalam
proses Intermnedlasl dan mengeluarknn kebljakan khusus pembatasan teaga kefja asing di
level middle management serta kewajiban melaksanakan fransfer of knowledge. Tenaga kerja asing
akan kami batasi hanya sampai 2 (dua) tingkat dibawah direksi kecuali untuk bidang-hidang yang
-tidak mampu diisi oleh TK. domestik. Untuk bidang-bidang khusus tersehut, bank asing diberi waktu 3
&_}n;ga) tahun untuk melaksanakan fransfer of knowledge”.

Ibid.
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yang masuk ke negara tersebut schingga akan tersingkirnya para pekerja pada
negara tersebut karena keahlian yang dimiliki oleh pihak asing.ﬁj Liberalisasi
juga akan membuat masyarakat negara tersebut akan bersifat konsumtif dengan
banyaknya produk impor yang masuk ke negara tersebut.

3.1.2 Dampak Liberalisasi suatu negara

Dampak liberalisasi perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting
di masing-masing negara. Faktor pertama adalah lingkup dar liberalisasi
tersebut, mengarah ke multilateral, regional atau unilateral. Faktor berikutnya
adalah adanya komitmen untuk menjalankan liberalisasi, komitmen disini
berhubungan dengan apakah ada kesepakan yang terjadi dalam melakukan
kerjasama. Faktor selanjutnya adalah menyangkut kepada skema liberalisasi,
yang dimaksud dengan skema liberalisasi adalah apakah hal ini melibatkan
pengurangan-pengurangan terhadap hambatan-hambatan non tarif atau hanya
pengurangan terhadap hambatan tarif saja'’, karena dalam liberalisasi
pemerintah tidak lagi menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu jalannya
perkembangan perckonomian melalui berbagai macam peraturan yang dapat
menghambat perkembangan ekonomi. Fungsi pemerintah pada liberalisasi ini
adalah mendampingi liberalisasi dengan deregulasi yang tidak menghambat.
Selain mendampingi dengan deregulasi yang tidak menghambat, peran
permerintah juga memberikan dukungan atas strategi ini dalam jangka yang lebih
panjang tergantung dari hasil yang ditunjukkan.'”

Faktor yang terakhir adalah kecepatan proses skema liberalisasi, yang
dimaksud dalam kecepatan skema liberalisasi adalah seberapa cepatkah
liberalisasi ini dapat meningkatkan pertumbuban perekonomian suatu negara,
Pertumbuban perekonomian suatu negara tersebut dapat terjadi apabila ada

'3 Ibid.

i Maxensms Tn Sembodo, Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Pereckonomian Nasional,
: .ph h I .pdf, diakses pada

tanggal 30 Mel 2010 h 25-26
173 Hadi Seesastio, Kebyakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan

Semua Itu, hitp://www.csis.or.id/working paper_file/42/wpe082.pdf, diakses pada tanggal 9 Mei
2010, h. 23.
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interaksi dari beberapa faktor liberalisasi diatas yang memberikan perubahan-
perubahan pertumbuhan pereckonomian setiap negara.m'

Pertumbuhan perekonomian melalui skema liberalisasi yang berjalan
lancar, akan lebih cepat apabila liberalisasi dibidang perekonomian mengarah
kepada adanya aliran modal internasional yang keluar masuk ke suatu negara
dengan bebas. Aliran modal internasional yang bebas ini akan membawa
keuntungan tersendiri bagi negara yang menerima atau memberikan aliran
modalnya. Aliran modal ini bisa berbentuk dalam investasi asing (penanaman
modal asing), pinjaman internasional seperti pinjaman luar negeri. 1

Penanaman modal asing sebagai bagian dari aliran modal internasional,
akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penerimanya. Beberapa
keuntungan dari penanaman modal asing ini bisa berupa keuntungan bagian
keuangan dan juga pengembangan. Keuntungan dibagian keuangan bisa berupa
penambahan modal untuk mengembangkan usaha yang dilakukan oleh suatu
negara. Keuntungan pada bagian pengembangan bisa berupa alih tehnologi dari
negara pemberi aliran modal dalam bentuk-bentuk yang baru yang sebelumnya
tidak didapatkan oleh negara penerima modal sebelumnya dalam bentuk
perdagangan ataupun jasa. Keuntungan lainnya yang diterima oleh suatu negara
terhadap adanya aliran modal internasional juga bisa berupa pajak perusahaan
yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi negara penerima aliran modal
internasional.'”®
3.1.3 Deregulasi Proses Liberalisasi suatu Negara

Deregulasi merupakan langkah awal yang perlu dilakukan menuju proses
liberalisasi perekonomian. Makna dari deregulasi itu sendiri sering dihubungkan
dengan privatisasi atau yang disebut juga dengan swastanisasi, Privatisasi
menurut Savas (1987), merupakan tindakan kebijaksanaan yang mengurangi
peran pemerintah, atau bisa juga disebut dengan peningkatsn peran swasta

16 Maxensius Tn Sambodo, Dampak Liberalisasi Kkonomi Terhadap Perekonamion Nasional;
hitp://kntalog. pdii.lipi. hkatal 1d/2178/2179.pdf, tanggal 30
Mei 2010, h. 25-26
‘ ribid., 32.
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Peningkatan peran swasta ini bisa dalam kegiatan ekonomi ataupun dalam
kepemilikan aktiva atau yang biasa disebut kekayaan ekonomi.'?

Waterson (1988) sendiri, memberikan argumen mengenai deregulasi adalah
suatu liberalisasi yang berperan sebagai tindakan kebijaksanaan untuk
mengurangi adanya campur tangan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan
dunia usaha yang terbagi kedalam tiga kelompok. Tiga kelompok pembagian
liberalisasi ini adalah privatisasi, deregulasi dan liberalisasi itu sendiri.
Deregulasi dalam bahasa Indonesia pengertiannya mencampur adukkan ketiga
pengertian privatisasi, deregulasi dan liberalisasi. Privatisasi merupakan
kepemilikan pribadi atau swastanisasi, liberalisasi merupakan kebebasan untuk
bergerak tampa hambatan dan deregulasi memnipakan kebijakan untuk
mengurangi aturan ataupun kendala yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan usaha,'®

3.2 Kebijakan Fiskal Indonesia
Kebijakan fiskal pada suatu negara berusaha mengarahkan kondisi perekonomian
untuk dapat menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah, Kebijakan fiskal memainkan fungsinya melalui pensbahan-perubahan
dalam tingkatan pengeluaran dan penerimaan pajak oleh pemerintah.'® Instrumen
kebijakan fiskal dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan
berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum. 182
3.2.1 Kebijakan Fisksl Era Abdurrahman Wahid
Arah kebijakan fiskal di era Abdurrahman Wahid adalah berusaha untuk
dapat mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability).
Perwujudan ketahan fiskal yang berkelanjutan ini diharapkan dapat memberikan

'™ Maxensius Tn Sambodo, Dampak Liberalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Nasional;
: h

tanggal 30 Mei 2010, b, 11-13
150 rhid.
W' pyiil R, Kiugitai dan Matriée Obstfe\d, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (E4. 5),
;[;zmjgmahan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h, 185,
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rangsangan terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga dengan
kebijakan fiskal ini dapat menciptakan pemcrataan kemampuan keuangan yang
merata kepada setiap daerahnya.m3

Secara umum kebijakan fiskal yang dibuat dan dijalankan sebagai tindakan
nyata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonominya baik secara
vertikal dan borizontal. Selain pembangunan perekonomian secara vertikal dan
horizontal, kebijakan fiskal ini juga merupakan upaya pemerintah untuk
meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian
kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara, sehingga manfaat yang
dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah dan bukan hanya di kota saja. 184

Untuk menyesesuaikan keadaan yang berimbang, maka pemenntah pusat
mengeluarkan kebijakan yang dituangkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999,
mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang yang
dikeluarkan ini mencakup mengenai aturan yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah (Pemda) diperbolehkan melakukan pinjaman langsung kepada lembaga
keuangan di dalam negeri dan lembaga pemberi pinjaman di luar negeri. Hutang
pemerintah daerah (Pemda) merupakan semua transaksi-transaksi yang dapat
mengakibatkan Pemda menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat
bernilai uang schingga Pemda yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk
membayar kembali jumlah uang dalam jangka waktu tertentu kepada pihak
lender. Hutang Pemda yang bersumber dari dalam negeri dan hutang luar negeri
yang diteruskan ke pemerintah daerah melalui perjanjian subsidiary loan
(SLA).!%

Selain undang-undang nomor 25 tahun 1999, pemerintah pusat juga
mengeluarkan Peraturan Pemerintah no.107 pada tahun 2000 dan keputusan
menteri keuangan No. 675/KMK.01 Tahun 2001 tentang Pinjaman Daerah.
Pinjaman dacrah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah ini berkaitan dengan
pelaksanaan fugas pemerataan pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan

'8 Bahrul Elmi, Kebijakan Desentralisast Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah
Daerah Otonom, hitp//www.fiskal depken.go.id‘webbkf/kajianBachrul-4.ndf, h, 52,

18 1bid b. 54.

18571bid, h. 55.
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daerah ini diharapkan dapat lebih maju dengan melakukan pinjaman terhadap
pihak luar negen. 186
3.2.2 Kebijakan Fiskal Era Megawati

Pada Era pemerintahan Megawati, para pelaku ekonomi didalam maupun di
fuar negeri banyak mempertanyakan kemampuan Indonesia untuk mengatasi
masalah fiskal yang berat. Permasalahan fiskal yang berat itu adalah usaha
Indonesia untuk menghindari kebangkmtan keuangan negaranya dengan beban
bunga yang besar setiap tahunnya dengan beban bunga pokok yang makin besar
setiap tahunnya. Beban ini yang menjadi permasalahan, schingga pemerintahan
ini mencar cara untuk dapat melakukan pemulihan sehingga pemulihan
kepercayaan masyarakat atau pelaku ekonomi merupakan faktor utama di bidang
kebijakan fiskal. pemulihan kepercayaan juga merupakan faktor sentral.
Pemulihan kepercayaan ini bukan hanya sekadar untuk menyeimbangkan
masalah yang dihadapi dengan berbagai macam cara, akan tetapi bagaimana
menghadapi masalah dengan tidak merusak kepercayaan para pelaku ekonomi

dan dapat mendorong serta meningkatkan kepercayaan.ia?

Untuk meningkatkan kepercayaan ini, pemerintahan pada era ini melakukan
penguatan kebijakan fiskal dengan hati-hati, bertahap dengan pertimbangan yang
matang mengenai dampaknya terthadap kepercayaan pelaku ekonomi dan tidak
memilih untuk mengambil jalan pintas yang dapat mengagetkan para pelaku
ekonomi dan akhimya dapat merusak kepercayaan mereka.'®® Upaya peningkatan
ini dilakukan dengan harapan dapat melakukan perbaikan iklim investasi yang
merosot dengan melakukan stabilitas politik dan keamanan, adanya kepastian
hukum dan kebijakan ketenagakerjaan,!®

Bentuk kebijakan fiskal yang diterapkan pada era ini berusasha
menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai asas atau sasaran yang harus
dicapai. Pengaruh kebijakan fiskalnya mengarah kepada prospek ekonomi dunia
dengan mengandatkan pokok kebijakan umum, pendapatan negara, belanja

1860y
~Iibid, h: 59;

87 Budiono, Kebifakan Fiskal ; Sekarang Dan Selanjutrya, http:/fwww vibiznews.com/nowledgelib/

econom BIJ. %20 L.%20 ion0%20-%20knowledg e.pdf,

- Ibid.

"® paiiifia Afiggaran DPR-RI deiigafi Pesiérintali dan Bank Indenesia, Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Kerangka  Ekonomi  Makro Dan  Pokok-Pokok  Kebijakan Fiskal
RAPBN 2005, www.fiskal.depken.go.id/ Topic/Pokok-Fiskal-2005.pps.
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Negara dan pembiayaan negara. Pokok kebijakan ini di buat untuk penyusunan
rencana kerja pemerintah berdasarkan keseimbangan antara kesinambungan
kebijakan fiskal dan ruang yang cukup bagi pemerintah dan DPR barn untuk
menentukan prioritas kebijakannya. Sasaran yang ingin dicapai dari program
kerja ini adalah melanjutkan kekuatan fiskal untuk penurunan defisit Anggaran
Pendapatan Belanja Negara tahun 2005 menuju berimbang, dengan target defisit
Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2005 menjadi 0.7% sampai 0.9%
dan rasio hutang berada dibawah 60%.'°

Untuk mencapai apa yang sudah dianggarkan sebelumnya, pemerintahan
pada era ini mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang dapat mengatur
dan menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Usaha itu tertuang pada
Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2002, dimana pada peraturan pemerintah
terdapat usaha oleh pemerintah pusat untuk bertanggung jawab dalam menjamin
daerah untuk menanggung pinjaman luar negeri apabila dacrah tersebut tidak
mampu untuk membayar hutangnya. Pada argument tersebut pemerintah pusat
mempunyai wewenang untuk dapat memastikan apakah daerah tersebut telah
berhasil melaksanakan perbaikan-perbaikan. Apabila perbaikan-perbaikan yang
telah dilakukan masih diangggap kurang untuk dapat menghasilkan kondisi yang
kondusif di daerah bagi pengelolaan keuangan daerah dan investasi publik, maka
Pemerintah Pusat berhak untuk memberikan rekomendasi yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh tambahan dana melalui pinjaman luar negeri.“"i

Apabila perbaikan tersebut sudah dapat menghasilkan suatu kondisi yang
kondusif bagi pengelolaan keuangan daerash dan investasi publik, maka
Pemenntah Pusat akan membenkan kesempatan kepada daerah untuk
mengajukan proposal pinjaman luar negri yang akan mendanai kegiatan dan
program Pemerintah Daerah, baik yang bersifat jangka pendek, maupun jangka
panjang.iéi Dengan adanya pengaturan yang lebih transparan diharapkan

1 Ihid.
%1 pahru) Emil, Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah

Daerah Otonom, http:/feww fiskal.depken.go.id/webbkf/kajian/Bachrul-4.pdf, h. 61.
52 Ibid., h. 61.
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kembalinya kepercayaan masyarakat kepada negara dalam mengelola
keuangennya dapat lebih membaik dari sebelumnya.'*

Untuk lebih memperkuat kepercayaan masyarakat mengenai perekonomian
Indonesia, maka pemerintahan pada era il menerapkan arah pembaharuan di
bidang anggaran yang telak ditentukan oleh ketentuan-ketentuan pokok yang
tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang baru yakni Undang-
Undang No: 17/2003. Pada pasal 3 Undang-Undang Keuangan Negara nomor
17/2003 dituliskan keuangan negara akan dikelola dengan tertib dan taat pada
peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya secara efisien, ekonomis dan
juga efektif. Untuk penggunaannya akan dilaksanakan setransparan munkin dan
dapat dipertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 6 ayat 1 undang-
undang ini juga menentukan pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden
selaku kepala pemerintahan dan bagian dari kekuasaan. Untuk memperjelas
kekuasaan yang dimaksud terdapat peda pasal 6 ayat 2 dimana presiden
memberikan kuasa kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil
pemerintah dalam kepemilikan kekayaan n»a',gara.194 .

3.2.3 Kebijakan Fiskal Era Susilo Bambang Yudhoyono

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berusaha untuk
melakukan reformasi kebijakan fiskal yang lebih mengakar. Salah satu cara yang
dilakukan pada masa pemerintahan ini adalah dengan melakukan konsolidasi
yang berkelanjutan dengan melakukan pelembagaan unsur-unsur pendukung
utamanya terlebih dahulu, Dengan adanya pelembageaan pada unsur-unsur
pendukung diharapkan program yang sudah ditetapkan tidak putus dijalan
apabila terjadi pergantian personil,

Upaya untuk mempertahankan proses kebijakan ini sangat penting, terlebih
lagi pada masa transisional yang sering dihadapi pada saat ini. Upaya untuk tetap
melakukan program yang sudah ditetapkan tersebut akan diprioritaskan kepada

'} Departemen Keuangan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Takun 2003 tentang

Keuangan  Negara, hitp/Awww.an .depkeu.go.i %2017%20-%202003%:2
%20K enanpan%20Negars, pdf.
™ Ibid.
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tiga pilar kebijakan fiskal, yaitu kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan di
bidang kepabeaan dan juga kebijakan di bidang angga:an.lgs

Pada masa pemerintahan ini, pemerintah melakukan pergeseran kebijakan.
Pergeseran kebijakan yang dilakukan adalah perpindahan kebijakan belanja
barang menjadi kebijakan belanja modal. Fungsi dari pergeraseran ini adalah
untuk meningkatkan kualitas pertumbumbuhan ekonomi negara. Dengan adanya
belanja modal ini diharapkan pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia akan
terjadi percepatan pertumbuhan sehingga secara bertshap akan mampn
mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera.*®

Untuk peningkatan kebijakannya tersebut, dalam kurun pemerintahannya,
sudah terdapat minimal tiga kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah untuk
menarik investor datang ke Indonesia. Kebijakan yang pertama adalah kebijakan
penjaminan atas pembangunan infrastruktur dengan pola kerja sama antara
pemerintah dengan swasta yang terjadi pada tahun 2005. Kebijakan yang kedua
adalah pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan untuk penanaman
modal pada bidang-bidang dan atan daerah tertentu pada tahun 2007 dan
kebijakan yang ketiga adalah dengan melakukan pembentukan kawasan ekonomi
khusus (KEK) pada tahun 2009.!"

Dari ketiga kebijakan tersebut merasa masih kurang untuk dapat menarik
investor unfuk datang ke Indonesia. Permasalahan yang terjadi adalah
tertinggalnya Indonesia dari negara-negara tetangga untuk pertumbuhan
perekonomiannya. Selain tertinggal javhnya pertumbuhan perekonomian di
Indonesia, adanya pemikiran bahwa berinvestasi di Indonesia tingkat resikonya
lebih tinggi.'*

Untuk lebih memperjelas dan membuat situasi lebih kondusif, maka
pemerintahan ini mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 yang
berisikan tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang-

%3 Budiono, Kebijakan Fiskal ; Sekarang Dan Selanjutnya, http:/fwww.vibiznews.com/knowledgelib/
econom JAKANY%20FISKAL,%20Boediono%20-%20knowledg e.pdf.

Departemen Keuangan, Kebijakan Fiskal, Moneter don Sektor Ril daldii  Ranghkd
Penanggulangan Kemiskinan Indonesia, http/fwww.ppk.or.id/downloads/Kebijakan%:20Fiskal%

20Moneter%620dan%20Sektor%20Riil.pdf.
197 Mohamad Nasir, Mendongkrak Daya Saing Investast Indomzsm, g'g e, nsﬁca ﬁskal,dgpkgl_l,
id/risiko-ek i/61 d -da d

!anggal 28 Apnl 2010,
198 Ibid.
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bidang usaha tertentu dan di daerah. Peraturan ini berisikan mengenai
kemudahan dalam melakukan investasi langsung baik melalui penanaman modal
asing maupun penanaman modal dalam negeri yang merupakan salah satu faktor
penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan
percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-
daerah tertentu.'®

3.3 Kebijakan Moneter Indonesia

Kebijakan suatu negara tentunya akan sangat mempengaruhi perekonomian
negara yang satu dan negara yang lainnya. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi
perubahan-perubahan penawaran uang yang biasanya disebut juga dengan kebijakan
monete’™, Kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat inflasi tersebut
membandingkan antara pihak asing dan domestik yang sama-sema mengeluarkan
kebijakan, apabila salah satunya mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat, maka
tentunya pihak yang mengeluarkan kebijakan tidak ketat akan dirugikan. Sedangkan
apabila kedua negara sama-sema mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat maka
kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang sama akan tetapi
keuntungan tersebut tidak terlalu maksimal, sedangkan apabila kedua negara sama-
sama mengeluarkan kebijakan yang tidak terlalu ketat, maka kedua negara tersebut
akan mendapatkan keuntungan maksimal yang sama.””"

Kebijakan moneter dan perbankan sering dipandang mempunyai kekuatan yang
lebih dari apa yang dapat dicapai dari kebijakan tersebut. Kebijakan ini dapat
dipahami dengan - mengingat kepada sektor moneter dan perbankan mempunyai
fungsi yang mampu memberikan kontribusi yang lebih kepada sektor dil, baik itu
berupa kegiatan investasi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi maupun juga
kegiatan konsumsi’”. Kebijakan ini merupakan harapan yang dapat diharapkan
untuk meluruskan permasalahan yang ada. Kebijakan moneter perbankan merupakan

1 Departemen Keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2007 yang Berisikan Tentang

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Maodal Dibidang-Bidang Usaha Tertentu dan Di

Daerah, hitp:/f isiko.fiskal.depkeu.go.id/attachments/03 X

2% Paul R. Krugman dan Mavurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5),

Térjemahain oleh Faisal H. Basii, Jakaita: FT Ibdeks, 2005, L. 185,

2! bid., b. 359-361.

% Dr. Syahril Sabirin, Upaya Pemulihan Ekonomi Me!alm Strategi Kebyakan Moneler — Perbankan

Ddn Iridepérideris! Bayik lnidoriésic, Tt : olytes/d -G :
68EC99C83584/7887/embfeb022000.pdf, h. 1.
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salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan pembangunan nasional yang secara
bersamna-sama dalam suatu sinergi diarahkan untuk mencapai berbagai macam
sasaran pembangunan dengan keterbukaan ekonomi.*®

Keterbukaan perekonomian dengan sistem devisa bebas dan berbagai langkah
deregulasi yang ditempuh Pemerintah telah memberikan manfaat yang besar bagi
perkembangan pereckonomian domestik yang bergerak ferus sccara dinamis.2®
Kegairahan dunia usaha yang didukung oleh kondisi makroekonomi yang stabil telah
mengundang masuknya modal asing dalam jumlah besar, khususnya dari sektor
swasta. Berbagai perkembangan ini, ditambah dengan proses privatisasi yang
semakin kuat, telah menjadi faktor pendorong penting bagi tingginya kegiatan
ekonomi Indonesia.?”® |

Tingginya kegiatan perekonomian negara Indonesia, memerlukan sistem
keuangan yang maju agar perekonomian internasional menjadi semakin kompetitif
dan terintegrasi. Upaya yang dapat mendukung pergerakan tersebut adalah dengan
menempatkan kebijakan moneter kepada badan yang dapat menitikberatkan kepada
pemeliharaan stabilitas nilai rupiah. Upaya tersebut dilakukan untuk menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien yang didukung dengan
sistem  keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat
dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat,
tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip
kehati-hatian.*%

Untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah ini sesuai
dengan undang-undang nomor 23 tahun 1999, ditunjuk Bank Indonesia sebagai Bank
Sentral untuk menjalankan kebijakan moneter dan memiliki kedudukan yang
independen.”” Kebijakan ini tertuang pada pasal 8, yaitu tugas Bank Indonesia
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan menjaga kestabilan nilai
rupiah?® Oleh sebah itu semenjak dikeluarkannya undang-undang tersebut

29 1bid; b 2:

2% 1bid.,

25 Ibid.

2 Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan (Cet. Maret 2009), Jakarta: Fokus Media, 2009, h.
254,

27 Ibid., h. 259,

2 1bid.
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kebijakan moneter adalah merupakan agenda penting bagi Bank Indonesja untuk
dijalankan.
3.3.1 Kebijakan Moneter Era Abdurrahman Wahid

Pengaruh liberalisme sangat kuat tergambar dan mempengaruhi
kepemerintahan Abdurrahman Wahid. Permasalahan terbesar yang dialami
adalah beratnya beban utang luar negeri yang semakin berat. Beratnya beban
butang luar negeri yang dimiliki oleh Negara Indonesia, menjadikan beban yang
harus dipikul pada awal kepemimpinannya. Melihat beratnya beban yang harus
dipikut oleh negara ini membuat pemikiran pemerintahan ini untuk melepaskan
din dari IMF (Jmternational Monetery Fund) melalui menteri perekonomian
Rizal Ramli.””

Pada era kepemerintahannya, Kebijakan moneter yang ditempuh pada
periode reformasi ini adalah kebijakan yang ketat untuk menyerap kelebihan
likuiditas agar tidak menahan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah.
Kebijakan tersebut dilakukan melalui OPT, intervensi Rupiah di pasar uang
Rupiah dan Sterilisasi di pasar valuta asing.210

Sesuai UU No. 23/1999 Bank Indonesia diwajibkan menetapkan target
inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian
sasaran moneter. Tapi hanya terbatas pada inflasi yang dapat dipengaruhi oleh
kebijakan moneter yang disebut sebagai Inti Inflasi atau Core Inflation. Undang-
ndang No. 24/2000 tentang lali lintas devisa dan nilai tukar telah menetapkan
sistem devisa bebas. Bank Indonesia mengatur pemantauan dan pelaporan
kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan oleh bank dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank. Ketetapan tersebut berlaku mulai 28 April 2000 bagi bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank serta 28 Maret 2002 bagi perusahaan bukan
lembaga kvf:uan,gv,tm.f"il

Pada periode pemerintahan ini, pemerintah berhasil menjadwalkan kembali
utang luar negeri dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. Untuk mengurangi
beban pembayaran utang luar negeri berdasarkan pertemuan Paris Club II, 13

# yarrewidhi, Bandul Perekonomian Dulu-Kini, http://jarrewidhi.wordpress. com/2007/07/04/

bandul-perekonomian-dulu-kini/,
219 Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1999-2003, http:/fwww.bi.go.id/NR/rd

onlyres/CF79R6F 1376 EASESADC D 7B9D39587B0/870/SejarahMoneterPeriode] 9992005 pdf, h. 1.

2 ppid,
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April 2000 telah disetujui penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia.
Sedangkan kerjasama dengan IMF dalam rangka pelaksanaan program
rehabilitasi dan reformasi akan berakhir pada akhir 2003.2"2

Berdasarkan pengalaman dari krisis ekonomi paeriode sebelumnya, maka
arah kebijakan umum Pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia tertuju
pada penguatan kondisi fundamental ekonomi secara makro, antara lain dalam
bentuk stabilisasi moneter dan keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi
yang berkesinambungan (sustainable). Tingkat harga yang rendah dan stabil
menjadi target utama dalam pengendalian moneter pada periode ini.?"* Dengan
diperolehnya independensi Bank Indonesia pada awal periode ini maka
pencapaian kestabilan moneter pada periode ini akan berbeda dengan periode-
periode sebelumnya.?' Terkait dengan kondisi perckonomian pasca krisis yang
ditandai oleh tingginya harga, rendahnya nilai tukar Rupiah dan rendahnya daya
saing, maka kebijakan moneter jangka pendek lebih ditujukan pada pengurangan
tekanan-tekanan dimaksud. Pengetatan likuiditas, stabilitas nilai tukar,
pemeliharaan kecukupan cadangan devisa dan stabilisasi sistem kenangan
merupakan strategi utama untuk mencapainya.?'®

Langkah strategis utama kebijakan moneter pada periode ini. adalah
pengkonsentrasian pada satu tujuan yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai
Rupiah, baik kestabilan terhadap harga barang dan jasa (inflasi) maupun
kestabilan terhadap nilai tukar valuta asing (kurs).?'® Dalam mencapai sasaran
akhir tersebut, secara periodik dilakukan pemantauan terhadap perkembangan
berbagai variable ekonomi riil seperti konsumsi, investasi, ekspor-impor, dan
seluruh sektor ekonomi. Di samping itu dilakukan pula pemantauan terhadap
efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sector riil yang pada
umumnya melalui beberapa jalur seperti : jalur uang, jalur kredit, jalur suku
bunga, jalur nilai tukar, jalur harga asset dan jalur ekspektasi.2!’

212 1pid,
23 1bid., b, 2.
M 1bid,
2 1bid,
18 1hid., h. 3.
27 1bid., h. 4.
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Kebijakan Devisa di Indonesia dalam periode ini, Bank Indonesia diberi
tugas untuk melaksanakan pemantauan dan mewajibkan perbankan, lembaga
kevangan non-bank serta perusahaan bukan lembaga keuangan, untuk
menyampaikan untuk melaporkan kegiatan lalu lintas devisa.?'® Dan untuk
kebijakan nilai tukar dalam periode ini tidak ada perubahan system nilai tukar.
Meskipun demikian, berbagai ketentuan diberlakukan bagi pengendalian
terhadap kemungkinan terjadinya fluktuasi nilai tukar Rupiah. Kebijakan tersebut
antara lain berupa pembatasan transaksi dengan non-residen maupun transaksi-
transaksi derivatif yang tidak dilandasi kegiatan ekonomi riil."?

3.3.2 Kebijakan Moneter Era Megawati

Era kestabilan ekonomi kembali dirasakan pada saat Megawati
Sukamoputri menggantikan Gus Dur pada tahun 2001. Pembawaan Megawati
yang ‘tenang’ membuat otoritas moneter dan fiskal leluasa untuk menjalankan
kebijakannya menjaga inflasi dan tingkat suku bunga. Pada pemerintahan Mega
pula, Mafia Berkeley seperti kembali mendapatkan singpasananya lewat
dipilihnya Boediono yang pro pasar sebagai Menteri Keuangan. Kecaman pun
sempat terlontar, karena tenangnya sisi moneter tak menolong sektor riil sama
sekali, sehingga pertumbuhen riil pun tak dicapai oleh pemerintah.
Mengomentari arah kebijakan yang melulu liberalis, Hanif Suranto dari Lembaga
Studi Pers dan Pembangunan mengatakan, keleluasaan para ekonom-ckonom
Berkeley terlaksana karena dukungan jaringan politik yang mapan. Mereka pun
bisa dengan mudah merealisasikan konsep mereka di pemeﬁnlahan.ﬁé

Pada era kepemimpinana Megawati, arah kebijakan moneter Republik
Indonesia mengarah kepada pencapaian kestabjlan nilal rupiah. Usaha
pencapaian ini tertuang pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada Undang-undang ini dimaksudkan
untuk memperjelas tujuan dari pemerintahan yang berjalan pada saat ini yaitu

212 pbid;; h. 5:

415 poid h. 6.

20 yarrewidhi, Bandul Perekonomian Dulu-Kini, hitp:/fjarrewidhi.wordpress.com/20:07/07/04
/bandul-perekonomian-dulu-kini/,
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berusaha untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.”2' Bunyi dari
pasal tersebut adalah pasal (1) tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah dan pasal (2) untuk mencapai fujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan
moneter  secara  berkelanjutan, konsisten, transparan, dan  harus
mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perclconorm'an._Zié

Bank Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab penting dalam
menjalankan tugasnya. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter secara
berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan
umurm pemerintah di bidang perekonomian. Tujuan ini sebagaimana tercantum
dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.?

Hal yang dimaksud dengan kestabilen nilai rupiah antara lain adalah
kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi.
Dalam usahanya pencapaiani tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan
kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan
moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar
yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting
- dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.*

Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar
untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk
mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank
Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui
penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uwang beredar atau suku bunga)
dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut
menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar
uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan

2 1 ima Undang-Undang Moneter dan Perbankan (Get. Maret 2009), Jakarta; Fokus Media; 2009; h:
215.

22 rbid,, h, 215.

 1hid,

2 Ban¥, Iidodnsia, Tujuan Kebijakan Moneier Bank Indonesia, 1

TujuantKebijakant+Moneter/.
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cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank
Indonesia juga dapat melakukan cara-eara pengendalian moneter
berdasarkan prinsip syariah,22*

Bagi Bank Indonesia kedua aspek adalah tuntutan yang harus dijawab
dengan profesionalisme dan integritas personalia yang tinggi. Dengan melihat
tugas Bank Indonesia yang diatur oleh Undang-undang yaitu menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran; serta mengatur dan mengawasi Bank, maka terdapat dua bidang
yang harus ditangani oleh Bank Indonesia, yaitu kestabilan moneter (monetary
stability) dan kestabilan keuangan (financial stability), yang keduanya saling
terkait dan menunjang upaya mencapai kestabilan rupiah. Dengan demikian,
penyelenggaraan tugas Bank Indonesia di masa yang akan datang akan lebih
diarahkan untuk memelihara sinergi dalam mencapai kestabilan moneter dan
kestabilan finansial 2*

3.3.3 Kebijakan Moneter Era Susilo Bambang Yudhoyono

Pandangan Bank Indonesia pada era Susilo Bambang Yudhoyono, arah
kebijakan moneternya adalah bagaimana mengembalikan  stabilitas
makrockonomi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat dan investor
mengenai prospek perckonomian Indonesia kita ke depan. Usaha pembangunan
ini dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia global yang
relatif tetap, serta memperhatikan kedalaman permasalahan yang ada di tahun
2005, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan perekonomian di
Indonesia masih bertumpu banyak pada konsumsi, yang terutama bersumber dari
meningkatnya pengeluaran pemerintah dan mulai pulihnya daya beli masyarakat
sejalan dengan rencana kenaikan gaji dan besarnya upah minimum.?’

Asumsi mengenai investasi pemerintah di sektor infrastrukiur dan migas
mulai berjalan, serta berbagai Undang-Undang yang memberikan insentif pada
dunia usaha seperti Undang-Undang perpajakan akan mulai efektif pada

23 thid;

2 Dr, Syahril Sabirin, Upaya Pemulihan Ekonomi Melalul Strategi Kebijakan Moneter; Perbankan
Dan independensi Bank Indonesta, hitp://www.bi.go.id/NR/rdonlvres/4F64FOER-CAF1-4193-9200-
G6BEC9CR3584/7887/gubfeb022000.pdf.

7 Haliitt Alaiisyak, Siatement Kebifakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi
Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia, (Des, 2005),

hitp://www. bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp+7 10405 htmn,

Universifas Indonesia

Kebijakan Indonesia..., Tosa Narindra, FISIP Ul, 2010.




70

pertengahan tahun, sejak triwulan HI-2006, pertumbuhan ekonomi diperkirakan
lebih banyak didorong oleh investasi. 2% Siklus perbaikan pertumbuhan ekonomi
sejak kuwartal ITI-2006 juga didukung oleh proyeksi semakin turunnya tingkat
inflasi yang diperkirakan mencapai sekitar 8% dalam tahun 2006. Perkiraan ini
didukung oleh asumsi determinan-determinan inflasi lebih terkendali sepertl nilai
tukar yang stabil, tingkat pertumbuhan yang masih di bawah kapasitasnya.”*’

Di sisi pembiayaan ekonomi, kenaikan suku bunga domestik akan memaksa
sektor perbankan untuk melakukan penyesuaian di kedua sisi neraca. Pada sisi
aktiva kenaikan suku bunga kredit berisiko meningkatkan NPL?® sementara
pada sisi pasiva, biaya dana menjadi lebih tinggi.”®! Kondisi tersebut akan dapat
mempengaruhi kinerja perbankan dan risiko menurunnya fungsi intermediasi
perbankan. Melihat permasalahn ini, kebijakan Bank Indonesia di bidang
perbankan akan diarahkan untuk memberikan ruang gerak agar fungsi
intermediasi dapat terus berlangsung, seperti peninjavan kembali terhadap
Peraturan Bank Indonesia nmomor 7/2/2005 mengenai Kualitas Aktiva Bank
Umum. Di sisi lainnya, upaya penguatan sistem perbankan seperti penerapan
good corporate governance™* dan perhitungan permodalan berdasarkan Basle II
akan segera diterapkan. Dalam konteks konsolidasi perbankan, Bank Indonesia
akan mengkaji single presence policy”> dalam kepemilikan bank.?*

Kebijakan single presence policy dilakukan untuk mendorong percepatan
konsolidasi perbankan yang sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

2 1btd.

7 1bid.

B9 Non Performing Logn (NPL) adalgh kredit yang mesuk ke dalam kualitas kredit kurang lancar,
diragukan dan macet berdasarkan Kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia,
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D8F76629-05B4-456 FBO8DASC 1 C46 CR965/16572/Sunlemen3.pdf
P! Halim Alamsyah, Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indonesia Mengenal Evaluasi
Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia, (Des, 2005),
hitp:/fwww.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran-+Pers/sp+710405.htrn.

B Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan (jransparency), akuntabilitss {@ccouniability), perteoggungjawaban (responsibiliy),
independensi (independency), dan kewsajaran (fairniess), Peratwran Bank Indonesia Nomor
8/4/PB12006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum,

3 Single presence “policy adalah kebljakan kepemilikan tunggal bagi para pemegang saham
pengendali (PSP) yang mengendalikan lebi.h dari satu bank, Makmun, Mengkajl Ulang Smg!e
Presence Policy Bank BUMN, hitp:
mengkaii -ulmg-mng!e—pr&senmhg{-i_)_@k-bgm, d:aksw pada tanggal 26 Maret 2010.

P4 Halim Alamsyah, Statement Kebijakan Moneter Gubernur Bank Indomesia Mengenai Evaluasi
Pa-.tembangan Ekonam: 2005 Prm;oek, Dan Arah Kebyakau Banl: Indonesia, (Des, 2005),
b ..
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Pelaksanaan kebijakan ini sudah dijalankan dibeberapa nepara seperti Thailand
dan India. Kebijakan yang dijalankan di negara tersebut sukses berjalan dinegara
tersebut dan diharapkan dengan dijalankannya di Indonesia akan bermanfaat bagi
perkembangan industri perbankan dan perekonomian nasional. Kebijakanr ini
juga bertujuan agar tercipta persaingan yang sehat dan efektivitas dalam
pengawasan bank terutama pada saat Liberalisasi saat ini dengan lancarnya keluar

masuk arus modal internasional di Indonesia.”*

B3 Makmun, Mengkgji Ulang Single Presence Policy Bank BUMN; hitp://www.risiko:fiskal.depkeu:

go.id/index.php/en/risiko-ekonomi/54-mengkaji-ulangsinglepresence-policy-bank-bumn, diakses pada

tanggal 26 Maret 2010.
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BAB IV
PERGERAKAN MODAL INTERNASIONAL
TERHADAP
PERBANKAN INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai aliren modal
internasional yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi perbankan Indonesia.
Pengaruh modal internasional ini membuat peran pemerintah Indonesia bergerak ke
arah progresif dari segi kebijakan, fungsi dan sistem informasi yang diterapkan.
Pergerakan Pemerintah Indonesia ke arah progresif ini membuat perubahan-
perubahan yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Sesuai dengan judul tesis ini yaitu kebijakan Indonesia terhadap Infernational
Capital Movement dengan studi kasus perbankan Indonesia, maka penulis akan
membahas peran Pemerintah Indonesia yang progresif yaitu dari segi kebijakan,
fungsi dan sistem informasi yang diterapkan dengan masa periode reformasi.

4.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia

Kebijakan Pemerintah Indonesia di sektor perbankan telah mengalami beberapa
kali perubahan. Perubahan ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan melihat
peranan dari sebuah bank menjadi kunci utama dalam pembangunan sistem
perekonomian negara Indonesia. Sistem perekonomian yang didasarkan kepada
organisasinya, dapat menciptakan struktur yang efektif untuk memperoleh
keuntungan yang besar dan keleluasaan pasar internasional®®, Keleluasaan pasar
internasional ini akan membawa masyarakat lebih mandiri untuk pemenuhan
kebutuhannya sendiri sehingga perekonomian negara Indonesia menjadi lebih baik.

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa Indonesia menemui wajah
barunya. Wajah baru Indonesia mulai menampakkan perubahan-perubahan dalam
pengambilan kebijakan, Sejak awal reformasi, Indonesia telah mengalami tiga kali
pergantian pemerintahan. Setiap pemerintahan yang berjalan mengeluarkan
kebijakannya masing-masing dan merevisi kebijakan yang sudah berjalan. Perbedaan

Bé Christopher A: Hartwell; The Case against Capital Controls Financial Flows; Crises, and the Flip
Side aof the Free-Trade Argument, Washington D.C; Cato Institute, 2001, h. 10.
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kebijakan yang dikeluarkan oleh ketiga kepala pemerintahan tersebut sangat terlihat
dengan tujuan membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Kebijakan yang
dikeluarkan tersebut juga menyorot pergerakan modal yang lalu lalang keluar masuk
ke Indonesia. Pergerakan modal ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk dapat
mengembangkan perekonomiannya. Sebagai negara yang juga menitik beratkan
pembangunannya lewat perbankan sebagai wadah penghimpun dana pembangunan,
Indonesia berusaha menjaga perubahan kebijakannya yang sudah mengalami banyak
perubahan.
4.1.1 Kebijakan Era Abdurrahman Wahid
Indonesia pada saat masa reformasi masih bisa dibilang sebagai negara
yang memberlakukan peraturannya dengan agak ketat, pada kenyataannya
undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini sudah
mengarah kepada arah liberalisasi. Contohnya peraturan yang disisipkan pada
peraturan pembelian saham bank umum pada Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 29 Tahun 1999. pada peraturan tersebut pemerintah Indonesia
berani menjamin kepemilikan saham guna mendukung adanya aliran modal
masuk sebagai tambahan devisa bagi negara Indonesia sampai dengan 100
persen. Tercantum pada pasal 3 peraturan tersebut yang menerangkan jumlah
kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dap atau badan hukum asing
yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek
sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dan
jumlah saham Bank yang bersangkutan.2?
Sedangkan pasal 4(1) Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau
Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per
seratus) dari jumlagh saham Bank yang tereatat di Bursa Efek. Pasal 4(2) Bank
hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99%
(sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang
bersangkutan. Pasal 4(3) Sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham
Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak dicatatkan di Bursa Efek

B7 Tempo Interaktif, (Mar, 2004), hitp//www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/03/31/
pm.20040331-01.id himl,
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harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum
Indonesia. 2

Melihat kuatnya arah liberalisasi perbankan Indonesna, masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid memandang rekapltallsas1 sektor perbankan sangat
diperlukan, Perbaikan ini dilakukan mengingat Indonesia adalah negara yang
menitik beratkan pembangunannya di sektor perbankan. Oleh sebab itu, masa
awal pemerintahannya yang membentuk sebuah komite dibidang sektor
keuangan. Komite tersebut adalah Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK)
dengan bentuk pengesahannya adalah Keppres 177/1999. Tujuan dari
pembentukan komite ini agar dapat memberikan pedoman kebijakan bagi Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam menjalankan tugasnya. BPPN
berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998, tugasnya adalah menyehatkan
dunia perbankan dan mengembalikan dana negara serta mengelola aset-aset yang
diambil alih pemerintah.i’m

Masa pemerintahan Abdurahman Wahid sangat menunjukkan usahanya
untuk bersaing menghadapi perkembangan  perekonomian global. Presiden
Abdurahman Wahid melakukan peninjavan ulang terhadap Keputusan Presiden
No. 96 Tahun 1998 tentang daftar usaha yang tertutup bagi penanaman modal.
Tujuan dilakukannya ini adalah untuk lebih meningkatkan arus penanaman
modal di Indonesia serta mewujudkan struktur perekonomian nasional yang
kokoh. Hasil yang dikeluarkan dari peninjauan ulang ini berupa Keputusan
Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2000 mengenai bidang usaba yang
tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman
modal di Indonesia.?*! Hasil dari usaha ini masih belum membuahan hasil yang

28 Ibid:

2% Rekapitalisasi adalah program pemerintah untuk meningkatkan permodalan bank umum dafam
usgsha memenuhi permodalan yang cukup. BPKP, PP Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998
tenbtang Program Rekapitalisasi Bank Umum, http://www bpkp.go.id/unit/h 1998/084-
0 BPKP, PP Republik Indonesia Nomeor 84 Tahun 1998 tenbtang Program Rekapitalisasi Bank
Umum, hitp://www.bpkp.co idunit/hukum/pp/1998/084-98.pdf,

* pane tegars sdalah petiyertasn modal negara dalam bank yang sedanig mengikuti program
mkﬂpnahsas1 pemennlnh dalam peningkatan permoda!an yeng cukup. Tertera pada PP Republik
Indonesia Namor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum Pasal 5Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan yang
Terbuka dengan Persymratar Tertentu Bagi Pemanam Modal, (Jul, 2000), http:/portal.dimbp.

.20, id/sfj 6-2000.pdf.
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cukup banyak, karena pemerintahan yang berjalan hanya berlangsung sampai
dengan tahun 2001.
4.1.2 Kebijakan Era Megawati

Pada era Megawati, kondisi perekonomian Indonesia kurang mendapatkan
kepercayaan oleh dunia intermasional. Hilangnya kepercayaan dunia ini
disebabkan dengan banyaknya isu KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dan juga
beberapa wilayah di negara ini yang ingin melepaskan diri dar Indonesia.
Pemerintahan Megawati melihat permasalahan ini langsung melakukan
perombakan kebijakan perekonomiannya. Perombakan kebijakan perekonomian
ini, membuat pemerintahanan era Megawati membutubkan modal asing masuk
ke Indonesia untuk melakukan pertumbuhan perekonomian. Dengan banyaknya
tekanan yang masuk dalam pemerintahan ini, memaksa pemerintahan yang
berjalan ini bergerak kearah progresif. Pergerakan progresif berjalan dengan
mengeluarkan kebijakan untuk membuka beberapa sektor industri yang
sebelumnya dikuesai oleh negara mulai dilepas ke pasar bebas. Terbukanya
beberapa sektor industri ini ditandainya dengan dikeluarkannya UU nomor 19
tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.”*?

Terbukanya sektor-sektor industri ini melahirkan kebijakan di bidang
perekonomian dengan cara memberikan kebebasan berinvestasi terutama para
investor asing. Kebebasan berinvestasi tertihat melatui penjualan saham-saham
dalam negeri dengan harga yang cukup mursh. Penjualan saham yang murah ini
melahirkan ketidakpercayaan terhadap perusahsan-perusahaan dalam negeri
karena harus menurunkan harga sahamnya. Penurunan harga saham datam negeri
ini, membuat liberalisasi terhadap badan-badan usaha milik negara dilakukan
untuk meparik kepercayaan dunia asing terhadap negara Indonesia dan
mewujudkan pembangunan nasional, 2

Untuk mendukung perwujudan pembangunan nasional dan membangun
sistem keuangan dengan melihat ke argh intemasional, pemerintahan ini

X2 BPKB, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik
Negara, http:/ferwrw.bpkp.go.idfunithukum/uu/20063/19-03.pdf.

23 Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Temtang Bank Indonesia,

httpi/Avwaw. bi. 26.id/NR/Fd ol yrés

C74021301 A030454ABC759858774DF852/13447/iiii_bi_ri60304.5
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mengeluarkan undang-undang nomor 3 tahun 2004 untuk meyempurnakan
undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang
ini berusaha menjelaskan tatanan hubungan yang selaras antara independensi
Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang:nya.m
4.1.3 Kebijakan Era Susilo Bambang Yudhoyono

Perubahan kebijakan di era pemerintahan Megawati dengan meliberalisasi
perbankan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan modal pembangunan
melalui pergerakan modal intemnasional, tidak berhenti pada masa
kepemerintahannya saja. Untuk membuat kepercayaan dunia menjadi stabil,
masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupaya progresif
dengan berusaha mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan
peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi. Modal yang
diggunakan bisa berasal dari dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan
keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, pemerintahan
ini menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan
kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan
ekonomi nasional’”. Wujud nyata dari keinginan pemerintshan ini adalah
ditetapkannya undang-undang RI nomor 25 tahun 2007 mengganti undang-
undang sebelumnya, karena sesuai dengan yang terdapat pada pertimbangan UU
RI nomor 25 tahun 2007 dianggap tidak sesuai dengan usaha percepatan
pembangunan perekonomian saat itu, khususnya di bidang permodalan.

Keleluasaan inasyarakat untuk masuk kepada pasar internasional,
membentuk masyarakat liberal. Liberalisme sendiri berusaha untuk menuju ke
arah kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan hak
otonominya dan individu tersebut dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya sendiri, 46 Sebagai negara yang perekonomiannya berbasiskan kepada
perbankan, sangat bergantung pada kelangsungan hidup perbankan sebagai
surber pembiayaan. Pemerintah dalam hal ini berupaya melakukan penyehatan

M Ibid.

#° Bank, Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, htto:/fwww.bigo id/NR/rdonlyres/C7402D01A030454 ABCT59858 774DF852/17683/UJ25
Tahun2007 Pens nemanModal.pdf,

X Rober Gilpiii, The Political Economy of Inlernational Relations, NéWw Jériéy: Prifieélon, 1987, h.
171.
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industri perbankan dengan memperkuat sistem perbankan yang sehat, efisien dan
bermanfaat bagi perekonomian yang dapat menjadi kunci keberhasilan dalam
menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional,

Pemerintah dalam membentuk sistem perbankan yang sehat dibutuhkan
modal yang sangat besar. Salah satu cara untuk mendapatkan modal yang besar
adalah dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di
sektor perbankan. Perubahan terhadap kebijakan pemerintah ini ditujukan untuk
menarik pergerakan modal internasional (infernational capital movement) masuk
ke Indonesia dan berfungsi dalam menunjang penyehatan perekonomian di sektor
perbankan, Kebijakan tersebut lebih kepada kemudahan bagi investor asing agar
tidak terlalu terbatasi dan tidak menjadikan ancaman dalam mengembangkan
usahanya untuk berinvestasi khususnya di sektor perbankan.?%

Perubahan kebijakan sektor perbankan yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia terhadap pergerakan modal internasional dalam memasuki bank-bank
yang ada di Indonesia, ditata dengan sebaik-baiknya agar tidak menyimpang dari
apa yang sudah ditetapkan dan tidak mengganggu kestabilan perekonomian
dunia®*®, karena kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dapat disebabkan
oleh derasnya arus lahu lintas modal internasional yang berjalan.2*

Kestabilan perekonomian dunia akibat arus latu lintas modal internasional
tersebut dapat terganggu karena kebijakan negara yang satu dan negara yang
lainnya saling mempengaruhi.®*® Keterkaitan kebijakan tersebut membuat
pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidek menggangu

7 Jan Horas V: Purba; Dampak Liberalisasi Finansial terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi
komparasi Indonesia dan Korea Selatan, h. 16. Menurut Christopher A. Hartwell, usaha untuk
membatasi pergerakan modal untuk berperak bebas merupakean ancaman terhadap kebebasan individu
u.ntu.k berkembang.

¥ piiil R Krugmih, The Confidence Game-How Washinglon Warsened Asia's Crash, Thé Néw
Republic, (Oct, 1998), http://www.pkarchive org/crises/krugman].html. Paul Krugman dalam The
Confidence Game memberikan pendapat “Diperlukan aturan kebijakan-kebijakan perekonomian
terhadap dliten imodal: Kebilakat allvan mods] il sangst diperlukan untuk  pertumbuhin
Berekonommn yang lebih bak.”

® Tempo Interaktif, Ramnalan Bonk Dunia dan George Soros, (Des, 1998), hitp://majalah.tempo

interaktif.com/id/arsip/1998/12/08/E8/mbm. 19981208 . EB98068.id.html. George Soros beranggapan,
sistem Jalu lintas arus modal yang besar dapat mempengamhi pergerakan ekonomi dunia apabila
sistem tersebut tidak sepera distur dan diperbaiki, Soros juga berpendapat tidak diperlukan
pengawasan dan pengaturan terhadap lalu lintes modal yang berpindah tempat sangat cepat secara
”J:ihak, yaiig perli dilakiikah adilab pefistabildn anis daiia secafd bersaia.

Paul R. Krugrpan dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5),
Terjemahan Oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 359,
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kestabilan perekonomian dunja dan seswai dengan tujuan semula untuk
kebutuhan peningkatan perekonomian pada sektor perbankan dan lancarnya
pergerakan modal international yang masuk ke Indonesta.

Pergerakan modal internasional yang masuk ke Indonesia, menjadikan
industri perbankan yang ada di Indonesia menjadi lebih liberal sehingga
membuat beberapa bank yang terdapat di Indonesia mulai beralih
kepemilikannya menjadi milik asing. Akibat beralihnya kepemilikan bank yang
berpindah tangan kepada pihak asing membuat perkembangannya kurang dapat
diawasi dengan baik®*!, sehingga undang-undang yang di buat No.14 tahun 1967
membuat Bank Indonesia kurang memiliki independensi dan tidak mampu
mengambil tindakan yang tegas terhadap bank-bank yang terkait erat dengan
politisi (pengua\sa).i’;.2

Perkembangan bank yang kurang bisa diawasi secara baik dapat
mengakibatkan krisis. Pengawasan ini jelas membutuhkan Bank Indonesia
sebagai otoritas moneter yang independen sesuai dengan Undang-undang nomor
23 tahun 1999 untuk memainkan perannya dalam mengawasi perkembangan
bank dengan baik.”’

4.2 Fungsi

Kecenderungan yang menonjol dari permasalahan sistem keuangan internasional
ini juga bisa disebabkan oleh negara perckonomian kecil masih belum bisa
menyamakan dirinya dengan negara maju (Krugman dan Obsteld). Satu hal yang
pertu diperhatikan dalam kasus negara yang berperckonomian terbuka adalah
kebijakan ekonomi di negara tersebut sudah mengarah kepada pencapaian
kesecimbangan internal dan keseimbangan ekternal. Keseimbangan internal mengacu

kepada terciptanya kondisi fill employment terhadap pendayapgunsan sumberdaya

B! David C: Cols; Slade; Betty F, Building a Modern Financial System. The Indonesian Experience,
Journal of Southeast Asian Studies, 30:2 {Sep, 1999), h. 371.
2 Bank Indonesia, Indonesia’s Banking Crisis Resolution, http:/fwww bi.go.id/NR/rdoniyres/
81804644-50F8-41 1 E-847AAEE92502FAAA/13371/iber0212.pdf, hal 5. Libat Cole dan Slade,
(1998), Azz (1999).} Colé dai Sladé berkafa daldin Kalé-Keld méréka! "Méiniigkaliiya politisasi
invetasi-investasi besar dan keputusan-keputusan keusngan mempertinggi tingkat risiko. Umumnya
sistem kenangan mengalami krisis keuangan cepat atau lambat, dan Indomesia tidak terkecuali. Jika
dan bild krisiy teryebut térindl; ukan menguji sebernpa kust ketahanan dar) struktier sistem keusdigan
yang telah dibangun
® Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan, Jekarta: Fokus Media, 2009, h. 259.
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suatu negara yang disertai oleh stabilitas tingkat harga dalam negeri. Sedangkan,
keseimbangan eksternal akan tercapai ketika neraca perdagangan (current account)
tidak terlalu defisit maupun terlalu surplus.?*

Kebijakan suatu negara untuk pemenuhan keseimbangan internal dan eksternal
dalam menghadapi pergerakan perekonomian yang bebas sangat dibutubkan bagi
setiap negara. Terlebih negara tersebut mengarah kepada sistem perekonomian yang
terbuka. Dalam prakteknya apa yang hendak dicapai dengan pemberlakukan
kebijakan sangatlah luas.??

Suatu pegara mencapai keseimbangan internal apabila negara tersebut telah
mencapai pendayagunaan seluruh sumberdayanya dengan baik sehingga tingkatan
harga yang stabil dapat diraih. Sedangkan bila terjadi pengerahan sumber daya yang
berlebihan (over employment) maupun yang dibawah standar akan mengakibatkan
pergeseran tingkat harga dan menggrogoti efesiensi perckonomian karepa nilai riil
moneter menjadi tidak pasti dan kurang bisa diandalkan sebagai dasar pengambilan
kebijakan, Salah satu dampak yang dihasilkan apabila terjadi ketidakstabilan akan
terjadi mengakibatkan perubahan komposisi pendapatan antara kreditor dan
debitor.”® Sedangkan keseimbangan eksternal adalah terciptanya keselarasan neraca
fransaksi berjalan suatu negara sehingga defisit yang terdapat pada suatu negara tidak
terjadi. Pada umumnya suatu negara menerapkan beberapa macam transaksi berjalan
sesuai target untuk mencapai keseimbangan eksternal mereka, akan tetapi mereka
mau mentolelir defisit hingga batas tertentu tergantung dari kebutuhan negara
teil's{.‘,bl.lt.is!ir

4.2.1 Fungsi Era Abdurrahman Wahid

Sebagai penyeimbang kestabilan perkonomian yang berpikir kearah internal
dan eksternal, Pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tindakan
yang dilakukan oleh masa pemerintahan ini dinilai oleh masyrakat ekonomi dapat
menguatnya kepercayaan pasar terhadap perkembangan Indonesia. Langkah yang
diambil oleh masa kepemerintahannya, memberikan langkah untuk untuk
melakukan reformasi politik. Melihat tindakan yang sangat berani diambil oleh

2% panl R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Infernasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5),
Leljemahan QOleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 274,
Ibid.
8 1bid,, h. 275.
7 1bid., h. 276.
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Abdurrahman Wahid, maka kepercayaan investor untuk kembali ke menanamkan
modalnya ke Indonesia menjadi lebih baik lagi. kepercayaan ini dapat dilihat dari
besarnya dukungan bagi integritas wilayah Indonesia. 2

Dalam 100 hari pemerintahannya, Banyak hal penting yang dilakukan oleh
Presiden Abdurahman Wahid terhadap negara Indonesia dalam kancah dunia.
Salah satu hal yang dilakukan untuk dapat memerankan fungsinya dalam
keseimbangan interpal dan eksternal, Presden Abdurrahman Wahid melakukan
kesepakatan dengan IMF untuk berkomitmen terhadap pencairan dana dari Bank

Dunia. 2

Pemerintah sebagai regulator, dalam kebijakan yang dibuat dan dijalankan
sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan
ekonominya baik secara vertikal dan horizontal. Pembangunan perekonomian
secara vertikal dan horizontal, kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk
meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian
kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara, sehingga manfaat yang
dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di dacrah dan bukan hanya di kota saja.>®

Untuk menyesesuaikan keadaan yang berimbang, maka pemerintah pusat
mengeluarkan kebijakan yang dituangkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999,
mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang yang
dikeluarkan ini mencakup mengenai aturan yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah (Pemda) diperbolehkan melakukan pinjaman langsung kepada lembaga
keuangan di dalam negeri dan lembaga pemberi pinjaman di luar 1:|£:geri.:""Sl

Pada era kepemerintahannya, Fungsi yang dijalankan pada periode
reformasi ini adalah dengan memperhatikan perekonomian yang berpikir kea rah
internal dan eksternal. Untuk memperhatikan perkembangan perekonomiannya,
pemerintahan ini mengeluarkan kebijakan yang dilakukan untuk dapat menyerap
kelebihan likuiditas agar tidak menahan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar

2 James Rubm deakan Gus Dur ﬂm;ukkan Indonesm Serius; Kompas; (Okt, 2000); httpi/forww.gn
sdur, Dur .

20 Babrul Elmi, Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah

Daerah Otonomi, hitp://erwrw fiskal depkeu.go.id/webbk{/kajian/Bachml=4.pdf, h. 34.

1 Ibid,, h. 55.
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rupiah. Kebijakan tersebut dilakukan melalui operasi pasar terbuka. intervensi
Rupiah di pasar uang Rupiah dan Sterilisasi di pasar valuta asing.2
4.2.2 Fungsi Era Megawati

Fungsi pemerintahan yang berjalan di era kepemimpinan Megawati
sangat berjalan dengan baik, akan tetapi para pelaku ekonomi didalam maupun di
luar negeri banyak mempertanyakan kemampuan Indonesia untuk mengatasi
masalah perekonomian Indonesia yang sedang menurun. Permasalahan
pereckonomian tersebut adalah merupakan salah satu usaha Indonesia untuk
menghindari kebangkrutan keuangan negaranya dengan beban bunga yang besar
setiap tahunnya dengan beban bunga pokok yang makin besar setiap tahunnya’

Beban yang sudah menjadi permasalahan negara tersebut ini, merupakan
tittk permasalahan yang harus diselesaikan untuk memulikan kepercaysan
masyarakat atau pelaku ekonpomi merupakan faktor utama. Pemulihan
kepercayaan ini bukan hanya sekadar untuk menyeimbangkan masalah yang
dihadapi dengan berbagai macam cara, akan tetapi bagaimana menghadapi
masalah dengan tidak merusak kepercayaan para pelaku ekonomi dan dapat
mendorong serta meningkatkan kepercayaan,”*

Liberalisasi secara menyeluruh yang dilakukan pada era Megawati,
membuat perbankan Indonesia terjadi perubahan secara drastis, yakni dari sistem
perbankan yang didominasi pemerintah menjadi sistem perbankan yang di
dominasi oleh pihak asing. Hal ini terjadi dengan beberapa bank yang terdapat di
Indonesia dan juga bank pemerintah yang kepemilikan sahamnya mayoritas
dimiliki oleh pihak asing. Adanya perubahan sistem membuat pemikiran pihak
asing lebih suka memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan menggeser
pihak lokal®®. Dengan permasalahan selama 3 tahun ini membuat BI berpikir

%2 Bank Indonesia; Sejarah Bank Indonesia : Moneter Periode 1999-2005, http://www.bi: :z0.id/NR/

donlyres/CEFTOE6F 1376 E45ESADCD17B9D5958 7R0/870/SejarahMoneterPeriode19992005.pdf, h. 1.
3 Budiono, Kebijakan Fiskal: Sekarang Dan Selanjutnya, hitp://www. vibiznews.com/knowledgelib/

% omy/KEBIJAK AN%20FTISKAL,%20Boedion0%20-%20knowleds e.pdf.
Ibid.

23 Siaran Pers BI, Delapan Ketentuan Baru di Bidang Perbankan, hitp:/ferww.bi.go.id/weblid/
Ruanp+Media/Siaran+Pers/sp_090407.btim. Pads bagian C35 terfulis: “Bank Indonesia akan
mighgelyarkan pafdusn yang akan memandy bank milik asing untuk berperan lebih optimal dalym
proses intermediasi dan mengeluarkan kebijakan kbusus pembatasan tenaga kerja ssing di
level middle management serta kewajiban melaksanakan transfer of knowledge. Tenaga kerja asing
ekan kami batasi hanya sampai 2 (dua) tingkat dibawah direksi kecuali untuk bidang-bidang yang
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keras mengenai pembatasan TKA sampai dua level dibawa direktur. Untuk
menjaga itu semua, Bl mengelvarkan peraturan Bank Indonesia nomor
9/8/PB1/2007 tentang pemanfaatan tenaga kerja asing di sektor perbankan. 2%
4.2.3 Fungsi Era Susilo Bambang Yudhoyono

Fungsi pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
berupaya progresif dengan berusaha dapat melakukan percepatan pembangunan
ekonomi nasional. Upaya pecepatan pembangunan nasional ini dilakukan oleh
pemerintah dengan mengingat bahwa fungsi pemerintahan adalah untuk
menyeimbangkan kestabilan yang berpikir kearah internal dan eksternal. Cara
yang dilakukan adalah dengan peningkatan penanaman modal untuk mengolah
potensi ekonomi. Modal yang digunakan bisa berasal dari dari dalam negeri
maupun dari luar negeri. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja
sama internasional, pemerintahan ini menciptakan iklim penanaman modal yang
kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan
tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. ¢’

Pandangan Bank Indonesia pada era Susilo Bambang Yudhoyono, arah
kebijakan moneternya adalah bagaimana mengembalikan stabilitas
makroekonomi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat dan investor
mengenai prospek perekonomian Indonesia kita ke depan. Usaha pembangunan
ini dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia global yang
relatif tetap, serta memperhatikan kedalaman permasalahan yang ada di tahun
2005, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi
masih bertumpu pada konsumsi, yang terutama bersumber dari meningkatnya
pengeluaran pemerintah dan mulai pulihnya daya beli masyarakat sejalan dengan

rencana kenaikan gaji dan besarnya upah minimum 2%

tidek mampu diisi oleh TK domestik, Untuk bidang-bidang khusus tersebut, bank asing diberi waktu 3

gﬁ;,a ) tahun untuk melaksanakan fransfer of knowledge.”
Bank Indonesia, Perafuran Bank Indonesia Nomor: 9/8/Pbi/2007 Tentang Pemanjba!an Tenaga

Ker;;a Asmg Dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbau.l:m, t_tg, bi.go.id/NR/
247A61! 886/pbi .

DOTPena

"Bank’ Indonesm, Statement Kebijakan Moneter Gubermur Bank Indonesia Mengenai Evaluasi

Perkembangan Ekonomi 2005, Prospek, Dan Arah Kebijakan Bank Indonesia, (Des, 20{5%),
http://www.bi.go.id/web/idRuang+Media/Siaran+Pers/spt710405. htm,
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Asumsi mengenai investasi pemerintah di sektor perbankan mulai berjalan,
serta berbagai undang-undang yang memberikan insentif pada dunia usaha
seperti undang-undang perpajakan akan mulai efektif pada pertengahan tahun,
sejak triwulan III-2006, pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih banyak
didorong oleh investasi?® Siklus perbaikan pertumbuban ekonomi sejak
kuwartal ITI-2006 juga didukung oleh proyeksi semakin turunnya tingkat inflasi
yang diperkirakan mencapai sekitar 8% dalam tahun 2006. Perkirean ini
didukung oleh asumsi determinan-determinan inflasi lebih terkendali seperti nilai
tukar yang stabil, tingkat pertumbuhan yang masih di bawah kapasitasnya, dan
kenaikan administered prices yang minimal 27

4,3 Sistem Informasi

Sistern informasi yang pada umumnya digunakan untuk memberikan informasi-
informasi mengenai pasar adalah pasar modal. Fungsi pasar modal internasional
seperti yang telah dijelaskan diatas adalah untuk memperdagangkan aset-aset
internasional sehingga terciptanya kemudahan terhadap pergerakan modal
internasional untuk bergerak bebas. Terciptanya kemudahan untuk mendapatkan
informasi aset-aset sangat dibutuhkan bagi para investor. Pada pasar moda! ini
berbagai macam pertukaran dapat terjadi disini. Bahkan masyarakat internasional
dapat membeli asei-aset dari negara-negara lainnya. Lembaga perbankan yang aktif
dalam pasar modal internasional ini juga membantu meluaskan potensi keuntungan
perdagangan yang terkandung dalam pertukaran tersehut. Peranan dari lembaga
perbankan sebagai pelaksana dari pembayaran internasional dapat menyajikan cara
atau sistem pembayaran dengan biaya transaksi yang lebih murah dan tepat
sasaran.2"!

Keuntungan lainnya dari pasar modal internasional adalah adanya perdangan
antar wakiu (inter-temporal frade). Dimana terdapat pertukaran barang dan jasa
dengan penyediaan barang dan jasa dimasa yang akan datang dalam bentuk aset.
Sebagai salah satu contohnya adalah bila suatu negara berkembang menarik

22 Ibid.

™ 1bid.

# payl R Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (E4. 5),
Terjemahan Oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 405.
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pinjaman dari luar negeri misalnya dengan menjual sehelai oblligasi kepada pihak
asing, itu berarti negara tersebut terlibat dalam perdagangan antar waktu.
Keuntungan yang diberikan disini bagi negara berkembang adalah mendapatkan
aliran modal untuk dapat terus berinvestasi sedangkan bagi pihak yang memberi
pinjaman keuntungan yang diberikan adalah aset (obligasi) yang diterimanya
tersebut akan memberikan hasil yang lebih besar dimasa yang akan dat:.ang.”_ri

Dalam melakukan pembelian aset tersebut, biasanya faktor penghindaran
resiko sangat diperhatikan. Salah satu faktor yang diperhitungkan disini adalah
tingkat resiko dan imbalan yang dijanjikan oleh aset tersebut dimasa mendatang.
Oleh sebab itu biasanya para investor lebih menyukai untuk memilih aset yang
tenilai datam berbagai jenis mata uang yang tingkat keuntungannya stabil, meskipun
nilai mata uang tersebut tidak merata dibandingkan dengan investasi portofolio yang
gerak keuntungannya berfluktuasi.2”

Perdagangan internasional ini pada kenmyataannya dapat menguntungkan
semua pihak yang terlibat didalamnya, karena perdagangan ini memungkinkan
mereka melakukan pengurangan tingkat resiko dengan  melakukan
penganekaragaman jenis aset yang merupakan motif perdagangan aset atas
keuntungan yang terkandung dalam aset mereka. Dengan perdagangan aset tersebut,
seseorang dapat melakukan penganekaragaman aset sehingga jumnlah uang dan harta
yang mereka pertaruhkan pada setiap unit aset menjadi lebih kecil sehingga resiko
totalnya pun lebih kecil. 2™

4.3.1 Sistem Informasi Era Abdurrahman Wahid

Liberalisasi dibidang perekonomian pada era abdurrahman wahid sangat
memungkinkan untuk adanya aliran modal internasional yang keluar masuk ke
suatu negara dengan bebas. Aliran modal internasional yang bebas ini akan
membawa keuntungan tersendiri bagi negara yang menerima atau memberikan
aliran modalnya. Aliran modal ini bisa berbentuk dalam investasi asing

(penanaman modal asing), pinjaman internasional seperti pinjaman Juar negeri.ﬁ";

M 1bid.

@ 1bid., b 407.
M 1bid,, b 407.
Y5 Ibid., h. 32,
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Penanaman modal asing sebagai bagian dari aliran modal internasional,
akan membawa keuntungan tersendiri bagi negara penerimanya. Beberapa
keuntungan dari penanaman modal asing ini bisa berupa keuntungan bagian
keuangan dan juga pengembangan, Keuntungan dibagian keuangan bisa berupa
penambahan modal untuk mengembangkan usaha yang dilakukan oleh suatu
negara, Keuntungan pada bagian pengembangan bisa berupa alih tehnologi dari
negara pemberi aliran modal dalam bentuk-bentuk yang baru yang sebelumnya
tidak didapatkan oleh negara penerima modal sebelumnya dalam bentuk
perdagangan ataupun jasa. Keuntungan lainnya yang diterima oleh suatu negara
terhadap adanya aliran modal internasional juga bisa berupa pajak perusahaan
yang bisa dijadikan sumber pendapatan bagi negara penerima aliran modal
internasional ¢

Pada masa Abdurrahman Wahid, pemerintahan memandang
rekapitalisasi?’’ sektor perbankan sangat diperlukan, Perbaikan ini dilakukan
mengingat Indonesia adalah negara yang menitik beratkan pembangunannya di
sektor perbankan. Oleh sebab itu, masa awal pemerintezhannya yang membentuk
sebush komite dibidang sektor keuangan. Komite tersebut adalah Komite
Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan bentuk pengesahannnya adalah
Keppres 177/1999. Tujuan dari pembentukan komite ini agar dapat memberikan
pedoman kebijakan bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam
menjalankan tugasnya. BPPN berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1998,
tugasnya adalah menyehatkan dunia perbankan dan mengembalikan dana negara
serta mengelola aset-aset yang diambil alih pemerintah.*®

Masa pemerintahan Abdurahman Wahid sangat menunjukkan usahanya
untuk bersaing menghadapi perkembangan perekonomian global, Presiden
Abdurahman Wahid melakukan peninjauan ulang terhadap Keputusan Presiden
No. 96 Tahun 1998 tentang dafiar usaha yang tertutup bagi penanaman modal.

8 Ibid., h. 32.

7 Rekapitalisasi adalah program pemerintah wntuk meningkatkan permodalan bank umum dalam
usaha memenuhi permodalan yang cukup. Tertera pada PP Republik Indotiesia Nomor 84 Tahun 1998
tenbtang Program Rekapitalisasi Bank Umum, http://www.bpkp.go.idAumit/hukum/pp/1998/084-

98.pdf.

" Dana negara adalah penyertasn modal negara dalam bank yang sedang mengikuti program
rekapitalisasi pemerintah dalam peningkatan permodalan yang cukup. Tertera pada PP Republik
Indonesia Nomor 84 Tabun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum Pasal 5,
http:/, .bpkp.go.id/unit/h 1998/084-98.pdf.
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Tujuan dilakukannya ini adalah untuk lebih meningkatkan arus penanaman
modal di Indonesia serta mewujudkan struktur perekonomian nasional yang
kokoh. Hasil yang dikeluarkan dari peninjavan ulang ini berupa Keputusan
Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2000 mengenai bidang usaha yang
tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman
modal di Indonesia.2”
4.3.2 Sistem Informasi Era Megawati

Pada era Pemerintahan Megawati, Perombakan kebijakan perekonomian,
membuat pemerintahanan era Megawati membutuhkan banyak modal asing
masuk ke Indonesia untuk melakukan pertumbuhan perekonomian. Dengan
banyaknya tekanan yang masuk dalam pemerintahan ini, memaksa pemerintahan
yang berjalan ini, pergerakan perekonomian berjalan dengan memaksa untuk
mengeluarkan kebijakan  yang membuka beberapa sektor industri yang
sebelumnya dikuasai oleh negara mulai dilepas ke pasar bebas. Terbukanya
beberapa sektor industri ini ditandainya dengan dikeluarkannya UU nomor 19
tahun 2003 mengenai Badan Useha Milik Negara.égd

Terbukanya sektor-sektor industri ini melahirkan kebijakan di bidang
perckonomian dengan cara memberikan kebebasan berinvestasi terutama para
investor asing. Kebebasan berinvestasi terlihat melalui penjualan saham-saham
dalam negeri dengan harga yang cukup murah, Penjualan saham yang murah ini
melahirkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri
karena harus menurunkan harga sahamnya. Penurunan harga saham dalam negeri
ini, membuat liberalisasi terhadap badan-badan usaha milik negara dilakukan
untuk menarik kepercayaan dunia asing terhadap negara Indonesia dan
mewujudkan pembangunan nasional.>*

Untuk mendukung perwujudan pembangunan nasional dan membangun
sistem informasi dengan melihat ke arah intemasional, pemerintahan ini

Z® Departemen Dalam Negeri, Keputusan Presiden Republik Indonesio Nomor 96 Tahun 2000
Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan B:dang Usaha Yang Terbml'a Dengan Persyara:an
Tertentu Bagi Penanaman Modai, http:/feranw de id/files/ 98,

%0 BPKP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tabun 2003 Tenrmg Badan Usaha Milik
Negara, htp:iiwww.bpkp ge.idAumithukum/ue/2603/19-03.pdf,

2! Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahun
Atas Una‘ang—Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun !999 Tentang Bank Indanesia,

o ont D01A030454 9858 1 fun bi no0304.

df,
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mengeluarkan undang-undang nomor 3 tahun 2004 untuk meyempurnakan
undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang
ini berusaha menjelaskan tatanan hubungan yang selaras antara independensi
Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenan‘tg;nya.z-'.’2

Dalam memperkuat informasi-informasi mengenai pergerakan saham di
Indonesia, fungsi dari pasar modal sangat dikembangkan pada periode ini. Fungsi
pasar modal dalam memperdagangkan aset-aset internasional sehingga
terciptanya kemudahan terhadap pergcrakan modal internasional untuk bergerak
bebas, sangat berjalan dengan baik. Terciptanya kemudahan untuk mendapatkan
informasi aset-aset sangat dibutuhkan bagi para investor. Pada pasar modal ini
berbagai macam pertukaran dapat terjadi disini. Bahkan masyarakat internasional
dapat membeli aset-aset dari negara-negara lainnya. Lembaga perbankan yang
aktif dalam pasar modal internasional ini juga membantu meluaskan potensi
keuntungan perdagangan yang terkandung dalam pertukaran tersebut. Peranan
dari lembaga perbankan sebagai pelaksana dari pembayaran internasional dapat
menyajikan cara atau sistem pembayaran dengan biaya transaksi yang lebih
murah dan tepat sasaran.?®

Keuntungan lainnya dari pasar modal intermasional adalah adanya
perdangan antar waktu (inter-temporal trade). Dimana terdapat pertukaran
barang dan jasa dengan penyediaan barang dan jasa dimasa yang akan datang
dalam bentuk aset. Sebagai salah satu contohnya adalah bila suatu negara
berkembang menarik pinjaman dari luar negeri misalnya dengan menjual sehelai
oblligasi kepada pihak asing, itu berarti negara tersecbut terlibat dalam
perdagangan antar waktu. Keuntungan yang diberikan disini bagi negara
berkembang adalah mendapatkan aliran modal untuk dapat terus berinvestasi
sedangkan bagi pihak yang memberi pinjaman keuntungan yang diberikan adalah
aset (obligasi) yang diterimanya tersebut akan memberikan hasil yang lebih besar
dimasa yang akan datang.ﬁ"

22 Ibid: .
2 Panl R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed 5),
g‘euemahan Oleh Faisal H. Basri, Jakaria: PT Indeks, 2005, h, 405.

Ibid.
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Dalam melakukan pembelian aset tersebut, biasanya faktor penghindaran
resiko sangat diperhatikan. Salah satu faktor yang diperhitungkan disini adalah
tingkat resiko dan imbalan yang dijanjikan oleh aset tersebut dimasa mendatang.
Oleh sebab itu biasanya para investor lebih menyukai untuk memilih aset yang
tenilai dalam berbagai jenis mata uang yang tingkat keuntungannya stabil,
meskipun nilai mata uang tersebut tidak merata dibandingkan dengan investasi
portofolio yang gerak keuntungannya berfluktuasi.”*

Perdagangan internasional ini pada kenyataannya dapat menguntungkan
semua pihak yang terlibat didalamnya, karena perdagangan ini memungkinkan
mereka melakukan pengurangan tingkat resiko dengan melakukan
penganekaragaman jenis aset yang merupakan motif perdagangan aset atas
keuntungan yang terkandung dalam aset mereka. Dengan perdagangan aset
tersebut, seseorang dapat melakukan penganekaragaman aset sehingga jumlah
uang dan harta yang mereka pertaruhkan pada setiap unit aset menjadi lebih kecil
sehingga resiko totalnya pun lebih kecil 2%

4.3.3 Sistem Informasi Era Susilo Bambang Yudhoyono

Sistem informasi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, berupaya untuk dapat mempercepat pembangunan ekonomi
nasional dengan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi
ekonomi. Modal yang diggunakan bisa berasal dari dan dalam negeri maupun
dari luar negeri. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama
internasional, pemerintahan ini menciptakan iklim penanaman modal yang
kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan
tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional 27

Peranan sektor perbankan sangat dibutubkan dalam memperlancar
pergerakan modal internasional dan sebagai penghimpun dana, terutama bagi
negara yang berupaya meningkatkan pembangunannya setelah masa krisis. Bank
Indonesia pada bagian ini memainkan perannya untuk mengawasi dan memeriksa
kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Pengawasan perekonomian ini,

33 Ibid., h. 407.

5 Ibid.

%7 Bank Indonesie, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, http//www . bi.go.idNR/rdonl C7402D01 0454ABC759858774DF852/17683/1IU25

Tahun?007Penans manModal.pdf,
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menghindarkan Indonesia darn adanya modal fiktif ataupun praktik yang tidak
wajar. Modal fiktif dan pratik tidak wajar tersebut dapat membuat sektor
perekonomian dan perbankan menjadi tidak sehat. Bentuk dari pengawasan
tersebut diwujudkan dalam bentuk deregulasi di sektor kevnangan yang mencakup
bidang moneter dan perbankan,?®®

Dengan besamya tekapan perekonomian yang dialami, Pemerintah
Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan yang menuju ke arah mekanisme
pasar terbuka. Kebijakan yang diambil, dilakukan untuk mendorong kemandirian
dunia perbankan. Kebijakan tersebut merupakan awal deregulasi untuk
meletakkan landasan yang kokoh bagi perkembangan perbankan yang lebih sehat
di masa mendatang. Kebijakan-kebijaken perbankan yang ditetapkan tersebut,
ditujukan untuk mendorong optimalisasi aliran modal intemasional yang masuk.
Kebijakan tersebut dibarapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional
perbankan dan sekaligus memberikan aturan yang baik dalam memilih jenis-jenis
penanaman modal yang baik.”’

Untuk meningkatkan peran serta negara Indonesia kepada Dunia
Internasional, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama-kerjasama dalam
peningkatan sistem informasi internasionalnya. Pengembangan ini ditujukan
untuk mendapatkan pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pengembangan
sistem informasi penanaman modalnya menjadi skala intemasional.
Pengembangan ini memberikan informasi-informasi yang mengarah kepada
pasar bebas, sehingga dapat meningkatkan kerjasama intemasional ekonominya
dan meningkatkan sistem informasi internasional di bidang Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi dan kebudayaan.® Melalui kerjasa internasional dapat tercapai
pasar-pasar finansial yang liberal diikuti dengan kemajuan perekonomian
Indonesia dimasa yang akan datang,*"

' Bank Indonesin, Sejarah Bank Indonesic : Perbankan, Periode [953-1959,
htipy/ .bi.go.id/NR/rdon] 1FC7FE474004A35B02 L A4596387C20A/824/SejarahPerbankan
mge ripdei 9531959.pdf, h. 2.

> Ibid,

0 1pid,

2! Ibid.
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ANALISIS

Bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan penelitian yaitu pesatnya
aliran modal internasional yang beredar antar negara. Pesatnya aliran modal tersebut
membutuhkan peran dari pemerintah yang berkuasa dari suatu negara, agar aliran
modal tersebut tidak membuat perekonomian negara tersebut menjadi lemah. Pada
bagian pertama penulis akan menganalisa mengenai model peran pemerintah
terhadap aliran modal yang berjalan di Indonesia lebih ke arah progresif. Analisa ini
dengan melihat peran pemerintah yang terdiri dari kebijakan, fungsi dan sistem
informasi dari kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Megawatt dan Susilo Bambang
Yudhoyono. Pada bagian kedua penulis akan menganalisa respon Kkebijakan
pemerintah terhadap lalulintas modal internasional dari kepemimpinan Abdurrahman
Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Penjelasan pada bab ini
diharapkan dapat memberikan svatu jawaban dari pertanyaan penelitian dan dapat
memberikan snatu masukan untuk pembuat kebijakan agar kebijakan yang dibuat
dapat lebih meningkatkan perekonomian Indonesia.

5.1 Analisis Model Peran Pemerintah terhadap Aliran Modal yang Berjalan di

Indonesia Lebih ke Arah Progresif

Pada bab-bab sebelumnya sudsh dijelaskan bahwa era refommasi, setelah
terkenanya Indonesia terhadap krisis yang cukup membuat negara ini hampir
kehilangan jalur nasionalismenya, Keleluasaan masyarakat untuk berusaha masuk
kepada pasar internasional semakin besar untuk membentuk masyarakat liberal.
Masyarakat Indonesia berusaha untuk menuju ke arah kesejahteraan secara individu
untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.i""’fZ

Upaya untuk memenuhi kebutuban hidupnya sendiri pada dasarnya membentuk
masyarakat liberal yang kehidupan sehari-harinya melakukan hubungan melalui
perdagangan pasar bebas untuk menciptakan perdamaian yang fungsinya untuk
meningkatkan perekonomian. Penciptaan perdamaian ini dapat terwujud dengan

= Roﬁen Gilpin; The Political Eeonomy of International Relations, New Jersey: Princston, 1987; h.
171.
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adanya saling ketergantungan dan mendapatkan keuntungan yang didapat bukan
hanya dari segi modalnya saja, tetapi juga dari segi ilmu dan teknologi yang dapat
memacu perkembangan masyarakat.”>

Masyarakat liberal melihat hal yang paling baik dalam melakukan perkembangan
perekonomian adalah melalui keterbukaan terhadap bantuan esing, investasi dan
teif.:nologi.j'g"I Keterbukaan terhadap bantuan esing, investasi dan tekmologi membuat
peran dari pergerakan modal internasional menjadi penting keberadaannya. Pada
dasamya masyarakat liberal dalam melakukan hubungan internasionalnya cenderung
bersifat ekonomistik. Mereka lebih memilih untuk menguntungkan pasar bebas atas
masalah-masalah konflik internasional yang biasanya disebut dengan politik.2%*

Kebijakan Pemerintah Indonesia di sektor perbankan telah mengalami beberapa
kali perubahan. Perubahan ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan melihat
peranan dari sebuah bank yang menjadi kunci utama dalam pembangunan sistem
perekonomian negara Indonesia. Sistemn perckonomian yang didasarkan kepada
organisesinya untuk menciptakan struktur yang efektif dan memperoleh keuntungan
yang hesar serta keleluasaan pasar internasional. 2% Keleluasaan pasar internasional
ini akan membawa masyarakat lebih mandin untuk pemenuhan kebutuhannya sendir
. sehingga perekonomian negara Indonesia menjadi lebih baik.
5.1.1 Kebijakan, Fungsi dan Sistem Informasi Era Abdurrahmar Wahid

Pada masa Abduwrrahman Wahid, pemerintahan memandang

rekapitalisasi®®’ sektor perbankan sangat diperlukan. Perbaikan ini dilakukan
mengingat Indonesia adalah negara yang menitik beratkan pembangunannya di
sektor perbankan, Masa pemerintahan Abdurahman Wahid sangat menunjukkan

3 Ibid., h. 171-172.

™ Martin Staniland, Apaknh Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori Sosial dan Keterbelakangannya
(Cet.1), Terjemahan oleh Haris Munandar den Dudy Priatama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003, b 151-153. Dalam buku ini John Odell memberikan penjelasan mengenai ekonomi
internasional dipandang sebagai hal dominan dalam pembentukan keseluruhan pola-pela hubungan
intemasional dan kebijakan Negara-negara tertentu dan dalam menyodorkan perubahan-perubahan
dari kedurnys, “tanpa bergantung pada politik domestik, ideologi, keterampilan para penguasa atau
dominasi-dominasi pemerintah-pemerinteh asing.

23 fhid.

% Christopher A. Hartwell. The Case against Capital Controls Financial Flows, Crises, and the Fi lip
Stde of the Free-Trade Argument. Washington, I).C : Cato Institute, 2001, h. 10.

7 Rekapitalisasi adalah program pemerintah untuk meningkatkan permodalan bagk umum dalam
usaha memenuhi pen:noda.lan yang cuknp. Tertera pada PP Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1598
tenbtang Program Rekapitalisasi Bank Umum, http://www.bpkp.go.idunith 8/084-
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usahanya untuk bersaing menghadapi perkembangan perekonomian global.
Presiden Abdurahman Wahid melakukan peninjavan ulang terbadap Keputusan
Presiden No. 96 Tahun 1998 tentang daftar usaha yang terfutup bagi penanaman
modal. Tujuan dilakukannya ini adalah untuk lebih meningkatkan arus
penanaman modal di Indonesia serta mewujudkan struktur perekonomian
nasional yang kokoh.

Sebagai penyeimbang kestabilan perkonomian yang berpikir kearah internal
dan eksternal, Pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tindakan
yang dilakukan oleh masa pemerintahan ini dinilai oleh masyrakat ekonomi dapat
menguamya kepercayaan pasar terhadap perkembangan Indonesia. Langkah yang
diambil oleh masa kepemerintahannya, memberikan langkah untuk untuk
melakukan reformast politik. Melihat tindakan yang sangat berani diambil oleh
Abdurrahman Wahid, maka kepercayaan investor untuk kembali ke menanamkan
modalnya ke Indonesia menjadi lebih baik lagi. kepercayaan im dapat dilihat dari
besarnya dukungan bagi intcgritas wilayal Indonesia.?®

Dalam 100 hari pemerintahannya, Banyak hal penting yang dilakukan oleh
Presiden Abdurahman Wahid terhadap negara Indonesia dalam kaneah dunia.
Selah satn hal yang dilakukan untuk dapat memerankan fungsinya dalam
keseimbangan internal dan ekstemal, Presden Abdurrahman Wahid melakukan
kesepakatan dengan IMF untuk berkomitmen terhadap pencairan dana dari Bank
Dunia.?

Pemerintah sebagai regulator, dalam kebijakan yang dibuat dan dijalankan
sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan
ekonominya baik secara vertikal dan horizontal. Pembangunan perekonomian
secara vertikal dan horizontal, kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk
meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian
kewenangan dibidang pengelolaan keuangan negara, sehingga manfaat yang
dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah dan bukan hanya di kota saj 230

B8 James Rubin, Tindakam Gus Dur Tunjukkan Indonesia Serius, Kompas, (Okt, 2000); hupi//

www.gucdur.net/Berita/Detril/?id=97/hl=id/James Rubin_Tindakan Gus Dur Tm]iukl;an Indonesia

Serius.

> Ihid.

% Bititill Elifii, Kébijakdr Desentralisasi Fiskdl Kaitaryé dengan Hitdrg Liiie Négeri Perierintah

Daerah Ctonom, http:/fwww.fiskal. depken, go.id/webbki/kajian/Bachmil-4.pdf, h. 54.
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Untuk menyesesuaikan keadaan yang berimbang, maka pemerintah pusat
mengeluarkan kebijakan yang dituangkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999,
mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang yang
dikeluarkan ini mencakup mengenai aturan yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah (Pemda) diperbolehkan melakukan pinjaman langsung kepada lembaga
keuangan di dalam negeri dan lembaga pemberi pinjaman di luar negeri."-ml Pada
era kepemerintahannya, Fungsi yang dijalankan pada pericde reformasi ini
adalah dengan memperhatikan perekonomian yang berpikir kea rah intemal dan
eksternal. Untuk memperhatikan perkembangan perekonomiannya, pemerintahan
ini mengeluarkan kebijakan yang dilakukan untuk dapat menyeraﬁ kelebihan
likuiditas agar tidak menahan tekanan terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah.
Kebijakan tersebut dilakukan melalui operasi pasar terbuka, intervensi Rupiah di
pasar uang Rupieh dan Sterilisasi di pasar valuta asing.’"

Masa pemerintahan Abdurabman Wahid sangat menunjukkan usahanya
untuk bersaing menghadapi perkembangan perekonomian global. Presiden
Abdurahman Wahid melakukan peninjauan ulang terhadap Keputusan Presiden
No. 96 Tahun 1998 tentang daftar usaha yang tertutup bagi penanaman modal.
Tujuan dilakukannya ini adalah untuk lebih meningkatkan arus penanaman
modal di Indonesia serta mewujudkan struktur perekonomian nasional yang
kokoh. Hasil yang dikeluarkan dari peninjauan ulang ini berupa Keputusan
Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2000 mengenai bidang usaha yang
tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman
modal di Inodnesia**

5.1.2 Kebijakan, Fungsi dan Sistem Informasi Era Megawati

Pada era Megawati, kondisi perekonomian Indonesia memang kurang
mendapatkan tempat yang cukup baik dunia internasional. Berbagai macam
tekanan dari dunia internasional memaksa Pemerintahan Megawati untuk
bersikap progresif dengan melakukan perombakan kebijakan perekonomiannya.

21 Ibids; h: 55

%2 Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1999-2005, http:/fwww.bi.go.id/NR/rd
onlvres/CF79ESF13 76 EASESADCD1 TRIDI5958 TB0/870/Sei oneterPeriode]19992005.

3% Departemen Dalam Negeri, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000
Teniang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaraion
Tertentu Bagl Penanaman Modal, http://www.d .id/files/repulasi/2000/07/kep-96.
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Harapan dari perombakan kebijakan ini adalah sebagai usahanya untuk menarik
modal asing masuk ke Indonesia, Pergerakan progresif-nya dijalankan dengan
mengeluarkan kebijakan yang dipermudah agar pergerakan modal beredar
menjadi lebih besar. Kebijakan yang dilakukan adalah membuka beberapa sektor
industri yang sebelumnya dikuasai oleh negara mulai dilepas ke pasar bebas.
Terbukanya beberapa sektor industri ini ditandainya dengan dikeluarkannya UU
nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara®® Terbukanya
sektor-sektor industri ini melahirkan kebijakan di bidang perekonomian dengan
cara memberikan kebebasan berinvestasi terutama para investor asing.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Megawati berusaha untuk
membentuk masyarakat liberal dengan melihat hal yang paling baik dalam
melakukan perkembangan perekonomian dengan melalui keterbukaan terhadap
bantuan asing melalui investasi dan teknologi.’® Kebijakan membuka peluang
investasi tersebut berusaha untuk menarik pergerakan modal intemasional ke
Indonesia dan merubah paradigma kebijakan negara internasional untuk lebih
pereaya terhadap perkembangan negara Indonesia yang menuju ke arah
pembentukan masyarakat liberal yang lebih memhkberatkan kepada

. perekonomian terbuka dengan mengandalkan pasar bebas.*”

Kebebasan yang ditawarkan pada pemerintahan Megawati ini benar-benar
memberikan ruang gerak yang bebas untuk menjadi masyarakat liberal yang
berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Wujudan dari liberalisme ini
adalah dikeluarkannya undang-undang nomor 3 tahun 2004 untuk
meyempurnakan undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

3 BPKP; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik

Negara, hitp~/fwww.bpkp.go.idmivhukum/Am/2003/19-03.ndf.
Mam.n Stamland. Apakah Ekonomi Pahnk Im? Sebuah Smd: Teori Sasra! dan Ke:erbe!akangmmva

2003 h, 151-153.

30 Keterbukaan terhadap bantuan asing, investasi dan teknologi membuat peran dari pergerakan
modal internasional menjadi penting keberadaannya. Pada dasamya masyarakat liberal dalam
me}nkukah hubqugm Mwmaslonaluya cendening bersifat ekopomistik: Mereks Jebih el utituk
menguntungkan pasar bebas atas masalgh-masalah konflik internasional yang biasanya disebut dengan
politk (Martin Staniland, Adpakeh Ekonomi Politik Ity? Sebuah Studi Teori Sosial dun
Keterbelakangannya (Cet. 1), Terjemehan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatama, Jakarta; PT .
Raja Grafindo Persada, 2003, b. 151-153).
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Undang-undang ini berusaha menjelaskan tatanan hubungan yang selaras aniara
independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.m

Undang-undang tersebut mengatur mengenai tugas Bank Indonesia untuk
dapat mengatur kebijakan moneternya sendiri tanpa ada campur tangan
pemerintah pusat. Liberalisasi besar-besaran yang dilakukan pada era Megawati,
membuat perbankan Indonesia terjadi perubahan secara drastis, yakni dari sistem
perbankan yang didominasi pemerintah menjadi sistem perbankan yang di
dominasi oleh pihak asing. Perubahan sistem tersebut berdampak terhadap
banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia daripada tenaga kerja
lokal 3%

Kebebasan yang diberikan olehPemerintahan Megawati bukan berarti tanpa
adanya aturan yang mengatur. Untuk dapat tetap mengawasinya, fungsi dari
pemerintah sebagai penyeimbang kestabilan perekonomian berpikir ke arah
intenal dan eksternal dan pengawas dalam pergerakan modal internasional, BI
mengeluarkan peratwran Bank Indonesia nomor 9/8/PBI/2007 tentang
pemanfaatan tenaga kerja asing di sektor perbankan
5.1.3 Kebijakan, Fungsi dan Sistem Informasi Era Susilo Bambang Yudhoyo

Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono progresif dengan
usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi pasional dengan peningkatan
penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi. Dengan keikutsertaan
Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, pemerintahan ini
menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, membesikan
kepastian hukum, keadilan, dan efisicn dengan tetap memperhatikan kepentingan
ekonomi nasional.”'® Melalui undang-undang RI nomor 25 tahun 2007 mengganti
vadang-undang perbankan sebelumnya.

Seperti yang sudah disebutkan diatas, dalam membentuk sistem perbankan
yang schat dibutubken modal yang sangat besar. Salah satu cara untuk

107 .
1hid,
% Siaran Pers BI, Delapan Ketentuan Baru di Bidang Perbankan, hitp://www.bi.go.id/web/idRuang

+Media/Siaran+Pers/sp 080407 htm.

*® Peraturan Bank Indonesla Nomor 9/8/Pbi/2007 Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing Dan

Program Alth Pengetaluan Di Sekdor Perbankan, httpJ/www.bi. -zo.id/NR/rdonlyres/B247A61 5-
8D4-40B4-2D9D—2E.2AC0476A24! 11886/pbi 09080 7r.pdf.

1 Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Takun 2007 tentang Penanaman

Moddl,  http://www.bi.go.id/NR/rdontyres/C7402D01A030454 ABCTS98S8TTADFS 51 7683/ULI25
ahun2007 Pena namanModal.pdf,
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mendapatkan modal yang besar adalah dengan melakukan perubahan terhadap
kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor perbankan. Kebijakan yang dilakukan
lebih kepada kemudahan bagi investor asing agar tidak terlalu terbatasi dan tidak
menjadikan ancaman dalam mengembangkan usahanya untuk berinvestasi.’!!

Perubahan kebijakan sektor perbankan yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia terhadap pergerakan modal intemasional dalam memasuki bank-bank
yang ada di Indonesia, ditata dengan sebaik-baiknya agar tidak menyimpang dari
apa yang sudah ditetapkan dan tidak mengganggu kestabilan perekonomian
dunia®?. Kestabilan perekonomian dunia akibat arus lalu lintas modal
internasional tersebut dapat terganggu karena kebijakan negara yang satu den
negara yang lainnya saling mempengaruhi.*’® Keterkaitan kebijakan tersebut
membuat pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak
menggangu kestabilan perekonomian dunia dan sesuai dengan tujuan semula
untuk kebutuhan peningkatan perekonomian pada sektor perbankan dan
lancamya pergcrakan modal international yang masuk ke Indonesia.

Pergerakan modal internasional yang masuk ke Indonesia, menjadikan
industri perbankan yang ada di Indonesia menjadi lebih liberal sehingga
membuat beberapa bank yang terdapat di Indonesia mulai beralih
kepemilikannya menjadi milik asing®'® den membuat undang-undang yang di
buat No.14 tahun 1967 membuat Bank Indonesia kurang memiliki independensi
den tidak mampu mengambil tindakan yang tegas terhadap bank-bank yang
terkait erat dengan politisi. 315

Perkembangan bank yang kurang bisa diawasi secara baik membuat fungsi
pemerintah masih belum berjalan dengan baik. Pengawasan ini tidak dapat
dijalankan sendiri kalau hanya mengandalkan pihak pemerintah yang berjalan
sendiri. Pihak Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen sesuai

N Jan Horas V. Purba; Dampak Liberalisasi Finansial terhadap Pertumbuban Ekonomi: Studi
komparasi Indonesia dan Korea Selatan, b 16.
32 paul R. Krugman, The Confidence Game-How Washington Worsened Asia's crash, The New
Republlc (Okt, 1998).
U'pait R. Krugman dan Mairicé Obstfeld, Ekonomi Infernasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5),

Terjemahan Oleh Faisal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 359,
ZF David €. Cole; Slade; Betty F; Building a Modern Financial Systeny. The Indonesian Experience;
J 0uﬁigi of sauthggs: Aslﬂﬂ Smd.leﬁ 3012 (Sep; 1999); k:371:

5 Bank Indonesia, Indonesia’s Banking Crisis Resolution, hitp:/iwrww.bi.go id/NR/rdonl 18046

44-50F8-411E-B4TAAEEI2502FAAA/13371/iber(0212.pdf b, 5.
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dengan Undang-undang nomor 23 tahun 1999 lebih tepat untuk memainkan
perannya dalam mengawasi perkembangan bank dengan baik 36

Sistem informasi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sangat serius dengan usaha percepatan pembangunan ekonomi
nasional. Peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi mulai
ditingkatkan, Pengolahan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri mulai
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai
kerja sama internasional, pemerintahan ini menciptakan iklim penanaman modal
yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien
dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional 37

Undang-undang RI nomor 25 tahun 2007 mengganti undang-undang
sebelumnya, membuat peranan sektor perbankan berfingsi dengan baik dalam
memperlancar pergerakan modai internasional dan sebagai penghimpun dana.
Bank Indonesia pada bagian ini memainkan perannya untunk mengawasi dan
memeriksa kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Pengawasan
perekonomian ini, menghindarkan Indonesia dari adanya modal fiktif ataupun
praktik yang tidsk wajar. Bentuk dari pengawasan tersebut diwujudkan dalam
bentuk deregulasi di sektor keuangan yang mencakup bidang moneter dan
perbankan '8

Dalam upaya peningkatkan peran serta negara Indonesia kepada Dunia
Internasional, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama-kerjasama dalam
peningkatan sistem informasi internasionalnya. Pengembangan ini ditujukan
untuk mendapatkan pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pengembangan
sistem informasi penanaman modalnya menjadi skala internasional.
Pengembangan ini memberikan informasi-informasi yang mengarah kepada
pasar bebas, sehingpa dapat meningkatkan kerjasama internasional ekonominya

318 Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan, Jakart ; Fokus Media; 2009, h. 259.

3" Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Takun 2007 tentang Penanaman
Modal, htip:/ i.go.id/NR/rdonl 402D01A S4ABC759858774DF852/17683/UU25
ahun2007Penans manModal. ndf.

M8 Baiik Indonesia, Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 1953-1959, httpi//www.bi.go.id/NR
/rdonl iFCTFE4AT74004 021A4596387C20A/824/SejarshPerbankanPeriodel 31959.
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dan meningkatkan sistem informasi internasional di bidang Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi dan kebudayaan melalui kerjasama internasional >"®
5:.1:4 Model progresif Pemerintahan Indonesia

Dari ketiga pemerintahan yang ada, penulis menganalisa bahwa ketiga
pemerintahan tersebut mempunyai model pemerintahan progresif masing-
masing. Era Abdurrahman Wahid mempunyai model pemerintahan progresif
nasiopal, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya agak ketat,
fungsinya lebih determinan kepada arah eksternalnya dan sistem informasinya
menyerap sistem informasi internasional yang diterapkan secara terbatas kepada
penggunanya. Era Megawati penulis menyebutnya dengan model progresif
bebas, dimana kebijakan yang dikeluarkan oleb pemerintahannya cenderung
bebas, fungsi pemerintahannya berimbang namun lebih dominan faktor ekstemal
dari faktor internalnya dan sistem informasinya terbuka bebas bagi masyarakat
luas. Era Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai model pemerintahan progresif
terarah, dimana kebijakan yang dikeluarkannya terarah kepada fungsinya masing-
masing, fungsi pemerintahannya seimbang antara internal dan eksternal dan
sistem informasinya terbuka terarah (lihat tabel 5.1).

Tabel 5.1
Model Peran Pemerintahan Progresif

dalam International Capital Movement di Indonesia

>emerifitahan Abdurrahman . Susilo Bambang
: Wahid Megawati Yudhoyono
Indikator Progresif Nasional Progresif Bebas Progresif Terarah
Kebijakan Agak Ketat Bebas Tcrarah
. . Seimbang, namun Seimbang antara
Fungsi Eksternal dominan | o} <ternal lebih dominan |cksternal dan internal
‘Menyerap sistem L o _
Sistem Informasi | infernasional yang Terbuka Bcbas Terbuka terarah
diterapkan terbatas
3 Ibid,
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5.2 Analisis Respon Kebijakan Pemerintah terbadap Lalu Lintas Modal
Internasional dari Kepemimpinan Abdurrahman Wahid, Megawati dan
Susilo Bambang Yudhoyono.

Globalisasi di bidang perekonomian yang marak terjadi saat ini merupakan suatu
proses kegiatan perekonomian, dimana setiap negara diseluruh dunia menjadi satu
kekuatan pasar tanpa ada rintangan atau hambatan batasan antar negara. Globalisasi
perekonomian ini membuat setiap negara mengurangi hambatan-hambatan yang
terjadi pada arus modal internasional. Globalisasi ini tidak menghasilkan gelanggang
olahraga yang mengarah kepada pasar bebas yang terdokirin kearah pasar
fundamentalis. Sistem keuangan internasional di bawah kontrol seperkongsian
keuangan yang berwenang mengarah kepada negara maju’?’. Oleh sebab itu batas-
batas suatu negara yang menjadi hilang keberadaannnya dengan perekonomian
internasional yang kuat, sehingga globalisasi ini membuka peluang pergerakan
modal internasional secara kompetitif.j 2t

Indonesia pada saat ini masih bisa dibilang sebagai negara yang memberlakukan
peraturannya depgan agak ketat, dan pada kenyatsannya undang-undang yang
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini sudah mengarah kepada arah
liberalisasi. Contohnya peraturan yang disisipkan pada peraturan pembelian saham
bank umum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999.
pada peraturan tersebut pemerintah Indonesia berani menjamin kepemilikan saham
guna mendukung adanya aliran modal masuk sebagai tambahan devisa bagi negara
Indonesia sampai dengan 100 persen. Tercantum pada pasal 3 peraturan tersebut
yang menerangkan jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan
atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun
melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per
seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan. 32

Sedangkan pasal 4(1) Pembelian saham oleb Warga Negara Asing dan atau
Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per seratus)

2 George Soros; The New Paradigm for Financial Markets, United States; The Perseus Books
Group, 2008, h. 95.

33! Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (Ed. 5),
Ter_]emahan Oleh Faiaal H. Basri, Jakarta: PT Indeks, 2005, h. 412.

2 Témpo Inierakhif, (Mar, 2004), hifpi/vww ismpointerakbiEeom/tip
20040331-01.id htm].

peialiran/2004/03/3 1 /prit
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dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek. Pasal 4(2) Bank hanya dapat
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh
sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan. Pasal 4(3)
Sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga
Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.’

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998. Adalah tahun dimana
bangsa Indonesia mulai melakukan perombakan kembali terhadap sistem perbankan
Indonesia mennju arah liberalisasi perbankan. dimana pada penjelasan pasal ini di
bagian pembuka dijelaskan mengenai adanya keniginan untuk meningkatkan peranan
bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dan untuk
menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-undang ini
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan
bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk
pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang
khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu juga Sejalan
dengan perkembangan di atas, Indonesia berusaha untuk berkomitmen dalam
berbagai forum internasional seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pasific
Economic Cooperation (APEC), dan Association of South East Asian Nations
(ASEAN), perbankan di Indonesia diatur dan disesnaikan kembali peraturan
perbankan nasionalnya termasuk pembukaan ekses pasar dan perlakuan
nondiskriminatif terhadap pihak asing, %

Disisi lain untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, perlu dilakukan
penyesuaian mekanisme perumusan Kebijakan moneter dan penataan kembali
kelembagaan Bank Indonesia sebagai penanggung jawab otoritas kebijakan moneter.
Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan
kredibilitas Bank Indonesia tanpa mengurangi makna independensi lembaga negara
tersebut. Oleh sebab itu, masa pemerintahan ini melakukan perubahan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 3 tahun2004.23 Trensparansi Bank Indonesia pada

3 Ihid;
324 Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan, Jakarta: Fokus Media, 2009. h. 96
2 Ibid., h. 220-230.
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undang-undang Republik Indonesia pada bagian ini menjadikan Bank Indonesia
sebagai bank sentral yang independen sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 3 tahun2004.°® Akan tetapi pada bagian ini Bank
Indonesia tetap menjadi penentu dan pelaksana kebijekan moneter seperti yang
tercantum pada pasal 10.*2

Akan tetapi scharusnya dengan peraturan yang agak ketat tersebut negara
Indonesia masih sulit untuk mencapai kepada keuntungan maksimal. Paul R
Krugman dan Marice Obstfeld berpendapat bahwa apabila kedua negara sama-sama
mengeluarkan kebijakan yang tidak terlalu ketat, maka kedua negara tersebut akan

mendapatkan keuntungan maksimal yang sama.>?®

Disisi lain pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membuka beberapa
sektor industri yang sebelumnya dikuasai oleh negara mulai dilepas ke pasar bebas.
hal ini ditandainya dengan dikeluarkannnya UL nomor 19 tahun 2003 mengenai
Badan Usaha Milik Negara.m

Terbukanya sektor-sektor industri ini melahirkan kebijakan di bidang
perekonomian dengan cara memberikan kebebasan berinvestasi terutama para
investor asing. Kebebasan berinvestasi terlihat melalui penjualan saham-saham
dalam negeri dengan harga yang cukup murah. Selain itu, penjualan saham ini
melshirkan kontradiksi mengenai adanya gerakan anti domestik. Dimana gerakan ini
melahirkan ketidak percayaan terhadap perusahaan-perusahaan dalam neger.
Sehingga liberalisasi terhadap badan-badan usaha milik negara dilakvkan untuk
menarik kepercayaan dunia asing terhadap negara Indonesia.

Untuk mendukung perwunjudan pembangunan nasional dan membangun sistem
keuangan dengan melihat ke arah intemasional, pemerintahan ini mengeluarkan
undang-undang nomor 3 tahun 2004 untuk meyempurnakan undang-undang Nomor
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada Undang-undang ini merupakan
wujudan dari usaha memelibara stabilitas perkonomian Indonesia dengan upaya
untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan
sejalan dengan tatanan perkembangan pembangunan perekonomian yang semakin

328 Ibid., h. 215.

37 rbid,, h. 216,

98 rbid,, h, 359-361.

2 BPKP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Takun 2003 fentang Badan Usaha Milik

Negara, hitp:/fwrerw.bpkp.go.id/unithukum/uw/2003/19-03.pdf,
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kompleks dan juga sitem keuangan yang semakin maju dan perekonomian
internasional yang semakin kompetitif dan juga terintegrasi. berusaha menjelaskan
tatanan hubungan yang selaras antara interpendensi Bank Indonesia dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas
kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan.

Peraturan pemerintah ini dibuat untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat,
efisien, tangguh dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas,
juga memacu agar setiap bank dapat memperkuat permodalannya. Pertimbangan
lainnya adalah dengan membuka peluang kepada pasar untuk dapat membeli saham
suatu bank dengan melihat kepada perkuatan permodalan perbankan. Dan juga
digunakan untuk mengatur ketentuan tentang Bank Umum dalam Peraturan
Pemcrintah.331

Bila dilihat dari analisa diatas, respon kebijakan pergerakan modal internasional
yang diarahkan oleh pemerintah dari tiga periode masa reformasi, sudah mengarah
kepada pasar bebas, sehingga aliran modal dapat memasuki kepada setiap sektor
yang ada, segala macam peraturan dipermudah untuk meningkatkan perekonomian
negara ini dan membawa perekonomiannya kepada perekonomian terbuka. Arah ke
perekonomian terbuka ini membuktikan bahwa respon respon kebijakan pemerintah
terhadap lalulintas modal internasional kepemimpinan Abdurrahman Wahid,
Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengarah kepada peran
pemerintahan yang proresif.

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubshan Ates Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesm, Ltp.ﬂwww
Ay
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan
penelitian penulis tentang mengapa model peran pemerintah terhadap aliran modal
internasional yang berjalan di Indonesia lebih ke arah progresif dan bagaimanakah
respon kebijakan pemerintah terhadap lalulintas modal internasional. Setelah
melakukan analisis terhadap variabel dependen dan independent, penulis
menyimpulkan bahwa untuk melihat peran pemerintah terhadap aliran modal
internasional yang berjalan kearah progresif dapat dilihat dari segi kebijakan, fungsi
dan sistem informasi yang berjalan saat ini. Begitu juga dengan respon kebijakan
pemerintah terhadap aliran modal internasional yang dikaji pada Undang-Undang
Moneter Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang memfokuskan kepada
studi dokumen, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data mengenai kebijakan-
kebijakan pergerakan modal interasional oleh pemerintah Indonesia serta dokumen-
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instamsi terkait, dokumen sekunder yang
berisikan penilaian-penilaian para ahli yang membahas mengenai kebijakan
pemerintah mengenai perbankan Indonesia. Sumber data sekunder dalam penelitian
ini, didapatkan melalui buku, dokumen resmi, jumal nasional dan internastonal, serta
publikasi media masa.

Pola tanggapan pemerintah terhadap gerakan modal internasional penulis
menemukan bahwa terdapat kesamaan antara Indonesia dan Jepang. Kesamaan yang
didapat ini adalah kedua negara tersebut sama-sama berangkat dari pola peran
pemerintahan yang konservatif, Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia
intemasional, kedua negara tersebut mulai membuka pasarmya dan meliberalisast
kebijakannya sehingga pola peran pemerintahannya menjadi progresif.

Paradigma liberal sebagai variable independen yang membentuk terjadinya
keprogresifan peran pemerintah Indonesia yang mendukung kebijakan pemerintah
Indonesia terhadap international capital movement. Dua dampak dari liberalisasi
adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dampak postif bagt
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perekonomian suatu negara dapat membawa suatu negara- untuk dapat memutuskan
sendiri mengenai arah dan kebijakannya perokonomian dari suatu negara. Kebijakan
yang dibuat ini berhubungan dengan pertumbuhan perekonomian negaranya agar
semakin meningkat. Sedangkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara
adalah adanya ketergantungan negara terhadap negara pemberi dan akibat pinjaman
modal internasional yang terlalu banyak, sehingga membuat negara tersebut tidak
dapat berkembang dengan baik dan terbebani dengan hutang pinjaman luar
negerinya.

Dampak liberalisasi perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting di
masing-masing negara. Faktor pertama adalah lingkup dari liberalisasi tersebut,
mengarah ke multilateral, regional atau unilateral, faktor berikutnya adalah adanya
komitmen untuk menjalankan liberalisasi, komitmen disini berhubungan dengan
apakah ada kesepakan yang terjadi dalam melakukan kerjasama. Faktor selanjutnya
adalah menyangkut kepade skema liberalisasi, yang dimaksud dengan skema
liberalisasi adalah apakah hal ini melibatkan pengurangan-pengurangan terhadap
hambatan-hambatan non tarif atau hanya pengurangan terhadap hambatan tarif saja.
Faktor yang terakhir adalah kecepatan proses skema liberalisasi, yang dimaksud
dalam kecepatan skemsa liberalisasi adalah seberapa cepatkah liberalisasi ini dapat
meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara

Pcrgerakan modal internasional dapat mempengaruhi peran dari pemerintahan
yang ada. Pengaruh modal internasional ini membuat peran pemerintah Indonesia
bergerak ke arah progresif dari segi kebijakan, fungsi dan sistem informasi yang
diterapkan. Pergerakan Pemerintah Indonesia ke arah progresif ini membuat
perubahan-perubahan yang sebelumnya sudah ditetapken.

Pesatnya aliran modal terscbut membutubhkan peran dari pemerintah yang
berkuasa dari suatu negara agar aliran modal tersebut tidak membuat perekonormian
negara tersebut menjadi lemah. Pada bagian pertama penulis menganalisa mengenai
model peran pemerintah terhadap aliran modal yang begalan di Indonesia lebih ke
arah progresif. Analisa ini dengan melihat peran pemerintah yang terdini dari
kebijakan, fungsi dan sistem informasi dari kepemimpinan Abdurrahman Wahid,
Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono.
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Dari ketiga pemerintahan yang ada, penulis menganalisa bahwa ketiga

' pemerintahan tersebut mempunyai model pemerintahan progresif masing-masing.

Era Abdurrahman Wahid mempunyai model pemerintahan progresif nasional,
dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya agak ketat, fungsinya
lebih determinan kepada arah eksternalnya dan sistem informasinya menyerap sistem
informasi internasional yang diterapkan secara terbatas kepada penggunanya. Era
Megawati penulis menyebutnya dengan model progresif bebas, dimana kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintzhannya cenderung bebas, fungsi pemerintahannya
berimbang namun lebih domiman faktor eksternal dari faktor intemnainya dan sistem
informasinya terbuka bebas bagi masyarakat luas. Era Susilo Bambang Yudhoyono
mempunyai model pemerintahan progresif terarah, dimana kebijakan yang
dikeluarkannya terarah kepada fungsinya masing-masing, fungsi pemerintahannya
seimbang antara internal dan eksternal dan sistem informasinya terbuka terarah.

Penulis juga menemukan bahwa adanya dorongan dunia intermasional yang
membawa pemerintahan Indonesia yang berjalan, untuk lebih meliberalisasikan
perekonomiannya. Dampak dari liberalisasi ini didasarkan Upaya untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya sendiri sehari-harinya dalam melakukan bubungan melalui
perdagangan pasar bebas untuk menciptakan perdamaian yang fungsinya untuk
meningkatkan perekonomian,

Selain dari adanya dorongan dari dunia internasional, ada juga kebutuhan dari
dalam negeri sendiri yang pada tahun 1998 terkena krisis sehingga membutuhkan
kepercayaan dunia internasional dan juga investasi dar luar negeri untuk
menyehatkan perekonomian negara ini, khususnya negara Indonesia adalah negara
yang menitik beratkan pertumbuhan perekonomiannya melalui perbankan sebagai
penghimpun dana.

6.2 Rekomendasi
Berdasarkan kasus yang peneliti tulis diatas, penulis akan memberikan beberapa
saran untuk model peran pemerintahan terhadap airan modal internasional. Saran-
saran tersebut antara lain :
a. Kebijakan pemerintahan, kebijakan pemerintah yang berjalan untuk menuju
kepada masyarakat liberal dan menitikkan kepada pasar behas dapat lebih
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memperhatikan kebutuhan dari sistem perekonomian yang didasarkan kepada
organisasinya, sehingga dapat menciptakan struktur yang efektif untuk
memperoleh keuntungan yang besar dan keleluasaan pasar internasional dan
menjaga pasar nasional. Kebijakan yang dipermudah agar pergerakan modal
beredar menjadi lebih banyak dapat memperhatikan kepada keamaman dari
modal tersebut agate tidak terjadi modal fiktif dan juga membawa kepcrcayaan
dunia internasional terhadap pereknomian negeri ini.

. Fungsi Pemerintah sebagai penyeimbang kestabilan perekonomian berpikir ke
arah internal dapat menciptakan kondisi full employment terhadap
pendayagunaan sumberdaya suatu negara yang disertai oleh stabilitas tingkat
harga dalam negeri. Sedangkan keseimbangan dan eksternal dengan tercapainya
neraca perdagangan tidak terlalu defisit dan membina hubungan dengan dunia
internasional. Menjadi regulator atau penentu kebijakan dalam perekonomian
negara dengan tepat, sehingga fungsi sebagai pengawas dalam pergerakan modal
internasional dapat berjalan dengan baik.

Sistem Informasinya dapat menhadirkan informasi-informasi yang lebih tepat
guna, sehingga dapat digunakan untuk memberikan informasi-informasi penting
mengenai pasar melalui pasar modal. Fungsi pasar modal internasional untuk
memperdagangkan aset-aset internasional lebih terfata dengan rapi sehingga
terciptanya kemudahan terhadap pergerakan modal internasional untuk bergerak
bebas. Terciptanya kemudahan untuk mendapatkan informasi aset-aset sangat
dibutubhkan bagi para investor. Dengan kemudahan pada pasar modal akan
membuat iklim investasi berjalan dengan baik.
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